PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN  USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  DI KABUPATEN LUWU UTARA by Nurhasanah Furqani, Siti
i 
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN 
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) 




Untuk memenuhi sebagian persyaratan 
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1 
 






Siti Nurhasanah Furqani 
E12113034 
 









PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN 
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) 




Untuk memenuhi sebagian persyaratan 
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1 
 






Siti Nurhasanah Furqani 
E12113034 
 














Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis 
panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu Wata’ala, dzat yang Maha Agung, 
Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengn judul “Peran 
Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) di Kabupaten Luwu Utara” sebagai salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu 
Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat tidak 
lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 
Alaihi Wasallam, yang mana segala tindakannya menjadi tauladan untuk 
kita semua. 
Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 
peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan 
menengah (UMKM) di Kabupaten Luwu Utara beserta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari 
masih banyak kekurangan, sekiranya ada masukan dan kritikan dari 
pembaca yang bersifat membangun, maka penulis akan menerimanya 
dengan senang hati. 
Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini banyak pihak yang 
telah membantu dan memberi dukungan serta motivasi. Oleh karena itu 
v 
 
melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang 
setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-
dalamnya terkhusus kepada kedua orang tua, Ibunda Ningsih, BA dan 
Ayahanda Budi Haryadi yang senantiasa memberi semangat dan 
dukungannya dalam kelancaran studi penulis. Berkat kekuatan doa luar 
biasa yang setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu 
mencapai kemudahan disegala urusan, diberi kesehatan dan 
perlindungan  oleh Allah SWT. Tak lupa didikan dan perjuangannya dalam 
membesarkan penulis, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan 
yang tiada tara di dunia maupun di akhirat kelak.  
Selain itu, ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan 
hormat penulis haturkan kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas 
Hasanuddin 
2. Bapak Prof. Dr. A. Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh 
staf. 
3. Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si selaku Ketua Departemen 
Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Unhas beserta seluruh staf. 
4. Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Pemerintahan FISIP Unhas sekaligus sebagai Pembimbing I penulis 
vi 
 
dalam penyusunan Skripsi ini yang telah membimbing dan 
mengarahkan penulis. 
5. Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si selaku Pembimbing II penulis yang 
telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, 
memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini 
serta sebagai Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh 
pendidikan di Universitas Hasanuddin. 
6. Kepada para penguji penulis mulai dari Ujian Proposal hingga Ujian 
Skripsi, Ibu Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si., Bapak Rahmatullah, S.IP., 
M.Si., Bapak A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si., terima kasih atas 
masukan dan arahannya. 
7. Para dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP 
Unhas, Bapak Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA., Bapak Dr. H. Rasyid 
Thaha, M.Si., Bapak Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si., Ibu Dr. 
Indar Arifin, M.Si., Bapak Dr. A. M. Rusli, M.Si., Bapak Dr. H. 
Suhardiman S., S. Sos, M.Si., Bapak Dr. Mulyadi, M.Si., dan Bapak 
A. Murfhi, S.Sos, M.Si., terima kasih atas didikan dan ilmu yang 
diberikan selama perkuliahan. 
8. Kepada Kakak Hariyanto, S.IP, M.A., Kakak Ashar Prawitno, S.IP, 
M.Si., Kakak Erwin Musdah, S.IP, M.Ip., yang telah membantu 
mengarahkan penelitian penulis. 
vii 
 
9. Seluruh staf tata usaha pada lingkup Departemen Ilmu Politik dan 
Pemerintahan beserta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Unversitas Hasanuddin. 
10. Seluruh informan penulis di Kabupaten Luwu Utara, yakni Bupati, 
Ketua DPRD, penyelenggara pemerintahan di Kantor Dinas 
Koperindag, Kantor Bappeda, Kantor BPS, Kantor BPPSPM, Kantor 
Kecamatan Masamba, Kantor Kecamatan Sabbang, Kantor 
Kelurahan Marobo, Pak Kepala Desa Kamiri dan pelaku-pelaku 
UMKM yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan 
banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis. 
11. Adik tersayang, Siti Nurhalizah Amini yang selalu memberi 
semangat dan dukungan serta senantiasa mengalungkan doa dari 
dulu hingga saat ini yang tiada hentinya. 
12. Kepada Alm. Kakek M. Noer Satti dan Almh. Nenek Sitti Sahibah,  
jasanya akan selalu terkenang dalam membantu membesarkan 
penulis, serta saudara-saudara Ibunda tercinta, Paman dan Bibi 
penulis yang selalu bangga terhadap segala sesuatu yang penulis 
raih selama ini yaitu Om Jaya, Tante Mesrah, Om Hikmah, Mami 
Inangku, Om Zul, Om Danni, Om Elu, Om Asbul, Tante Ummul dan 
Tante Nurul. 
13. Kepada sepupu-sepupu penulis yang juga tidak hentinya memberi 
semangat yaitu Fatwa, Putri, Uci, Ami, Aul, Ananta, Sahra, Fauzi, 
Syakira, Apik, Syasa, Yasmin, Abi dan Kamil. 
viii 
 
14. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Kakak Uni, Beatrix, Sundari, 
Salfia, Ipa, Tami, Mega, Dina dan Suci yang selalu ada setiap 
penulis butuhkan, setia mendengar keluh kesah, kisah sedih, dan 
bahagia yang penulis alami dan tidak tanggung-tanggung untuk 
menegur penulis jika salah. Panggilan untuk sahabat-sahabat ini 
adalah Ummalite. 
15. Kedua Brothers penulis, Dandi dan Supe yang selalu setia sebagai 
teman cerita, selalu mengingatkan hal-hal kebaikan, agama, dan 
teman diskusi disaat ada tugas kuliah. 
16. Saudara-saudari Lebensraum, yaitu Alif, Anti, Azura, Dirga, Jusna, 
Dewi, Suna, Ulfi, Uceng, Karina, Immang, Hanif, Dias, Zul, Yun, 
Febi, Irez, Yeyen, Erik, Ekki, Lala, Icha, Arya, Ayyun, Afni, Oskar, 
Kaswandi, Fahril, Ekka, Yani, Fitri, Syarif, Babba, Juwita, Dede, Aqil, 
Dana, Ade, Adit, Dika, Rian, Uma, Sube, Ugi, Hendra, Fitra, Angga, 
Mia, Haeril, Edwin, Wulan, Hasyim, Hillary, Mustika, Ike, Ina, Irma, 
Jay, Maryam, Herul, Aksan, Najib, Reza, Rosandi, Rum, Sani, Uli, 
Wahid, Wahyu, Wiwi, Wiwin, Yusra, Amel dan Almh. Iis yang telah 
menemani selama kurang lebih 3 tahun di kampus tercinta 
Universitas Hasanuddin. Semoga semangat merdeka militan tetap 
kita jaga. Kenangan bersama kalian akan tetap diingatan.  
17. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan 
(HIMAPEM) FISIP Unhas. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, 
ix 
 
kesempatan berkarya, kebersamaan dan kekeluargaan yang telah 
diberikan. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem kita. 
18. Kepada teman-teman SMAN 2 Sabbang yang sampai sekarang 
masih bersama. 
19. Keluarga besar Persatuan Mahasiswa Indonesia Luwu Utara 
(PEMILAR) Komisariat Sabbang yang telah memberikan 
pengalaman dan ilmu bagi penulis. 
20. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 93 Unhas Kabupaten 
Soppeng Kecamatan Marioriawa, khususnya teman serumah 
selama kurang lebih 1 bulan menjalani pengabdian kepada 
masyarakat yaitu Kakak Taufan, Kakak Rizal, Viki, Syerli, Siska, 
Bapak Posko Wahyuddin, dan Pak Lurah Firman, S.Sos., beserta 
seluruh masyarakat Kelurahan Manorang Salo. 
21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang 
telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. 
Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala 
kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, Wassalamu Alaikum 
Warahmatullahi Wabarakatuh.       













Sampul  i 
Lembar Pengesahan 
Lembar Penerimaan  
 Ii 
iii 
Kata Pengantar  iv 
Daftar Isi  X 
Daftar Tabel  xiii 
Daftar Gambar  xvi 
Daftar Lampiran  xvii 
Intisari  xviii 
Abstract  xix 
BAB I PENDAHULUAN 1 
1.1. Latar Belakang Penelitian 
1.2. Rumusan Masalah Penelitian 
1.3. Tujuan Penelitian 
1.4. Manfaat Penelitian 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
2.1.2. Tugas Pokok Pemerintah 
2.1.3. Pemberdayaan 
2.1.4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 














BAB III METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi Penelitian 
3.2. Tipe Penelitian 
3.3. Teknik Pengumpulan Data   
3.4. Informan Penelitian 
3.5. Sumber Data 
3.6. Definisi Konsep   
3.7. Analisis Data 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara 
4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Luwu Utara 
4.1.2. Kondisi Geografis Wilayah 
4.1.3. Penduduk 
4.1.4. Tenaga Kerja 
4.1.5. Keadaan Sosial 
4.1.6. Pengeluaran Penduduk dan Konsumsi Makanan 
4.1.7. Potensi Sumber Daya Alam dan Hayati 
4.1.8. Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara 
4.2. Tata Kelola Kelembagaan di Kabupaten Luwu Utara 
terkait Pemberdayaan UMKM 
4.3. Gambaran Umum Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian 
dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara 


























Perdagangan Kabupaten Luwu Utara 
4.3.2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 
4.4. Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan 
UMKM di Kabupaten Luwu Utara 
4.4.1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Menumbuhkan 
Iklim Usaha 
4.4.2. Upaya Pemerintah Daerah dalam Menguatkan 
Potensi atau Daya Usaha 
4.4.3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Melindungi 
Usaha  
4.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan 
UMKM di Kabupaten Luwu Utara 
4.5.1. Faktor Penghambat Pemberdayaan UMKM di 
Kabupaten Luwu Utara 
4.5.2. Faktor Pendukung Pemberdayaan UMKM di 
Kabupaten Luwu Utara 
































Tabel 1. Jumlah dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM pada 
Periode 2015 di Kabupaten Luwu Utara 
 
6 
Tabel 2. Hasil Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2015 
Kabupaten Luwu Utara 
 
6 




Tabel 4. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut 
Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara 
 
43 
Tabel 5. Rata-rata Suhu Udara dan Kelembaban Realtif Setiap 
Bulan di Kabupaten Luwu Utara 
 
44 
Tabel 6. Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di 
Kabupaten Luwu Utara 
 
45 
Tabel 7. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 dan 2015 
 
46 
Tabel 8.  Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut 





Tabel 9.  Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis 
Kelamin, Kelompok, Umur Sekolah dan Partisipasi 




Tabel 10. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten 





Tabel 11.  Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata 
Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok 




Tabel 12.  Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata 
Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Non 




Tabel 13.  Luas Lahan Sawah (Hektar) Menurut Kecamatan dan 
Jenis Pengairan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 
 
53 
Tabel 14. Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan 
yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan 




Tabel 15. Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, 
Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten 




Tabel 16.  Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan 





Tabel 17.  Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis 
Buah di Kabupaten Luwu Utara (Ton) Tahun 2015 
 
57 
Tabel 18.  Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan 





Tabel 19. Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak  
xv 
 
(Ekor) di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 59 
Tabel 20. Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas 
(Ekor) di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 
 
60 
Tabel 21.  Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan 





Tabel 22.  Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan 





Tabel 23. Jumlah UMKM di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 97 
Tabel 24. Jumlah UMKM di Kabupaten Luwu Utara Menurut Sektor 
Ekonomi Tahun 2015 
 
99 




Tabel 26.  Jumlah Dana Bergulir Beserta Angsuran yang Diberikan 
Kepada Pelaku UMKM Tahun 2006, 2009 dan 2010 
 
103 
Tabel 27. Daftar Nama Kelompok Industri Kecil dan Menengah 
(IKM) Penerima Hibah Barang/Peralatan 
 
126 
Tabel 28. Daftar Kelompok IKM Penerima Bantuan Hibah 
Kemasan Label Produk Tahun 2014 
 
128 
Tabel 29. Daftar IKM yang Diusulkan Mendapatkan Sertifikat Halal 









Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Peneltitian 31 
Gambar 2.  Peta Administrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 43 
Gambar 3.  Alur Penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin 
Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan 
(TDP), Surat Izin Usaha Industri (SIUI) dan Tanda 






































Lampiran 1. Surat Izin Penelitian            
Lampiran 2. Peraturan Perundang-Undangan          
Lampiran 3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperindag  
 Kabupaten   Luwu Utara            
Lampiran 4. Contoh Naskah Kesepakatan Bersama         


































I N T I S A R I 
 
Siti Nurhasanah Furqani, Nomor Induk Mahasiswa E12113034, Program 
Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Peran Pemerintah Daerah 
dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di 
Kabupaten Luwu Utara, dibawah bimbingan Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si 
sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si sebagai 
Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah 
dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara serta faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan 
metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta 
dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukan: Pertama, upaya pemberdayaan UMKM yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara hanya 
berpedoman pada peraturan perundangan nasional. Namun dalam 
pelaksanaannya, terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan 
seperti menumbuhkan iklim usaha melalui dukungan kelembagaan dan 
melindungi usaha dari persaingan yang tidak sehat. Kedua, faktor yang 
mempengaruhi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara meliputi 
faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat yakni kemasan 
produk yang kurang bisa bersaing, kurangnya kemampuan yang dimiliki 
sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, akses jalan di wilayah 
terpencil yang sulit di jangkau dan kurangnya kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah. Adapun faktor yang menjadi pendukung yakni sumber daya 
manusia yang telah terlatih, bantuan modal dan peralatan, kebijakan 




















Siti Nurhasanah Furqani. E12113034. Government Science Study 
Program. Faculty of Social Science and Politics, Hasanuddin University. 
The Role of Local Government in Empowering Micro, Small and Medium 
Enterprises (MSME) in Luwu Utara, under supervised by Dr. Hj. Nurlinah, 
M.Si as supervisor I and  Dr. Jayadi Nas, M.Si as supervisor II. 
 
The objectives of this research are to know the role of local government in 
empowering micro, small and medium enterprises (MSME) in luwu utara 
and the factors that influence it. To reach target is referred, used research 
method qualitative by decompose data in descriptive. Data collecting 
Technique is conducted with observation, interview, and document and 
archives by using technique of descriptive analysis qualitative. 
 
The result of this research shows: First, empowering MSME that 
conducted by local government in Luwu Utara only use national law and 
regulation, nevertheless in its execution, there is some uncommitted 
indicators such as growing the business climate through institutional 
support and protect businesses from unfair competition. Second, factor 
that influence empowering MSME in Luwu Utara covers resistor factor and 
supporter. Resistor factors namely product tidiness that less can compete, 
lack of ability owned by human resource, budget limitation, access street 
in difficult outlying region reach and lack of policy  made by government. 
As for factors that become supporter namely human resource that already 

























1.1. Latar Belakang Penelitian 
Pemerintah merupakan salah satu unsur yang berperan penting 
dalam mencapai tujuan suatu negara. Proses pencapaian tujuan bagi 
setiap negara pada dasarnya sama walaupun berbeda dalam 
rumusannya. Tujuan kebijakan negara Indonesia tertuang dalam konstitusi 
negara Republik Indonesia, yakni Undang Undang Dasar 1945 yang 
terjabar ke dalam 2 tujuan utama yaitu tujuan nasional dan internasional. 
Tujuan nasional terdiri atas 3 capaian, yaitu : (1) Melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) 
Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Sedangkan tujuan internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial. 
Dalam mencapai tujuan negara, pemerintah harus menjalankan 
fungsi sebagaimana mestinya. Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa 
pemerintah itu mempunyai 3 fungsi yang hakiki, yaitu:fungsi pelayanan, 
pemberdayaan dan pembangunan.1 Ketiga fungsi ini mempunyai 
keterkaitan satu sama lain. Fungsi pelayanan (service) yang akan 
                                                          
1Sufianto, Dadang. (2016). Etika Pemerintahan di Indonesia. Bandung:Alfabeta. Hal. 18. 
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memudahkan masyarakat dalam dalam mengurus kepentingannya. 
Pemerintah sebagai aparat negara berusaha untuk memberikan 
pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua 
sektor. Dalam fungsi pemberdayaan (empowering) yang akan mendorong 
masyarakat agar memiliki kemandirian. Ha ini dimaksudkan agar dapat 
mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan 
untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 
Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan 
adanya pemberdayaan masyarakat. Sedangkan fungsi pembangunan 
(development) yang akan menciptakan masyarakat agar memiliki 
kemakmuran. Pemerintah sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, 
dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya 
fisik tapi juga mental spriritual.  
Dalam fungsi pemberdayaan tersebut, hal penting yang dapat 
dilakukan oleh pemerintah adalah memberdayakan masyarakat dengan 
sistem perekonomian yang baik. Hal ini diwujudkan dalam penerapan 
ekonomi kerakyatan yang termanifestasikan melalui Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (UMKM). Dalam sistem perekonomian yang baik, 
masyarakat akan lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhannya. Tidak 
hanya kemandirian, melalui cara tersebut secara langsung akan 
mengubah kemampuan atau skill masyarakat menjadi lebih profesional 
yang akan bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. 
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Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku 
bisnis yang bergerak dalam berbagai bidang usaha yang menyentuh 
kepentingan masyarakat. Secara ekonomi, pelaku UMKM memainkan 
peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa dalam arti 
memberikan kontribusi bagi penciptaan lapangan kerja dan produk 
domestik bruto (PDB). 
Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM 
memiliki peranan yang sangat stategis dan penting dalam kemajuan 
perekonomian yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah 
industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi.  Kedua, 
potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan melihat 
potensi besar yang dimiliki UMKM, maka dari itu diperlukan strategi dari 
pemerintah dalam pemberdayaannya.  
Selain itu pada saat krisis, UMKM terbukti senantiasa eksis dari 
tahun ke tahun, hal ini disebabkan : 
1. Sebagian besar UKM menghasilkan barang-barang konsumsi. 
Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking 
financing dalam aspek pendanaan usaha, hal ini terjadi karena 
akses UKM pada fasilitas perbankan sangat terbatas. 
2. Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produksi yang 




Secara umum, UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat 
memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi 
secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses 
pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong 
pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. 
Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional 
yang medapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta 
pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada 
kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan 
usaha besar dan badan usaha milik pemerintah. Menurut Departemen 
Tenaga Kerja (Depnaker), usaha mikro adalah usaha yang memiliki 
kurang dari 5 orang tenaga kerja. 
Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah, pasal 2 menyatakan bahwa tujuan dunia usaha ini dalam 
rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi 
ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan nasional diselenggarakan oleh 
rakyat dan pemerintah, dengan rakyat sebagai aktor yang vital perannya 
untuk pembangunan atau disebut pelaku utama pembangunan. 
pemerintah berperan dalam mengarahkan, membimbing, melindungi serta 
menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pertumbuhan dunia 
usaha. UMKM yang inovatif akan melahirkan usaha yang kompetitif, 
dalam artian mampu bersaing dengan usaha-usaha sejenis dan dapat 
bertahan lama.  UMKM jenis ini telah mampu memberikan keunggulan 
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bersaing yang membedakannya dengan usaha sejenis, serta 
keberlangsungan usaha ini bisa bertahan lama di dunia usaha. 
Seiring dengan perkembangan UMKM, salah satu faktor yang 
menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha kecil dan mikro 
adalah dalam sistem pembukuan dan pengelolaan keuangan. Akibatnya 
terkadang cukup sulit untuk mengetahui perkembangan usahanya. Pada 
umumnya pengusaha hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang 
dilakukan seperti jumlah barang yang masuk (dibeli) dan yang keluar 
(dijual). Hal ini menyebabkan sulitnya diketahui dengan pasti beberapa 
panghasilan neto. Para pengusaha UMKM juga masih enggan 
melaksanakan pembukuan dengan alasan sulitnya menyediakan sarana 
dan prasarana, menyiapkan tenaga kerja dan penggunaan uang yang 
tidak terstruktur antara pengeluaran pribadi dan untuk kegiatan usaha. 
Berdasarkan penjabaran tersebut sedapatnya ditanggulangi sehingga 
kekuatan UMKM dalam memajukan perekonomian Indonesia dapat 
dimaksimalkan. 
Di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 
12.807 UMKM (2015). Hal tersebut seharusnya menjadi pendorong bagi 
pemerintah dalam memaksimalkan kualitas UMKM untuk pencapaian 
kesejahteraan ekonomi rakyat. Namun realitas yang terjadi di Kabupaten 
Luwu Utara, jumlah UMKM demikian belum disentuh secara keseluruhan 
oleh Pemerintah Daerah. Kuantitas UMKM tersebut menunjukan bahwa, 
meskipun tidak seluruhnya mendapat bantuan dari pemerintah, namun 
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masyarakat Luwu Utara tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup 
mereka dengan mendirikan usaha sendiri. Berikut data mengenai jumlah 
dan tenaga kerja UMKM di Kabupaten Luwu Utara pada tabel 1. 
Tabel 1. Jumlah dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM pada Periode 
2015 di Kabupaten Luwu Utara 
 
No Indikator Satuan 2015 
1 Jumlah UMKM Unit 12.807 
 
2 Jumlah Tenaga Kerja 
UMKM 
Orang 16.380 
Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten    
 Luwu Utara 
Disamping kuantitas UMKM, di Kabupaten Luwu Utara juga 
mempunyai potensi ekonomi dan lokal yang cukup besar. Usaha yang 
dilakukan oleh rakyat kebanyakan dengan cara mengelola sumberdaya 
ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, terutama 
meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan 
sebagainya. Dari potensi-potensi lokal tersebut dapat dijadikan sebagai 
penyokong keberhasilan UMKM. Contoh potensi lokal yang menjadi ciri 
khas di Kabupaten Luwu Utara adalah Kakao, Sagu, dan Gula Merah. 
Tabel 2. Hasil Produksi Tanaman Perkebunan tahun 2015 Kabupaten 
Luwu Utara 
 
Tanaman Hasil Produksi (Ton) 
Kakao 22.528,67 
Sagu 1.455,40 
Gula Merah 2.128,40 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara 
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Berdasarkan realitas dan penjelasan diatas merupakan suatu hal 
yang menarik bagi penulis mengkaji lebih jauh tentang pemberdayaan 
UMKM untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dengan 
mengangkat judul penelitian, ”Peran Pemerintah Daerah Dalam 
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di 
Kabupaten Luwu Utara”. 
1.2. Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, UMKM dinilai 
potensial dalam memulihkan dan menunjang perekonomian bangsa. 
Namun dalam realitasnya, terdapat berbagai masalah yang terjadi dalam 
pemberdayaan UMKM. Hal demikian dapat dilihat dalam lingkup kecil di 
wilayah Indonesia yaitu di Kabupaten Luwu Utara dengan kuantitas 
UMKM yang mencapai12.807 UMKM  pada tahun 2015. 
Terkait potensi yang dimiliki oleh UMKM dalam penciptaan 
lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan 
pengentasan rakyat miskin, Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk 
pemberdayaannya. Peraturan tersebut termanifestasikan dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah. Aturan ini berlaku secara nasional dan dijadikan dasar 
pemberdayaan UMKM untuk setiap daerah sehingga menjadi hal yang 
penting untuk menganalisis peran yang dilakukan Pemerintah Daerah 
dalam pemberdayaan UMKM.  
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Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah seharusnya memiliki 
political will yang serius dalam meningkatkan kualitas UMKM, sebab hal ini 
dapat menambah pendapatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan 
fenomena tersebut maka dalam rumusan masalah ini ditetapkan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut. 
1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan 
UMKM di Kabupaten Luwu Utara? 
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan 
UMKM di Kabupaten Luwu Utara? 
 
1.3. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini 
yaitu untuk: 
1. Menggambarkan upaya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan 
dan peningkatan UMKM di Kabupaten Luwu Utara. 
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan 







1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut :   
1. Manfaat akademik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 
bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya 
yang berfokus pada kajian peran Pemerintah Daerah dalam 
pemberdayaan UMKM.  
2. Manfaat praktik. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi 
seluruh stakeholders dalam pemberdayaan UMKM dan menjadi 
sumbangsi peneliti terhadap proses pemerintahan dalam 
pembangunan sector ekonomi. 
3. Manfaat metodologis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna 
untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa 













Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep 
yang dipergunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah 
penelitian lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian 
penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka 
menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada. 
 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
Bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar 
yang relatif awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka 
pemerintahan mutlak harus ada untuk membarenginya. Yaitu munculnya 
keberadaan dua kelompok orang yang memerintah di satu pihak yang 
diperintah di lain pihak.   
Keberadaan Pemerintah di semua negara tidak terlepas dari tujuan 
pembentukannya. Menurut Ryaas Rasyid, secara umum ada 2 tujuan 
pembentukan pemerintah suatu negara, yaitu : 
1) Menegakkan keteraturan. Pemerintah dibentuk agar tercipta rasa 
aman di kalangan masyarakat suatu negara. Sebelum negara 
terbentuk, keadaan masyarakat sungguh kacau atau tidak teratur. 
Masing-masing membuat aturannya sendiri-sendiri sehingga timbul 
ketidak-amanan, misalnya perampokan dan pemerkosaan. Agar 
aman maka perlu ada pihak yang mengatur, dan yang mengaturnya 
itu adalah pemerintah. 
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2) Menciptakan suasana yang adil. Pemerintah dibentuk dengan 
harapan bahwa anggota masyarakatnya dapat difasilitasi untuk 
memperoleh peluang yang sama (adil) dalam berbagai segi 
kehidupan, misalnya dalam bidang politik, hukum dan ekonomi.2 
Secara etimologi, pemerintahan dan pemerintah dapat diartikan 
sebagai berikut : 
1. “Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di 
dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki 
wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan 
keharusan. 
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti 
badan yang melakukan kekuasaan memerintah. 
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti 
perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah 
tersebut.”3 
Untuk definisi pemerintah, W.S. Sayre mengatakan bahwa : 
“Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi 
dari negara yang memperlihatkan dan yang menjalankan 
kekuasaannya.”4 
Selanjutnya menurut Samuel Edward Finer, hal yang harus dilakukan 
oleh pemerintah yaitu : 
“Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (process), 
negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang 
memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, 
method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.” 5 
 
Pemerintahan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan tingkatan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, 
                                                          
2 Ibid. Hal. 14-15. 
3Syafiie, Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua. Bandung: Mandar Maju. 
2013. Hal 4 
4Syafiie, Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.Hal 10 
5Ibid. Hal 11 
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kabupaten/kota) dan desa berdasarkan keberadaan desentralisasi yang 
berlaku pada masing-masing negara dan pemerintahan. Seperti di negara 
kesatuan lainnya, daerah di Indonesia tidak bersifat negara, karena itu di 
daerah tidak memiliki kekuasaan negara dan atribut kenegaraan lainnya 
seperti ditingkat pusat/nasional. yang dimilikinya adalah wewenang 
sebagai turunan dari kekuasaan negara untuk mengurus urusan 
pemerintahan ‘tertentu’ menurut asas-asas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah.6 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa : 
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
2. Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur 
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin 
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
 
                                                          




Dalam melakukan otonomi daerah perlu asas yang harus 
dijalankan sebagai berikut. 
1) “Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan 
mengatur daerahnya sendiri. 
2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat 
pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah 
provinsi). 
3) Tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta 
mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus 
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.”7 
 
Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 
1945 dikemukakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah 
Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  
Secara formal, otonomi daerah diartikan sebagai hak wewenang 
dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Berdasarkan 
literatur otonomi dapat dibedakan menjadi otonomi materiil, formil, riil. 
Sebagai realisasi asas desentralisasi kepada Daerah, diserahkan 
berbagai kewenangan pemerintahan yang wajib dilaksanakan sekitar 11 
bidang pemerintahan.  
Berdasarkan konsep pemerintah yang dikemukakan beberapa ahli 
di atas bahwa pemerintah merupakan unsur negara yang hubungannya 
tidak terlepas dengan pihak yang diperintah. Kedua unsur ini harus 
                                                          
7Ibid. Hal 83-84 
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memiliki sinergitas yang baik dalam membangun negara. Namun, dalam 
hubungannya diperlukan aturan yang mengikat agar tidak terjadi 
penyelahgunaan kekuasaan. Lebih luas dari pada itu, pemerintah 
mempunyai tingkatan yang disebut pemerintah pusat dan daerah. Kedua 
lembaga pemerintahan ini bekerjasama dalam menjalankan sistem 
pemerintahan Indonesia yang berlandaskan atas asas desentralisasi, 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 
2.1.2. Tugas Pokok Pemerintah 
Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya 
dibagi ke dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola 
oleh pemerintah pusat; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah provinsi; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah kabupaten/kota.8 Terkait dengan tugas pokok pemerintah 
maka ada tugas yang dapat diserahkan atau dilimpahkan pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah, namun adapula beberapa tugas 
pemerintah yang tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah pusat maupun 
daerah kabupaten/kota. 
Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal nasional atau moneter dan urusan 
agama. Selebihnya merupakan tugas pemerintah yang dapat diserahkan 
wewenangnya kepada pemerintah daerah provinsi maupun 
                                                          
8 Siswanto Sunarno. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika 
Offset. 2014. Hal. 34. 
15 
 
kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi 
daerahnya.  
Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid dalam bukunya 
menjelaskan tugas Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan 
sebagai berikut: 
“Tugas Eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah to 
execute atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau 
diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif. Bisa juga dikatakan 
sebagai mengimplementasikan semua kebijaksanaan yang sudah 
diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif. Namun karena 
pembuatan kebijaksanaan pemerintahan atau kebijaksanaan 
publik bukan semata-mata domain atau kewenangan legislative, 
maka dalam sebuah pemerintahan yang modern tidak jarang 
mengambil inisiatif sendiri dalam mengagendakan dan 
merumuskan kebijakan.”9 
 
Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di daerah, arah 
tindakan aktif dan positif pemerintah daerah haruslah berlandaskan pada 
penyelenggaraan kepentingan umum. Sudah menjadi tugas 
penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjaga kepentingan umum 




                                                          
9 Syaukani Dkk.Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 
2009. Hal. 233.  
10 Hari Sabarno. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta. Sinar 
Grafika. 2008. Hal. 18. 
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Penjelasan mengenai tugas-tugas pokok pemerintah kemudian 
dijelaskan oleh Ryaas Rasyid sebagai berikut : 
“Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan 
serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan 
dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah 
melalui cara-cara kekerasan. 
Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya 
gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar 
perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat 
berlangsung secara damai. 
Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap 
warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang 
melatarbelakangi keberadaan mereka. 
Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan 
dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga 
non pemerintahan atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh 
pemerintah. 
Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara 
orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta 
menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif 
dan semacamnya. 
Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan 
masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong 
penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan 
domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara 
langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan 
masyarakat.  
Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya 
alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.11 
 
Selanjutnya, Ryaas Rasyid menjelaskan bahwa dalam 
pemerintahan modern fungsi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat 
bagian yakni sebagai berikut: 
“Dalam pemerintahan modern dewasa ini Rasyid membagi fungsi 
pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public 
                                                          
11Ryaas Rasyid. Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. 
Jakarta. PT Mutiara Sumber Widya. 2000. Hal. 13. 
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service), pembangunan (development), pemberdayaan 
(empowering), dan pengaturan (regulation). Dengan mengutip 
Franklin D. Rosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk 
mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya.”12 
 
Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan akan menunjukan 
gambaran kualitas pemerintahan itu sendiri. Apabila pemerintah dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik maka secara otomatis akan 
berpengaruh pada tugas-tugas pokok pemerintah yang dijalankannya. Hal 
ini juga akan berdampak pada terciptanya keteraturan hidup dalam 
negara. Berdasarkan beberapa fungsi dan tugas pokok pemerintah yang 
dikemukakan para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pemerintah merupakan unsur yang penting dalam memajukan negara 
dengan fungsinya sebagai pembangun, pemberdaya dan pelayan bagi 
unsur-unsur lain negara yang ada di bawahnya. 
2.1.3. Pemberdayaan 
Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah dituntut untuk 
memiliki visi dan kepemimpinan terhadap seluruh pemangku kepentingan 
yang berperan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Tujuan ini dapat dicapai melalui salah satu upaya pemerintah yakni 
pemberdayaan. Pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dengan 
adanya keseimbangan kekuasaan yang memungkinkan berkembangnya 
partisipasi yang luas dalam kehidupan bernegara. 
                                                          
12 Muhadam Labolo. Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan 
pengembangannya. Jakarta. Rajawali Pers. 2014. Hal. 34. 
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Wuradji mengatakan bahwa :       
“pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat 
yang dilakukan secara transformative, partisipatif dan 
berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam 
menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan 
meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan”. 13 
 
 
Pendapat serupa dikemukakan oleh Mubyarto, yaitu : 
“Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya 
(masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan 
kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk 
mengembangkannya.” 14 
 
Pendapat lain dikemukakan oleh Priyono dan Pranaka, bahwa : 
“Pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya 
untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan 
dilakukan terkait dengan dirinya termasuk mengurangi hambatan 
pribadi dan sosial. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan 
kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang 
dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya.”15 
 
Selain definisi pemberdayaan, ada tiga strategi utama 
pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu : 
1. “Strategi nasional, menyarankan agar mengetahui dan memilih 
kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. 
Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan 
bagi kehidupan dirinya sendiri dan tidak ada pihak lain yang 
mengganggu kebebasan setiap pihak. 
2. Strategi aksi langsung, membutuhkan dominasi kepentingan 
yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari 
sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada 
pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan. 
                                                          
13Wuradji dalam Aziz Muslim. Metodologi Pengembangan masyarakat. Yogyakarta : 
Teras. 2009. hal.3. 
14Sun’an, Muammil & Abdurrahman Senuk. Ekonomi Pembangunan Daerah. Jakarta : 
Mitra Wacana Media. 2015. Hal. 120. 
15 Priyono, Onny dan Pranaka, A.M.W. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan 




3. Strategi transformatif, menunjukan bahwa pendidikan massa 
dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian 
kepentingan diri sendiri.”16 
 
Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu : 
“Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan 
proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, 
kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu 
menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder 
melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, 
mengidentifikasi, mendorong atau memotivasi individu agar 
mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa 
yang menjadi pilihannya, serta mengimplementasikan rencana 
kegiatan”. 17 
  
Dalam melakukan upaya pemberdayaan, Zubaedi menyatakan ada 
3 hal yang harus dilakukan yaitu : 
“Pertama, menciptakan suasan iklim yang memungkinkan potensi 
masyarakat berkembang yaitu mendorong dan membangkitkan 
kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan 
potensi-potensi yang telah masyarakat miliki. Kedua, memperkuat 
potensi atau daya yang dimiliki masyarakat yaitu upaya yang 
dilakukan dalam langkah pemberdayaan melalui aksi-aksi yang 
nyata seperti pendidikan, pelatihan , peningkatan kesehatan, 
pemberian modal, informasi, lapangan pekerjaan, pasar serta 
sarana-sarana lainnya. Ketiga, melindungi masyarakat yaitu perlu 
adanya langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat untuk 
mencegah persaingan yang tidak seimbang dan juga praktek 
eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah melalui adanya 
kesepakatan yang jelas untuk melindungi golongan yang lemah”.18 
 
Hal yang serupa dikemukakan Suharto, pelaksanaan pencapaian 
tujuan pemberdayaan dapat diterapkan melalui lima pendekatan yaitu : 
1. “Pemungkin, menciptakan suasana yang memungkinkan 
potensi masyarakat mampu berkembang secara optimal. 
                                                          
16 Hikmat, R. Harry. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung. Humaniora Utama 
Press. 2001. Hal. 89. 
17Adi, Isbandi Rukminto. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai 
Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Rajawali Pres, 2009, hal.66. 
18Zubaedi. Wacana Pengembangan Alternatif : Ragam Perspektif Pengembangan dan 
Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2007, hal.103.  
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2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan serta 
menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat agar bisa 
menunjang kemandirian. 
3. Perlindungan, melindungi masyarakat yang lemah, dari adanya 
persaingan yang tidak sehat dan kelompok kuat yang berupaya 
mengeksploitasi. 
4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan kepada 
masyarakat agar mampu menjalankan peranan tugas-tugas 
dalam kehidupannya dan menyokong agar tidak terjatuh dalam 
keadaan yang merugikan. 
5. Pemeliharaan, menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan 
untuk menjamin setiap orang memperoleh kesempatan 
berusaha.”19 
 
Kemudian, secara singkat  Michael mengemukakan pendapatnya 
yang ia sebut “Rencana Permainan Pemberdayaan” yang merangkum tiga 
kunci menuju pemberdayaan, yakni:  
 
“Anda mulai dengan bagikan informasi yang akurat lalu ciptakan 
otonomi lewat penetapan batasan-batasan dan gantikan pola 
berpikir hierarkis dengan tim-tim yang dikelola sendiri untuk 
menciptakan pendekatan tiga cabang dan untuk menciptakan 
budaya pemberdayaan.”20 
 
Dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat sejumlah pakar ekonomi 
merumuskan strategi pemberdayaan melalui : 
1. “Pengembangan ekonomi rakyat berlandaskan Sistem Ekonomi 
Pancasila  
2. Melakukan pendekatan institusional dalam hal ini pemerintah 
dan parlemen menciptakan iklim usaha yang kondusif, 
kepastian hukum, akses permodalan, teknologi dan akses pasar 
3. Membangun sinergi yang saling menguntungkan antara 
ekonomi rakyat dengan swasta nasional (korporasi-korporasi 
                                                          
19 Edi, Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung. Refika 
Aditama. 2010. Hal. 67-68. 
20 Blanchard, Ken, et. al. Pemberdayaan Memerlukan Waktu Lebih dari Satu Menit. 
Batam Centre. Interaksara. 2004. Hal. 218. 
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besar dan maju) dalam hal permodalan, teknologi, pemasaran 
dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).”21 
 
Sedangkan Pemberdayaan UMKM menurut Undang Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah upaya yang dilakukan 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara 
sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha 
terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh 
dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konsep 
pemberdayaan merupakan upaya untuk mendorong individu maupun 
kelompok untuk mampu mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan hidup 
maupun dalam pemecahan masalah. Selain itu, melalui upaya-upaya 
pemberdayaan secara langsung akan menciptakan individu-individu yang 
mempunyai keterampilan mumpuni yang dapat menjadi sumber daya 
berkualitas. 
 
2.1.4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 
Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) dibedakan pengertian antara 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.  
                                                          
21 Ali, Faried, dkk. Studi Analisa Kebijakan., Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik 
Analisa Kebijakan Pemerintah. Bandung. Refika Aditama. 2012. Hal. 115.  
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1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 
Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  
2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 
besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang ini. 
3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha 
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan 
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini.  
Bank Indonesia mendefinisikan batasan usaha mikro, kecil dan 
menengah adalah: 
1. Usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau 
mendekati miskin. Usaha tersebut dimiliki oleh keluarga dengan 
sumber daya lokal milik keluarga tersebut, belum diperoleh dari 
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lembaga keuangan tertentu dan teknologi sederhana. Lapangan 
usaha mudah exit dan entry.  
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian yang baik langsung maupun 
yang tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan 
paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah bangunan 
tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 
Rp.300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 
3. Usaha menengah adalah omzet tahunan kurang <  3 milyar, aset = 
5 milyar untuk sektor industri, aset = Rp.600 juta diluar tanah dan 
bangunan untuk sektor industri manufaktur. 
Dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga diatur mengenai Tujuan 
pemberdayaannya, yaitu : 
a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 
berkembang, dan berkeadilan; 
b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, 




c) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 
pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan 
pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari 
kemiskinan. 
Selanjutnya, UMKM ini memiliki kriteria sebagaimana diatur dalam 
Pasal 6 yaitu : 
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 
(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 
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(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 
Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) mejadi sangat 
relevan dilakukan di Indonesia. Yustika mengemukakan setidaknya 
relevansi tersebut bisa dijelaskan lewat pertimbangan berikut. 
“Pertama, struktur usaha di Indonesia selama ini sebenarnya 
bertumpu pada keberadaan industri kecil/rumah 
tangga/menengah, tetapi dengan kondisi yang memprihatinkan 
baik dari segi nilai tambah maupun keuntungan yang bisa diraih. 
Dengan memajukan kelas usaha tersebut secara otomatis 
membangun kesejahteraan sebagian besar masyarakat. Kedua, 
tanpa disadari ternyata cukup banyak industri kecil/rumah 
tangga/menengah yang selama ini berorientasi ekspor sehingga 
sangat membantu pemerintah dalam mendapatkan devisa. Ini 
tentunya berkebalikan dengan industri besar yang justru 
mengeksploitasi pasar domestik untuk penjualannya. Ketiga, 
sektor industri kecil/rumah tangga/menengah telah terbukti lebih 
fleksibel dalam berbagai kondisi perekonomian yang tidak 
menguntungkan, seperti yang saat ini dialami Indonesia. Pada 
saat industri besar telah gulung tikar, sebagian industri kecil masih 
bertahan, bahkan memperoleh keuntungan berlipat bagi yang 
berorientasi ekspor. Keempat, industri kecil/rumah 
tangga/menengah tersebut lebih banyak memakai bahan baku 
atau bahan antara (intermediate goods) dari dalam negeri 
sehingga tidak membebani nilai impor seperti yang selama ini 




                                                          
22Sun’an, Muammil & Abdurrahman Senuk. Ekonomi Pembangunan Daerah. Jakarta : 




Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang mampu 
menopang perekonomian masyarakat secara individu dan kelompok. 
Selain dapat memenuhi kehidupan pribadi pelaku usahanya, UMKM juga 
dapat memberi kontribusi yang besar bagi pendapatan Negara dan 
kesejahteraan rakyat dengan memperluas lapangan kerja. 
Peran penting dari usaha kecil dan mikro di Indonesia dapat dilihat 
dari dua aspek, yaitu: peranannya dalam menyerap tenaga kerja dan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM di Indonesia sebagian besar 
merupakan home industry atau industri padat karya yang secara langsung 
dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia mengingat 
banyaknya tenaga kerja yang memiliki pendidikan rendah dan 
keterampilan yang terbatas. Melalui UMKM ini, tenaga kerja yang 
berketerampilan dan berpendidikan terbatas tersebut dapat terserap.  
Itulah sebabnya waktu beberapa tahun terakhir pemerintah 
menaruh perhatian terhadap sektor usaha ini. Pengembangan UMKM di 
Indonesia tidak begitu saja berhasil karena banyaknya hambatan yang 
harus disikapi dengan bijak. Layaknya sektor usaha lain, UMKM memiliki 
beberapa kekuatan dan tantangan (Kongolo, 2010) : 
1. kekuatan UMKM dalam penyediaan lapangan kerja. Keberadaan 
UMKM terbukti mampu mendukung tumbuhnya wirausahawan baru 
yang berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran. Selain itu 
juga mampu memanfaatkan sumber daya alam disekitar daerah 
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tertentu yang belum dikelola secara maksimal. Bahkan sebagian 
UMKM mampu memanfaatkan limbah atau sampah dari industri besar 
untuk dikelolah menjadi suatu produk baru yang diterima dipasaran 
2. Tantangan UMKM terletak pada masih kurangnya kemampuan 
sumber daya manusia. Kendala modal dalam menyediakan bahan 
baku dan kendala dalam pemasaran produk. Sebagian besar 
pengusaha lebih mengutamakan aspek produksi  sehingga aspek 
pemasaran kurang diperhatikan khususnya dalam mencari informasi 
dan jaringan pasar. Selain itu dari segi konsumen juga masih banyak 
meragukan kualitas dari produk ini sehingga sebagian kecil 
pengusahanya hanya memproduksi barang sesuai dengan pesanan 
konsumen. Barang yang diproduksi cenderung sama dan tidak terlalu 
berinovasi untuk dapat memberikan keunggulan bersaing kompetitor 
usaha sejenis. 
3. Tantangan usaha kecil dan mikro meliputi iklim usaha yang tidak 
kondusif karena persaingan dengan usaha sejenis dan kurangnya 
kemampuan dalam berinovasi dan kecakapan dalam menangkap 
peluang yang ada. Kebanyakan tidak proaktif dan lebih membiarkan 
usaha stagnan dari pada berusaha untuk meningkatkan usaha 
menjadi lebih besar dari sebelumnya. Iklim usaha yang ada sekarang 
cenderung tidak kondusif karena adanya monopoli dalam bidang 
usaha tertentu, sehingga usaha kecil dan mikro sulit bersaing. 
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Terlebih rumitnya perizinan dan banyaknya retribusi semakin menjadi 
bottleneck dalam menghambat kemajuan kecil dan mikro ini. 
 
2.2. Kerangka Pikir Penelitian 
Dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia, salah satu 
fungsi yang dijalankan pemerintah yakni pemberdayaan. Dalam fungsi 
pemberdayaan, pemerintah melakukan berbagai inovasi dengan 
menggunakan sumber daya manusia sebagai penggerak disertai sumber 
daya alam sebagai pendukung yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan. Salah satu kebijakan pemerintah yang digunakan dalam 
mengimplementasikan fungsi pemberdayaan adalah mengatur 
perekonomian rakyat. Hal tersebut dianggap penting karena dengan 
adanya sistem perekonomian rakyat, diharapkan dapat menumbuhkan 
kemandirian dan keleluasaan pada rakyat dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya yang terwujud pada pembentukan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM). Hal ini juga menjadi sentrum pembangunan ekonomi 
secara menyeluruh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat 
yang termanifestasikan melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) mempunyai peranan vital. Dalam pelaksanaannya tidak terlepas 
dari berbagai faktor yang mempengaruhi, baik yang sifatnya mendukung 
maupun menghambat pemberdayaan UMKM.  
Konsep pemberdayaan menurut Zubaedi bahwa terdapat 
beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, menciptakan suasana iklim 
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yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, 
memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Ketiga, 
melindungi masyarakat. Pada ketiga langkah yang diutarakan Zubaedi di 
atas, sejalan dengan langkah-langkah pemberdayaan UMKM yang ada di 
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa 
pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk 
penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga 
mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan 
mandiri. 
Langkah pemberdayaan yang pertama menurut Zubaedi 
ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM  
bahwa penumbuhan iklim usaha meliputi aspek: a. Pendanaan; b.Sarana 
dan prasarana; c. Informasi usaha; d. Kemitraan; e. Perizinan usaha; 
f.Kesempatan berusaha; g. Promosi dagang; h. Dukungan kelembagaan. 
Langkah kedua yakni memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 
masyarakat senada dengan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang : a. Produksi dan 
pengolahan; b. Pemasaran; c. Sumber daya manusia; d. Desain dan 
teknologi. Sedangkan langkah ketiga yaitu melindungi masyarakat 
dilakukan dengan cara memberi intervensi kepada masing-masing jenis 
usaha untuk bersaing secara sehat. Dengan rincian, Usaha Besar dilarang 
memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai 
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mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Serta Usaha 
Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau 
Usaha Kecil mitra usahanya. 
Fenomena di Kabupaten Luwu Utara terlihat bahwa berbagai 
upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan 
UMKM. Upaya tersebut dapat dikategorisasi secara umum berdasarkan 
indikator pemberdayaan diatas. Semua upaya tersebut telah dilakukan 
oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara meskipun belum sepenuhnya 
maksimal dan terdapat indikator yang belum dilaksanakan yakni dukungan 
kelembagaan. Sedangkan upaya dalam melindungi usaha belum menjadi 
perhatian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Sebab hal ini 
telah diatur Undang Undang Nomor 23 tahun 2008 tentang UMKM yang 
didalamnya diatur sanksi jika terdapat persaingan yang tidak sehat antar 
jenis usaha. Selain itu, Pemerintah daerah tidak membuatkan regulasi di 
daerah sebab di Kabupaten Luwu Utara juga belum terdapat kasus 
persaingan antar pelaku Usaha.  
Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM di Kabupaten 
Luwu Utara meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor 
penghambat berupa kemasan produk yang kurang dapat bersaing dengan 
produk lain, keterbatasan anggaran, Sumber Daya Manusia, akses Jalan 
ke Lokasi UMKM yang terpencil dan kurangnya kebijakan yang dibuat 
Pemerintah Daerah. Sedangkan faktor pendukung termasuk juga Sumber 
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Daya Manusia, kebijakan pemerintah, bantuan modal dan peralatan serta 
kekayaan Sumber Daya Alam.  
Gambaran singkat peran yang dilakukan pemerintah daerah 
dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara beserta faktor 
yang mempengaruhinya melalui skema berikut. 
Gambar 1.  





















1. Menumbuhkan iklim 
usaha 
2. Memperkuat potensi 
yang dimiliki 








3. Pertumbuhan ekonomi 











1. Kemasan produk          
2. Sumber daya manusia   
3. Kebijakan pemerintah 
4. Keterbatasan 
anggaran 
5. Akses jalan ke lokasi 
terpencil 
Faktor pendukung : 
1. Sumber daya manusia            
2. Bantuan modal & 
peralatan 
3. Kebijakan pemerintah  
4. Kekayaan SDA 





3.1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara dimana 
titik pengambilan data penelitian tentang pemberdayaan UMKM pada: 
(1).Kantor Bupati Luwu Utara, (2).Kantor Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Luwu Utara (3).Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan Luwu Utara, (4).Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Luwu Utara, (5).Beberapa Kantor Camat di Kabupaten Luwu Utara, 
(7).Beberapa Kantor Lurah dan Desa di Kabupaten Luwu utara, 
(8).Tempat-tempat Usaha UMKM di Kabupaten Luwu Utara. 
 
3.2. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran 
deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh 
gambaran untuk memahami dan menjelaskan peran pemerintah daerah 
dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara. Menurut Bogdan 
dan Taylor dalam Lexy J (1996), metodologi kualitatif sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana 
data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh 
melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi 
pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperi data pendukung yang 
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diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang 
sangat berkaitan dengan judul penelitian. 
 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi  
Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara 
sistematis dan sengaja. 
b. Wawancara 
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui interview 
secara langsung dengan informan. Teknik ini menggunakan pedoman 
wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus 
penelitian, meskipun ada beberapa pertanyaan-pertanyaan berlanjut yang 
berhubungan dengan masalah penelitian. 
c. Dokumen dan Arsip 
Pada teknik ini dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti 
mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, skripsi dan 
tesis. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang 
berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan 
dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling 
penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen 
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tertulis, gambar/foto, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun 
tulisan - tulisan ilmiah.  
 
3.4. Informan Penelitian 
Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang 
berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau 
pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan 
dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat 
langsung. 
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud 
atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang 
diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang 
dilakukan. 
Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah : 
1) Bupati Luwu Utara  
2) Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara 
3) Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara 
4) Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara 
5) Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperindag Kabupaten 
Luwu Utara 
6) Kepala Seksi UMKM Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara 
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7) Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag Kabupaten Luwu 
Utara  
8) Kepala Seksi Standarisasi dan Teknologi Dinas Koperindag 
Kabupaten Luwu Utara 
9) Camat di Kabupaten Luwu Utara 
10) Lurah dan Kepala Desa di Kabupaten Luwu Utara 
11) Pelaku UMKM 
 
3.5. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 
data sekunder : 
a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 
asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik. Data empirik 
yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau 
informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data 
dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. 
Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah 
bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait 
dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, 
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dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan 
kebutuhan data dalam penelitian. 
 
3.6. Definisi Konsep 
Defenisi konsep bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam 
melakukan penelitian. Maka dari itu disusun definisi konsep yang dapat 
dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yakni : 
1. Pemerintah Daerah yang dimaksud yakni Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai peranan besar 
dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dinas 
Koperindag merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang 
mempunyai fungsi terkait pemberdayaan UMKM yakni : 
a) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil, mikro, dan 
menengah; 
b) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pembiayaan usaha 
kecil, mikro, dan menengah; 
c) pembinaan peningkatan kerja sama industri; 
d) pembinaan pengembangan sarana prasarana perdagangan; 
pengembangan kerja sama pasar dalam dan luar negeri, serta 
perlindungan konsumen;  
2. Pemberdayaan UMKM dapat dianalisis dengan upaya yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam : 
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a) menumbuhkan iklim usaha dengan cara mendukung 
pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, 
kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi 
dagang dan dukungan kelembagaan. 
b) menguatkan potensi dan daya usaha dalam bidang produksi 
dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain 
dan teknologi. 
c) memberi perlindungan usaha dari persaingan antar pelaku 
usaha 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan 
UMKM di Kabupaten Luwu Utara yaitu faktor penghambat dan 
faktor pendukung. 
 
3.7. Analisis Data 
Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan 
menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian 
yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses 
analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok 
tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan  data, kemudian 
dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini, diuraikan gambaran tentang lokasi beserta hasil 
penelitian yang ditemukan dilapangan. Hasil penelitian menggambarkan 
secara umum Kabupaten Luwu Utara yang meliputi sejarah, kondisi 
geografis, aspek-aspek pendukung seperti potensi sumber daya alam dan 
hayati, aspek sosial dan ekonomi serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan yang merupakan perangkat daerah yang membidangi 
UMKM. Selain itu, bab ini menguraikan peran pemerintah daerah dalam 
pemberdayaan UMKM dan faktor-faktor yang berpengaruh baik itu 
sifatnya menghambat maupun mendukung pemberdayaan UMKM di 
Kabupaten Luwu Utara. 
 
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara 
4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Luwu Utara 
Pada tahun 1999, saat awal bergulirnya Reformasi di seluruh wilayah 
Republik Indonesia, dikeluarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan di Daerah dan mengubah mekanisme 
pemerintahan yang mengarah pada Otonomi Daerah. Tepatnya pada 
tanggal 10 Februari 1999, oleh DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan 
Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999 tentang Usul dan 
Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu yang dibagi 
menjadi dua Wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tk.I 
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Sulawesi Selatan menindaklanjuti dengan Surat Keputusan 
No.136/776/OTODA tanggal 12 Februari 1999. Akhirnya pada tanggal 20 
April 1999, terbentuklah Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan dengan 
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999. 
Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu daerah kabupaten di 
provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba. 
Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan Undang Undang 
Nomor 19 tahun 1999 dengan Ibukota Masamba merupakan pecahan dari 
Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 
14.447,56 km2 dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Dengan 
terbentuknya kabupaten Luwu Timur maka saat ini luas wilayahnya adalah 
7.502,58 km2. 
Pada awal pembentukannya, Kabupaten Luwu Utara dengan batas 
Saluampak Kecamatan Sabbang sampai dengan batas Provinsi Sulawesi 
Tengah dan Sulawesi Tenggara, terdiri dari 19 Kecamatan, yaitu: 
1. Kecamatan Sabbang 
2. Kecamatan Pembantu Baebunta 
3. Kecamatan Limbong 
4. Kecamatan Pembantu Seko 
5. Kecamatan Malangke 
6. Kecamatan Malangkebarat 
7. Kecamatan Masamba 
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8. Kecamatan Pembantu Mappedeceng 
9. Kecamatan Pembantu Rampi 
10. Kecamatan Sukamaju 
11. Kecamatan Bone-bone 
12. Kecamatan Pembantu Burau 
13. Kecamatan Wotu 
14. Kecamatan Pembantu Tomoni  
15. Kecamatan Mangkutana 
16. Kecamatan Pembantu Angkona 
17. Kecamatan Malili 
18. Kecamatan Nuha 
19. Kecamatan Pembantu Towuti 
Pada tahun 2003, di usianya yang ke-4, Kabupaten Luwu Utara 
dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Timur yang 
disahkan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 
Februari 2003. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km2 dengan 
Kecamatan masing-masing : 
1. Kecamatan Angkona 
2. Kecamatan Burau 
3. Kecamatan Malili 
4. Kecamatan Mangkutana 
5. Kecamatan Nuha 
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6. Kecamatan Sorowako 
7. Kecamatan Tomoni 
8. Kecamatan Tomoni Utara 
9. Kecamatan Towuti 
10. Kecamatan Wotu 
Pasca pemekaran, Kabupaten Luwu Utara terdiri dari sebelas 
kecamatan masing-masing Kecamatan Sabbang, Baebunta, Limbong, 
Seko, Masamba, Rampi, Malangke, Malangke Barat, Mappedeceng, 
Sukamaju dan Bone Bone. Kemudian pada tahun 2012 Kecamatan Bone-
Bone dimekarkan menjadi dua Kecamatan dan melahirkan Kecamatan 
Tana Lili. Kecamatan Tana Lili dioperasionalisasikan pada tanggal 07 juni 
2012, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Tana Lili dan Peraturan 
Bupati Luwu Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Operasionalisasi 
Kecamatan Tana Lili. 
4.1.2.  Kondisi Geografis Wilayah 
a. Letak Geografis 
Secara astronomis, Luwu Utara terletak antara 01053’ 19” - 020 55’ 
36” Lintang Selatan dan 1190 47’ 46” - 1200 37’ 44” Bujur Timur. 
Berdasarkan posisi geografisnya, Luwu Utara memiliki batas-batas:  
a. Sulawesi Tengah di Utara,  
b. Sulawesi Barat dan Tana Toraja di sebelah Barat, dan  
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c. Kabupaten Luwu dan Telok Bone di sebelah Selatan.  
Kabupaten Luwu Utara memiliki luas sebesar 7.502,58 km2 yang 
secara administratif dibagi ke dalam 12 kecamatan. Secara lengkap 
pembagian wilayah kecamatan disajikan dalam tabel berikut. 
 
Tabel 3. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara 
 
No. Kecamatan Luas (km2) Persentase 
1 Sabbang 525,08 7,01 
2 Baebunta 295,25 3,94 
3 Malangke 229,70 3,06 
4 Malangke Barat 214,05 2,75 
5 Sukamaju 255,48 3,41 
6 Bone-Bone 127,92 1,71 
7 Tanalili 149,41 1,99 
8 Masamba 1.068,85 14,26 
9 Mappedeceng 275,50 3,68 
10 Rampi 1.565.65 20,89 
11 Limbong 686,50 9,16 
12 Seko 2.109.19 28,14 
 Luwu Utara 7.502,58 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara tahun 2015 
Berdasarkan daftar kecamatan yang disajikan, kecamatan yang 
paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Seko dengan luas 2.109.19 km2 
atau 28,14 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sementara 
kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Bone-Bone 
dengan luas 127,92 km2atau 1,71 persen.  Pembagian wilayah kecamatan 





















Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 
wilayah berdasarkan topografinya yaitu wilayah dataran rendah sebanyak 
9 kecamatan dengan ketinggian 15 – 70 meter di atas permukaan laut dan 
dataran tinggi sebanyak 3 kecamatan dengan ketinggian di atas 1.000 
meter di atas permukaan laut. Kabupaten Luwu Utara terletak pada posisi 
010 53’ 19” - 020 55’ 36” Lintang Selatan dan 1190 47’ 46” - 1200 37’ 44” 
Bujur Timur. 
Tabel 4. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut 
Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara 
 
No. Kecamatan Ketinggian Diatas Permukaan Laut 
1 Sabbang 59 
2 Baebunta 70 
3 Malangke 15 
4 Malangke Barat 23 
5 Sukamaju 27 
6 Bone-Bone 32 
7 Tanalili 32 
8 Masamba 52 
9 Mappedeceng 41 
10 Rampi 1.699 
11 Limbong 1.519 
12 Seko 1.109 




Secara umum Kabupaten Luwu Utara beiklim tropis basah yang 
terbagi atas 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. 
Sedangkan suhu udara di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2015 rata-
rata berkisar antara 260 – 290 C.  Berikut disajikan suhu udara setiap 
bulan pada tahun 2015 dalam tabel. 
Tabel 5. Rata-rata Suhu Udara dan Kelembaban Relatif Setiap Bulan 
di Kabupaten Luwu Utara 
 
No. Bulan Suhu Udara (0C) 
 
Kelembaban 
Maks Min Rata-rata Maks Min Rata-rata 
1 Januari 36,2 20,2 27,1 97 23 81 
2 Februari 34,6 22,4 26,4 98 55 85 
3 Maret  34,4 22,4 26,9 98 56 83 
4 April 34,2 22,6 27,1 98 53 82 
5 Mei 33,4 19,5 27,1 97 52 81 
6 Juni 33,4 22,0 26,4 97 57 84 
7 Juli 33,0 20,4 26,6 97 44 78 
8 Agustus 33,0 20,2 26,3 97 41 77 
9 September 34,6 19,6 27,0 93 21 70 
10 Oktober 36,0 20,2 27,3 97 29 70 
11 November 35,0 23,0 28,5 97 46 76 
12 Desember 36,0 23,2 27,9 97 46 80 
Sumber : Stasiun Meteorologi Klas III Andi Jemma Masamba, Luwu Utara 
tahun 2015 
 
Untuk intensitas curah hujan Kota Masamba termasuk tinggi, hal ini 
berdasarkan data curah hujan yang dicatat di Sta. Baliase dan Sta. 
Sukamaju dengan curah hujan berkisar antara 2000 – 4000 mm 
pertahun.  Suhu udara rata-rata berkisar antara 30,60C-31,60C pada 
musim kemarau dan antara 250C-280C pada musim penghujan. 
Berdasarkan tipe iklim oldeman, wilayah Kabupaten Luwu Utara umumnya 
memiliki tipe iklim  B1 dan B2, dengan perincian sebagai berikut. 
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Tabel 6. Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di 
Kabupaten Luwu Utara 
 
No. Bulan Curah Hujan (mm3) Hari Hujan 
1 Januari 102 18 
2 Februari 431 25 
3 Maret 260 26 
4 April 263 26 
5 Mei 264 25 
6 Juni 215 28 
7 Juli 210 19 
8 Agustus 81 16 
9 September 34 8 
10 Oktober 75 10 
11 November 280 17 
12 Desember 421 22 




Penduduk Kabupaten Luwu Utara berdasarkan proyeksi penduduk 
tahun 2015 sebanyak 302.687 jiwa yang terdiri atas 151.993 jiwa 
penduduk laki dan 150.694 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan 
dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Luwu Utara 
mengalami pertumbuhan sebesar 0,90 persen dengan masing-masing 
pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,86 persen dan penduduk 
perempuan sebesar 0,94 persen. Sementara itu besarnya angka rasio 
jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk 
perempuan sebesar 101. 
Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Utara tahun 2015 
mencapai 40 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah 
tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 12 kecamatan cukup beragam 
dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bone-Bone 
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dengan kepadatan sebesar 205 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan 
Rampi sebesar 2 jiwa/km2. Sementara itu jumlah rumah tangga 
mengalami pertumbuhan sebesar 0,90 persen dari tahun 2014. 
Tabel 7. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di 
Kabupaten Luwu Utara tahun 2014 dan 2015 
 







1 Sabbang 36.914 37.384 1,27% 
2 Baebunta 44.790 45.150 0,80% 
3 Malangke 27.467 27.535 0,25% 
4 Malangke Barat 24.043 24.135 0,38% 
5 Sukamaju 41.511 41.620 0,26% 
6 Bone-Bone 25.911 26.249 1,30% 
7 Tanalili 22.113 22.245 0,60% 
8 Masamba 34.455 35.247 2,30% 
9 Mappedeceng 22.884 23.089 0,90% 
10 Rampi 3.082 3.134 1,69% 
11 Limbong 3.882 3.894 0,31% 
12 Seko 12.937 13.005 0,53% 
 Luwu Utara 299.989 302.687 0,90% 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara (2015) 
4.1.4. Tenaga Kerja 
Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Luwu Utara pada 
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara pada 
tahun 2015 sebesar 6.926 pekerja. Proporsi terbesar pencari kerja yang 
mendaftar pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berpendidikan terakhir 
SMA yaitu sebesar 32,93 persen (2.281 pekerja). Berikut disajikan secara 









Tabel 8. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis 
Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Utara 
 
No. Jenis Kegiatan Utama Laki-laki Perempuan Jumlah 
I Angkatan Kerja 86.222 49.331 135.553 
 Bekerja 84.501 47.529 132.030 
 Pengangguran 1.721 1.802 3.523 
II Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, 
Mengurus Rumah Tangga, dan 
lainnya) 
16.509 53.906 70.415 
 Jumlah 102.731 103.237 205.968 
 Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK) 
83,93 47,78 65,81 
 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 
 
98,00 96,35 97,40 
 Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT) 
2,00 3,65 2,60 





Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan suatu negara 
adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkulitas dan 
cukup. Merujuk pada amanat Undang Undang Dasar 1945 amandemen 
pasal 31 ayat 2, maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara 
konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Program 
wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun dan berbagai program pendukung 
lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan 
kualitas SDM, yang akan menciptakan SDM tangguh, dan siap bersaing di 
era globalisasi, khususnya era Masyarakat  Ekonomi ASEAN (MEA) yang 
baru diberlakukan. Peningkatan SDM saat ini lebih difokuskan pada 
pemberian kesempatan pendidikan bagi penduduk usia sekolah (umur 7-
24 tahun) tanpa terkecuali. 
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Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana 
akan sangat menunjang dalam peningkatan mutu pendidikan. Kabupaten 
Luwu Utara mencoba menciptakan suatu masyarakat yang berpendidikan, 
hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan kuantitas guru dan jumlah 
sarana sekolah tingkat dasar maupun menengah. 
Sekolah dasar terdiri dari sekolah negeri dan swasta, berjumlah 
271 sekolah (245 Sekolah Dasar dan 26 Madrasah Ibtidaiyah) yang 
menampung 38.874 murid.  Sekolah Menengah Pertama seluruhnya 
berjumlah 109 sekolah (71 Sekolah Dasar dan 38 Madrasah Tsanawiyah) 
yang menampung 19.168 murid. Terjadi pendirian 1 Madrasah 
Tsanawiyah baru pada tahun 2015. Jumlah Sekolah Menengah Atas 
seluruhnya 49 Sekolah yang  menampung 14.957 murid. Terjadi pendirian 
2 sekolah menengah atas di tahun 2015. Berikut disajikan persentase 
penduduk usia 7–24 tahun yang termasuk kelompok umur sekolah dan 











Tabel 9. Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis 
Kelamin,Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 
 
Partisipasi Sekolah 












(1) (2) (3) (4) 
Laki-Laki    
7 – 12 - 100,00 - 
13 -15 1,63 91,52 6,85 
16 -18 - 69,96 30,04 
19 -24 - 16,54 83,46 
7 – 24 0,40 69,52 30,08 
Perempuan    
7 – 12 - 100,00 - 
13 -15 2,67 92,74 4,58 
16 -18 - 66,62 33,38 
19 -24 0,49 23,67 75,84 
7 – 24 0,79 70,76 28,45 
Laki-Laki+ 
Perempuan 
   
7 – 12 - 100,00 - 
13 -15 2,13 92,11 5,75 
16 -18 0,00 68,29 31,63 
19 -24 0,25 20,10 79,65 
7 – 24 0,60 70,13 29,27 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2015 
b. Kemiskinan 
Menurut Badan Pusat Statistik, untuk   mengukur   kemiskinan, 
BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar 
(basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang 
sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 
dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 
Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang 
terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan 
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Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis 
Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan 
perdesaan. 
Tabel 10. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu 










2010 206 944 46,79 16,25 
2011 215 419 42,62 14,64 
2012 224 241 41,42 14,02 
2013 240 721 46,23 15,52 
2014 251 627 43,02 14,31 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara 
4.1.6. Pengeluaran Penduduk dan Konsumsi Makanan 
Besarnya rata-rata pengeluaran makanan per kapita penduduk 
pada tahun 2015 di Kabupaten Luwu Utara adalah sebesar 
Rp.331.366,00, sedangkan untuk non makanan  sebesar Rp.276.519,00. 
Untuk pengeluaran makanan, kelompok makanan padi-padian 
merupakan kelompok makanan dengan proporsi pengeluaran terbesar 
dengan rata-rata pengeluaran Rp.67.408,00. Sedangkan untuk 
pengeluaran non makanan, kelompok non makanan perumahan dan 
fasilitas rumah tangga merupakan kelompok non makanan dengan 
proporsi pengeluaran terbesar dengan rata-rata pengeluaran 
Rp.128.985,00. Sebagian besar proporsi penduduk termasuk dalam 
golongan pengeluaran 300.000 - 499.999 per kapita rupiah sebulan. 
51 
 
Pengeluaran perkapita penduduk menurut kelompok makanan 
sebulan dalam tahun 2015 di Kabupaten Luwu Utara rata-rata sebesar 
Rp. 331.366,00 sedangkan pengeluaran untuk kelompok non makanan 
rata-rata sebesar Rp.276.519,00. Berikut disajikan secara lengkap dalam 
tabel 11. dan 12. 
Tabel 11. Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata 
Pengeluaran Per Kapaita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di 










Padi-padian 67 408 20,34 
Umbi-umbian 5 415 1,63 
Ikan/Udang/Cumi/Kerang 
38 285 11,55 
Daging 8 828 2,66 
Telur dan susu 17 527 5,29 
Sayur-sayuran 18 180 5,49 
Kacang-kacangan 4 034 1,22 
Buah-buahan 32 623 9,85 
Minyak dan Kelapa 
11 874 3,58 
Bahan minuman 13 936 4,21 
Bumbu-bumbuan 6 513 1,97 
Konsumsi lainnya 
6 552 1,98 
Makanan dan minuman 
jadi 
53 229 16,06 
Rokok 46 962 14,17 
Luwu Utara 331 366 100,00 





Tabel 12. Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata 
Pengeluaran Per Kapaita Sebulan Menurut Kelompok non Makanan 




















































Luwu Utara 276 519 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2015 
 
4.1.7. Potensi Sumber Daya Alam dan Hayati 
a. Tanaman Pangan 
Lahan sawah adalah  lahan pertanian yang berpetak-petak dan 
dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/ 
menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang 
dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan yang dimaksud 
termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi Bangunan, Iuran 
Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa 
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yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah 
dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija atau tanaman 
semusimlainnya. Berikut disajikan luas lahan sawah di Kabupaten Luwu 
berdasarkan kecamatan dalam tabel 13. 
Tabel 13. Luas Lahan Sawah (Hektar) Menurut Kecamatan dan Jenis 









Sabbang 2 091 1 436 3 527 
Baebunta 1 138 2 347 3 485 
Malangke - 1 694 1 694 
MalangkeBarat 312 708 1 020 
Sukamaju 3 273 1 247 4 520 
Bone-Bone 1 794 103 1 897 
Tanalili 1 745 71 1 816 
Masamba 1 500 1 376 2 876 
Mappedeceng 154 1 071 1 225 
Rampi 452 - 452 
Limbong 787 237 1 024 









Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2015 
Luas Lahan Sawah di Kabupaten Luwu Utara tahun 2015 sebesar 
27.709 hektar, terdiri atas 15.057 hektar lahan irigasi dan 12.652 lahan 
non irigasi. Sedangkan produksi padi sawah pada tahun 2015 adalah 
sebesar 229.095,98 ton yang dihasilkan dari luas panen 40.255 hektar. 
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Kecamatan Sukamaju memiliki luas lahan sawah terbesar dibandingkan 
kecamatan lain di Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar 16 persen.  
 
Tabel 14. Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan yang 
Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten 







Sabbang 2 215 85 - 
Baebunta 2 914 317 525 
Malangke 5 020 351 35 
MalangkeBarat 5 077 - 27 
Sukamaju 4 250 1 900 570 
Bone-Bone 78 - - 
Tanalili 134 163 2 912 
Masamba 623 72 3 387 
Mappedeceng 1 228 480 486 
Rampi 209 - 392 
Limbong 3 290 47 - 









Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2015 
Tanaman pangan hampir semua tersebar merata di seluruh 
kecamatan. Mulai dari padi, jagung, ubi kayu tersedia di sana. Untuk 
tanaman padi tersebar merata di seluruh kecamatan. Dari total produksi 
padi 197.528,23 ton sawah dan 6.770,91 ton padi ladang berasal dari 
Kecamatan Malangke Barat dan Seko menjadi menyumbang lebih dari 50 
persennya. Jagung dan ubi kayu juga merupakan tanaman yang banyak 
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diminati oleh petani di sana. Semua kecamatan yang ada turut dalam 
menaman tanaman pangan tersebut. Total produksi jagung mencapai 
36.233,18 ton, sedangkan ubi kayu mencapai 2.885,68 ton. Produksi 
jagung terbesar terdapat di Kecamatan Baebunta, Sabbang, dan Bone-
bone. Sedangkan produksi ubi kayu terbesar terdapat di Kecamatan Seko, 
Sabbang, dan Masamba. 
Tabel 15. Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, 
Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara 








Ubi Kayu Ubi Jalar 
1 Sabbang 4 807,92 - - - 242,00 12,10 
2 Baebunta 10 168,65 - 51,60 20,16 620,00 12,40 
3 Malangke 4 422,60 - 10,80 43,20 140,00 7,00 
4 Malangke Barat 883,65 - - 10,00 - - 
5 Sukamaju 4 264,88 - 16,80 7,68 661,56 17,88 
6 Bone-Bone 175,50 - 16,80 2,30 182,00 13,00 
7 Tanalili 4 382,28 - 21,60 10,40 388,60 13,40 
8 Masamba 4 784,13 1,00 2,40 - 62,94 10,49 
9 Mappedeceng 1 932,79 - 17,60 13,20 123,20 11,20 
10 Rampi 101,86 2,00 16,00 - 206,38 12,14 
11 Limbong 182,00 - - - 115,00 11,50 
12 Seko 126,92 - 20,00 10,00 144,00 12,00 
 Luwu Utara 36 233,18 3,00 173,60 116,94 2 885,68 2 105,37 







b. Tanaman Hortikultura 
Produksi hortikultura adalah hasil menurut bentuk produk dari setiap 
tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias yang 
diambil berdasarkan luas yang dipanen/tanamanyang menghasilkan pada 
bulan/triwulan laporan. Tabel berikut memperlihatkan jumlah produksi 
tanaman sayuran di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2015. 
Tabel 16. Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis 
Sayuran di Kabupaten Luwu Utara (Ton) tahun 2015 
 
No Kecamatan Bawang 
Merah 
Cabe Kangkung Bayam Tomat Kacang 
Panjang 
1 Sabbang - 45,90 28,50 20,50 8,00 37,10 
2 Baebunta - 279,70 103,40 89,10 148,60 137,30 
3 Malangke - 45,90 - - - 65,20 
4 Malangke Barat - 15,50 1,60 3,30 - 2,50 
5 Sukamaju - 57,30 279,30 247,80 46,30 107,00 
6 Bone-Bone - 31,40 372,40 272,20 31,30 35,20 
7 Tanalili - 60,90 69,00 69,60 47,70 38,10 
8 Masamba - 26,00 17,20 13,80 5,50 16,60 
9 Mappedeceng - 59,70 24,20 18,90 30,40 20,80 
10 Rampi 12,00 13,20 18,40 16,70 26,10 17,10 
11 Limbong - 14,10 9,30 15,10 42,00 15,10 
12 Seko 12,00 4,90 2,90 14,50 23,50 14,10 
Luwu Utara 24.00 654,50 926,20 781,50 409,40 506,10 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara 
Sedangkan untuk tanaman buah-buahan yang di produksi 
Kabupaten Luwu Utara juga tersebar diberbagai kecamatan. Salah satu 
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hasil produksi buah-buahan yang besar adalah Durian yang 
mencapai17.928,70 ton pada tahun 2015. Selain itu, Jenis buah-buahan 
yang banyak diusahakan adalah Rambutan. 
Tabel 17. Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah 
di Kabupaten Luwu Utara (Ton) pada Tahun 2015 
 
No. Kecamatan Mangga Durian Jeruk Pisang Rambutan Pepaya Nanas Duku/ 
Langsat 
1 Sabbang 183,20 5 846,70 - 1 013,70 1 582,00 47,70 10,5
0 
318,90 
2 Baebunta 232,40 1 437,50 158,70 522,00 503,20 33,80 5,90 74,70 
3 Malangke 40,80 528,40 1 094,10 211,10 110,50 3,40 1,20 9,20 
4 MalangkeBarat 143,70 534,70 52,30 102,10 299,90 3,50 9,40 63,00 
5 Sukamaju 426,70 1849,90 - 181,40 753,30 44,40 4,10 485,60 
6 Bone-Bone 75,70 904,10 - 122,30 191,50 24,10 0,60 277,10 
7 Tanalili 11,80 834,00 - 128,50 225,40 10,00 0,90 316,00 
8 Masamba 143,60 4 454,10 - 248,10 2 653,10 33,40 5,40 398,50 
9 Mappedeceng 15,00 1 470,00 114,40 54,50 397,00 50,80 4,50 201,00 
10 Rampi 3,40 19,70 - 17,00 3,40 9,20 1,30 8,40 
11 Limbong 104,80 33,00 - 50,20 4,10 3,50 - - 
12 Seko 20,50 16,60 - 42,20 - 24,60 3,90 15,70 
Luwu Utara 1401,60 17 928,70 1 419,50 2 693,10 6 723,40 288,40 47,70 2 168,10 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2015 
Selain Durian dan Rambutan, salah satu tanaman buah yang diolah 
dan dikembangkan sangat pesat di Kabupaten Luwu Utara adalah buah 
pisang. Hasil olahan buah pisang dikomersilkan dalam bentuk kripik, 
pisang Ijo, Pisang Epe dan lain-lain. UMKM yang mengelola pisang di 





Di sektor perkebunan Kabupaten Luwu Utara, salah satu komoditi 
perkebunan unggulan adalah Kelapa Sawit yang merupakan penyumbang 
terbesar di Sulawesi Selatan dengan jumlah produksi mencapai 
227.407,42 ton. Selain sebagai penghasil kelapa sawit, Kabupaten Luwu 
Utara menghasil berbagai komoditi perkebunan seperti Sagu, Kelapa, 
Kopi, Lada, Kakao dan Aren. 
Tabel 18.  Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan 
Jenis Tanaman di Kabupaten Luwu Utara (Ton) Tahun 2015 
 










1 Sabbang 131,94 78,49 59,70 6,04 15,39 5 857,98 204,06 
2 Baebunta 30,94 293,56 31 924,95 - - 4901,70 401,70 
3 Malangke 176,00 291,78 49 443,75 - 9,50 4 401,82 342,41 
4 Malangke 
Barat 
669,78 127,20 9 479,13 - 3,31 939,20 125,91 
5 Sukamaju 24,00 203,65 32 984,79 0,45 3,13 1656,60 36,13 
6 Bone-Bone 31,32 151,52 42 660,25 - 9,60 419,99 8,50 
7 Tanalili 52,74 408,08 37 778,78 - 15,26 663,22 101,23 
8 Masamba 245,25 128,52 9 180,24 4,10 3,20 1 275,71 121,61 
9 Mappedeceng 89,34 982,37 13 808,33 14,97 18,37 1 666,66 27,41 
10 Rampi 2,00 30,82 - 49,80 3,45 124,01 103,15 
11 Limbong 2,09 - 87,50 246,91 1,13 239,53 122,23 
12 Seko - 15,00 - 363,15 - 382,25 534,06 
Luwu Utara 1 455,40 2 710,99 227 407,42 685,42 82,34 22 528,67 2 128,40 







Data populasi ternak di Kabupaten Luwu Utara tersebar diseluruh 
(12) kecamatan seperti Sapi, dan Kerbau. Kecuali ternak Kuda, Kambing 
dan Babi tidak terdapat di beberapa kecamatan. Populasi ternak yang 
paling banyak adalah ternak Babi yang berjumlah 32.583 ekor.  
Tabel 19. Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak 
(Ekor) di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 
 
No Kecamatan Sapi 
Potong 
Kerbau Kuda Kambing Babi 
1 Sabbang 1 034 678 61 608 4 885 
2 Baebunta 2 046 868 - 946 2 396 
3 Malangke 641 236 - 710 - 
4 Malangke Barat 746 1 296 - 536 - 
5 Sukamaju 5 469 190 - 2 207 9 496 
6 Bone-Bone 4 780 120 - 1 878 4 398 
7 Tanalili 3 262 124 - 987 2 942 
8 Masamba 1 823 3 473 9 890 - 
9 Mappedeceng 2 985 180 - 1 697 6 263 
10 Rampi 1 087 846 432 - 721 
11 Limbong 541 942 343 7 - 
12 Seko 2 041 5 265 832 7 1 482 
 











Selain peternakan, di Kabupaten Luwu Utara juga tersebar populasi 
unggas di seluruh (12) Kecamatan seperti Ayam Kampung, Ayam Petelur, 
Ayam Pedaging dan Itik. Unggas yang paling banyak diusahakan adalah 
Ayam Pedaging sebanyak 2.492.670 ekor. Hal ini menjadi penyokong 
pendapatan sebagian masyarakat Luwu Utara dalam bidang ternak 
unggas yang sekaligus sebagai lapangan kerja. Berikut disajikan lebih 
lengkap sebaran populasi unggas per kecamatan di Kabupaten Luwu 
Utara dalam tabel 20. 
Tabel 20. Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas 
(Ekor) di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 
 







1 Sabbang 92 173 32 000 91 200 18 492 
2 Baebunta 101 282 5 000 385 200 20 493 
3 Malangke 60 243 - 335 940 4 177 
4 Malangke Barat 62 254 6 500 33 000 3 533 
5 Sukamaju 144 170 5 200 207 000 19 965 
6 Bone-Bone 68 689 10 000 276 000 9 657 
7 Masamba 86 482 6 000 467 000 13 868 
8 Mappedeceng 84 296 9 826 697 330 11 040 
9 Rampi 25 671 - - 785 
10 Limbong 28 280 - - 673 
11 Seko 44 917 - - 1 849 
 
Luwu Utara 798 457 74 526 2 492 670 104 532 






Data statistik perikanan merupakan data sekunder yang bersumber 
dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara. Statistik 
perikanan dibedakan atas data Perikanan Tangkap dan Perikanan 
Budidaya. Perikanan Tangkap diklasifikasikan atas penangkapan ikan di 
laut dan  penangkapan  ikan di perairan umum. Sedangkan Perikanan 
Budidaya diklasifikasikan atas jenis budidaya yaitu budidaya laut, tambak, 
kolam, karamba, jaring apung, dan sawah. Berikut sebaran produksi 
perikanan di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2014-2015. 
Tabel 21. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan 
Subsektor di Kabupaten Luwu Utara (Ton) Tahun 2014-2015 
 
No Kecamatan Perikanan Laut Perikanan 
Umum 
Jumlah 
  2014 2015 2014 2015 2014 2015 
1 Sabbang - - 0,13 0,13 0,13 0,13 
2 Baebunta - - 0,21 0,21 0,21 0,21 
3 Malangke 3 105,70 961,45 22,87 22,87 3 128,57 984,32 
4 Malangke 
Barat 
1 918,20 391,85 53,22 53,22 1 971,42 445,07 
5 Sukamaju - - 22,73 22,73 22,73 22,73 
6 Bone-Bone 776,40 141,60 7,8 7,80 784,2 149,40 
7 Tanalili 1 811,70 599,27 - - 1 811,7 599,27 
8 Masamba - - 11,54 11,54 11,54 11,54 
9 Mappedeceng - - 57,96 57,96 57,96 57,96 
10 Rampi - - 2,16 2,16 2,16 2,16 
11 Limbong - - 1,07 1,07 1,07 1,07 
12 Seko - - 0,05 0,05 0,05 0,05 
 
Luwu Utara 7 612,00 2 094,17 179,74 179,74 7 791,74 2 273,91 
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara, 2015 
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Tabel 22.  Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan 
Jenis Budidaya (Ton) di Kabupaten Luwu Utara tahun 2015 
 
No Kecamatan Budidaya 
Laut  
Tambak Kolam Sawah Jumlah 
1 Sabbang - - 74,30 55,00 129,30 
2 Baebunta - - 191,00 36,80 227,80 
3 Malangke 517,70 38 526,00 111,00 38,00 39 192,70 
4 Malangke Barat 1 193,60 42 949,90 88,00 12,00 44 243,50 
5 Sukamaju - - 97,30 29,00 126,30 
6 Bone-Bone 1 368,70 42 269,40 47,00 21,50 43 706,6 
7 Tanalili 2 160,30 31 292,70 26,50 17,00 33 496,5 
8 Masamba - - 450,60 14,50 465,10 
9 Mappedeceng - - 55,00 8,00 63,00 
10 Rampi - - 24,50 0,50 25,00 
11 Limbong - - 40,50 16,00 56,50 
12 Seko - - 57,50 17,50 75,00 
 
Luwu Utara 31 441,60 155 038,00 1 263,20 265,80 161 807,3 
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara, 2015 
 
4.1.8. Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara 
a. Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 
 Visi dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara diartikan sebagai kondisi 
yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi 
ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan 
antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (gap expectation). 
Rumusan visi ini diharapkan dapat menyatupadukan langkah seluruh 
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pemangku kepentingan Kabupaten Luwu Utara dalam berkontribusi 
kepada pembangunan lima tahun kedepan. 
Dengan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah 
dicapai selama ini, berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Luwu Utara 
tahun 2005-2025 tahapan ketiga, memperhatikan 11 prioritas 
pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Sulawesi Selatan 
tahun 2013-2018, dan memperhatikan sembilan program prioritas 
pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam 
RPJMNasional  tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional 
yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Visi 
Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021 
adalah “Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas 
dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal” 
Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok visi yakni “Luwu Utara 
yang Religius”, “Pembangunan yang Berkualitas dan Merata”, dan 
“Berlandaskan Kearifan Lokal”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut 
adalah sebagai berikut. 
(1) “Luwu Utara yang religius”, dapat dimaknakan sebagai masyarakat 
yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh 
pada nilai-nilai agama. Dengan terwujudnya masyarakat yang 
religius, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap 
keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara. 
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(2) “Pembangunan berkualitas dan merata”, dapat diartikan sebagai 
tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang 
semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan publik yang 
sanggup menjangkau seluruh warga, dan pembangunan yang lebih 
merata di seluruh wilayah kecamatan. 
(3) “Berlandaskan kearifan lokal”, lebih dimaksudkan sebagai 
penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten 
Luwu Utara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan 
kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 
Kabupaten Luwu Utara. 
 
b. Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 
Misi dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara diartikan sebagai upaya 
umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan 
fungsional dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. 
Selain itu, rumusan misi juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan 
tujuan dan sasaran.  
 Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan 
pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi maka misi beserta 
penjelasan misi RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 adalah 
sebagai berikut. 
(1) Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan 
yang baik, dan komunitas adat yang berdaya 
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Misi ini mengaitkan tiga pilar Kabupaten Luwu Utara masyarakat, 
pemerintah dan lembaga adat yang akan didorong perubahannya menuju 
arah yang lebih baik. Upaya perubahan tersebut menuju masyarakat yang 
lebih religius, tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan 
terpercaya, serta komunitas adat dan berdaya. Misi ini mengandung tiga 
upaya utama yakni mendorong pengamalan nilai-nilai religius dalam 
masyarakat, mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 
yang baik, serta mendorong keberdayaan komunitas adat. 
(2) Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah 
layak huni 
Misi ini mengaitkan dua masalah utama yang dihadapi masyarakat 
Kabupaten Luwu Utara yakni derajat kesehatan masyarakat yang rendah 
dan masih terbatasnya pemenuhan rumah layak huni serta pemukiman 
bersanitasi baik. Dengan demikian misi ini mencakup upaya umum dalam 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, mendorong pola 
hidup bersih dan sehat dalam masyarakat, mendorong pemenuhan rumah 
layak huni, serta mendorong kesejahteraan keluarga. 
(3) Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, 
ketahanan budaya  
Misi ini mengaitkan dimensi pendidikan, aktivitas kepemudaan dan 
revitalisasi kebudayaan sebagai elemen penting bagi kemajuan 
Kabupaten Luwu Utara. Misi ini mengandung upaya utama dalam hal 
meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengembangkan sistem 
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inovasi daerah dan kreativitas masyarakat, membina kegiatan 
kepemmudaan dan olah raga, serta membina kebudayaan daerah.  
(4) Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik 
pariwisata 
Misi ini mengaitkan tiga aspek dalam kemajuan perekonomian 
daerah Kabupaten Luwu Utara yakni mendorong kemandirian dalam 
mengelola sumberdaya perekonomian di satu sisi dan mengembangkan 
iklim investasi di sisi lain sambil memprioritaskan pengembangan 
pariwisata untuk semakin menggairahkan perekonomian tersebut. Misi ini 
mencakup upaya umum meningkatkan produksi dan produktivitas 
pertanian, usaha kecil dan menengah, serta jasa dan industri, 
mengembangkan iklim investasi dan meningkatkan daya tarik pariwisata.  
(5) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup  
Misi ini terfokus pada keberlanjutan pembangunan secara ekologis, 
dimana Kabupaten Luwu Utara memiliki kerentanan yang signifikan 
dihubungkan dengan masalah lingkungan. Misi ini mencakup upaya 
umum dalam memelihara kualitas lingkungan hidup, mendorong 
kebersihan dan keindahan lingkungan perkotaan dan perdesaan, serta 
mengendalikan dampak lingkungan dari berbagai aktivitas pembangunan.  
(6) Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan 
infrastruktur wilayah 
Misi ini mengaitkan masalah ketimpangan pendapatan dalam 
masyarakat, ketimpangan kemajuan antar wilayah/kecamatan dan 
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jangkauan infrastruktur wilayah. Jangkauan infrastruktur wilayah menjadi 
persoalan krusial mengingat masih adanya kecamatan yang belum 
terjangkau kendaraan roda empat. Misi ini mencakup upaya umum dalam 
menanggulangi kemiskinan, menekan pengangguran terbuka,  
sertameningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi, perhubungan, dan 
sumberdaya air. 
(7) Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan 
perlindungan masyarakat. 
Misi ini menjawab keterpenuhan kondisi prasyarat bagi 
pelaksanaan pembangunan yakni ketertiban umum dan keamanan 
masyarakat. Tanpa jaminan keamanan dan ketertiban umum maka 
pembangunan pada berbagai aspek lain sulit berjalan lancer. Misi ini 
mencakup upaya umum dalam penanganan gangguan ketertiban umum 
dan keamanan masyarakat serta pemeliharaan harmoni sosial. Misi ini 
menjadi lebih  urgen karena tatanan masyarakat Kabupaten Luwu Timur 
terdiri dari etnis yang beragam. 
 
4.2. Tata Kelola Kelembagaan di Kabupaten Luwu Utara terkait 
Pemberdayaan UMKM 
Dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara terdapat 
kerja sama antara berbagai lembaga pemerintahan, sektor privat dan 
lembaga kemasyarakatan.23 Lembaga-lembaga tersebut dapat 
                                                          
23 Hasil Wawancara dengan Bupati Luwu Utara pada tanggal 1 November 2016  
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diklasifikasikan berdasarkan perannya dalam pemberdayaan UMKM. 
Lembaga-lembaga yang dimaksud disini adalah: 
1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag). Dinas 
Koperindag mempunyai peran yang sangat vital dalam pemberdayaan 
UMKM di Luwu Utara. Secara umum ada tiga peran penting yang 
dijalankan oleh Koperindag yaitu pemberdayaan, pembinaan dan 
pemasaran. 
2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans). Dinas 
Sosnakertrans menjalankan peran pembinaan dan bantuan peralatan. 
3) Kantor Latihan Kerja (KLK). Kantor Latihan Kerja fokus pada 
peningkatan kualitas  Sumber Daya Manusia. 
4) Dinas Pertanian melakukan pemberdayaan UMKM berdasarkan 
bidang pertanian seperti pengembangan usaha produksi sayuran, 
buah-buahan dan tanaman pangan. 
5) Dinas Perkebunan dan dan Kehutanan melakukan pemberdayaan dan 
pembinaan UMKM dalam bidang perkebunan dan kehutanan seperti 
pengembangan usaha produksi Sagu, Kakao, Kelapa Sawit beserta 
produksi perkebunan lainnya. Sedangkan di bidang kehutanan seperti 
pemanfaatan hasil rotan menjadi kerajinan tangan seperti Keranjang 
Rotan dari Desa Radda. 
6) Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemberdayaan pada bidang 
terkait seperti melakukan binaan terhadap UMKM yang bergerak pada 
69 
 
budidaya Rumput Laut. Hal ini dilakukan sampai pada hasil komsumtif 
seperti Kripik Rumput Laut dari Kecamatan Malangke dan Poreang.24 
7) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) melakukan 
pemberdayaan ditingkat Desa.  
8) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KB-PP) 
melakukan pemberdayaan terkait usaha perempuan di Kabupaten 
Luwu Utara. 
9) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman 
Modal (BPPTSPM) menjalankan peran dalam urusan perizinan usaha. 
10) Pemerintah Kecamatan. Fungsi camat yakni mengkoordinasi semua 
stackholder yang ada di kabupaten yang membidangi pemberdayaan 
UMKM. Hal itu terkordinasi secara menyeluruh. Jadi kecamatan 
sebagai mediasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa 
sehingga terjalin interkoneksi antara semua pemangku kepentingan 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat tersebut. Pemerintah 
kecamatan juga memfasilitasi setelah mendapat petunjuk teknis dari 
dinas koperindag, dinas sosial dan tenaga kerja tentang model 
permohonan bantuan.25 
11) Pemerintah Desa/Kelurahan. Terkait dengan pemberdayaan UMKM, 
Pemerintah Kelurahan menampung asprasi dari masyarakat 
berdasarkan keinginan lalu menyampaikan ke dinas terkait. Selain itu, 
Pemerintah Kelurahan melakukan mediasi ke Dinas terkait jika ada 
                                                          
24 Hasil Wawancara dengan Penjaga Toko Pusat Oleh-Oleh Luwu Utara pada tanggal 2 September 
2016.  
25 Hasil wawancara dengan Camat Masamba, tanggal 7 Oktober 2016, pukul 11.13 Wita. 
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pelaku UMKM yang ingin bermohon bantuan dan ingin membuat Surat 
Izin Usaha ke BPPTSPM.26 
Adapun lembaga privat yang ikut serta dalam pemberdayaan 
UMKM di Luwu Utara adalah perbankan dalam hal ini BNI, BRI, Bank 
Sulselbar dan Bank Mandiri sebagai penyedia pinjaman Dana Kredit 
Usaha Rakyat. 
 
4.3. Gambaran Umum Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Luwu Utara 
Mengingat pentingnya peran dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan (Koperindag) dalam pemberdayaan UMKM, maka pada 
bagian ini akan diuraikan gambaran umum mengenai Dinas Koperindag. 
Gambaran umum termuat dalam Visi, Misi, tujuan dan sasaran jangka 
menengah, strategi dan kebijakan yang diprogramkan beserta struktur 
organisasi dan pembagian tugas Dinas Koperindag. 
 
 
4.3.1. Visi dan Misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Luwu Utara 
a. Visi  
 Visi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Luwu Utara merupakan cita-cita yang menggambarkan akan dibawa 
kemana Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dimasa 
mendatang. Visi selalu berpijak pada kondisi, potensi, tantangan dan 
                                                          
26 Hasil Wawancara dengan Lurah Sabbang, tanggal 1 November 2016, pukul 10,28 Wita. 
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hambatan yang ada. Sehubungan dengan analisis dan pendalaman 
tersebut, maka ditetapkanlah visi Dinas Koperasi, Perindutrian dan 
Perdagangan. 
Memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang 
tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 adalah “Luwu Utara yang 
Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang 
Berlandaskan Kearifan Lokal”. Berdasarkan visi tersebut dan analisis 
permasalahan pokok, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Luwu Utara merumuskan visi sebagai berikut: 
“Terwujudnya Koperasi, Industri dan Dagang yang Maju, 
Berkualitas, Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal” 
Dari visi tersebut mengandung makna : 
Maju artinya: Pembangunan Koperasi, Industri dan Perdagangan yang 
Maju dan Berkembang dari tahun ke tahun sebagaimana yang 
diharapkan. 
Berkualitas artinya: bahwa Pembangunan Koperasi, Industri dan 
Perdagangan harus mampu memberikan program dan kegiatan yang 
berkualitas yang menopang perekonomian daerah. 
Merata artinya: bahwa pembangunan Koperasi, Industri dan Perdagangan 




Kearifan Lokal artinya: bahwa Koperasi, Industri dan Perdagangan dalam 
melaksanakan program harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan dan 
kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 
Kabupaten Luwu Utara. 
 
b. Misi  
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi 
Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan 
baik. Dengan persyaratan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan 
pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi Pemerintah, 
mengetahui peran dan program-programnyaserta hasil yang akan 
diperoleh dimasa mendatang. Dari gambaran tersebut maka Dinas 
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan misi sebagai 
berikut: 
1. Meningkatkan industri kreatif yang berdaya saing tinggi 
2. Meningkatkan kualitas koperasi sebagai penopang 
perekonomian masyarakat 
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pengelola 
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
4. Meningkatkan sarana infrastruktur pengembangan kawasan 
industri 
5. Fasilitasi pengembangan modal usaha bagi bagi UMKM 
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6. Pengembangan industri Kecil Menengah dalam rangka 
peningkatan ekonomi kerakyatan. 
7. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan 
perdagangan 
8. Meningkatkan nilai transaksi perdagangan dan ekspor bersih 
9. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan sektor industri 
terhadap PDRB. 
 
c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara 
Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan 
sebelumnya, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah 
dan operasional berupa perumusan tujuan startegis organiser. Tujuan 
merupakan hasil yang akan mencapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 
satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi 
dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan 
arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. 
Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun 
mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021. 
Untuk mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 
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RPJMD Kabupaten Luwu Utara maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan menetapkan tujuan sebagai berikut: 
1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Ketiga 
Dalam mewujudkan misi ketiga: adalah untuk meningkatkan 
infrastruktur pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan, 
kompetensi guru, pengembangan pusat-pusat inovasi dan riset, 
kompetensi kepemudaan, pengembangan budaya lokal, 
pembangunan masyarakat adat, perbaikan karakter warga dan 
pengokohan pemahaman Kebhinnekaan serta penguasaan 
teknologi yang dapat diterpakan di semua bidang pelayanan dan 
pemberdayaan dalam bentuk penerapan sistem informasi dan 
teknologi, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan 
dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: 
Tujuan 7 : Mendorong prestasi kepemudaan dan peran 
perempuan dalam pembangunan dengan sasaran: 
(1) Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan dalam 
bentuk terwujudnya pusat-pusat inovasi, riset serta upaya 
penumbuhan kewirausahaan 
(2) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak 
dalam pembangunan (Kabupaten layak anak) 
2) Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Keempat 
Dalam mewujudkan misi keempat: menyediakan dan meningkatkan 
sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah dengan 
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memperkuat desa-desa hingga ke perkotaan dalam rangka 
mendukung perkembangan daya saing perekonomian daerah 
disektor industri agro dan non-agro termasuk sektor perdagangan 
dan jasa, pengembangan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, 
serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah. 
Maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam 
lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: 
Tujuan 9: Meningkatkan pertumbuhan, produktifitas dan 
pengembangan potensi pusat-pusat perekonomian dengan 
sasaran: 
(1) Meningkatkan produksi dan produktifitas koperasi dan UMKM  
(2) Meningkatkan nilai perdagangan dan jasa 
(3) Berkembangnya kawasan ekonomi strategis dan cepat tumbuh 
(4) Berkembangnya kegiatan ekonomi dan industri kreatif 
Tujuan 10: Mengembangkan iklim investasi yang baik bagi 
pemodal asing dan dalam negeri untuk tumbuhnya industri agro 
dan non agro serta perdagangan dan jasa dengan sasaran : 
(1) Meningkannya daya saing investasi dari PMDN dan PMA 
3) Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Keenam: 
Dalam mewujudkan misi keenam : adalah untuk menurunkan 
tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang berada pada 
tatanan masyarakat perkotaan, pedesaan, pegunungan, daratan 
dan pesisir pantai. Penurunan tingkat ketimpangan regional antar 
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kecamatan dan penurunan tingkat pengangguran terbuka dan 
kemiskinan, pengendalian harga terhadap kebutuhan masyarakat, 
perlindungan konsumen, penciptaan rasa aman sebagai wujud 
kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Misi ini mencakup 
upaya umum dalam menanggulangi kemiskinan, menekan 
pengangguran terbuka, pengendalian harga terhadap kebutuhan 
masyarakat dan perlindungan konsumen. Maka tujuan dan sasaran 
pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang 
adalah sebagai berikut: 
Tujuan 13: Mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan 
masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan, 
dataran rendah dan pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan 
antar kecamatan. Sasaran: 
(1) Tertanggulanginya kemisksinan pada msyarakat lapisan bawah 
diarea pesisir/pantai, dataran rendah, pegunungan, pedesaan 
dan perkotaan 
(2) Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan produktifitas 
masyarakat 
d. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Luwu Utara 
Strategi keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang 
pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Strategi 
merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam 
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kebijakan-kebijakan dan program-program. Melihat kondisi Koperindag 
Kabupaten Luwu Utara saat ini terdapat peningkatan dari segi kualitas 
penyelenggaraan dan kapasitas kelembagaan, namun juga masih 
terdapat permasalahan pokok yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Dari sekian banyak strategi yang ada dan 
berdasarkan tujuan dari visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya, 
Koperindag Kabupaten Luwu Utara merumuskan: 
1) Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Ketiga 
Dalam mewujudkan misi ketiga: adalah untuk meningkatkan 
kualitas SDM, pengembangan pusat-pusat inovasi dan riset, 
kompetensi kepemudaan dan olahraga, serta membina 
kebudayaan daerah, maka strategi dan arah kebijakan Dinas 
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara 
yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 yaitu : 
(1) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dan 
wirausaha baru 
(2) Pengawasan terhadap barang kadaluwarsa pada sekolah-
sekolah  
(3) Pembinaan dan pengawasan pada home industri agar tidak 
mempekerjakan anak dibawah umur 
2) Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Keempat 
Dalam mewujudkan Misi Keempat: adalah menyediakan dan 
meningkatkan sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah 
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dengan memperkuat desa-desa hingga ke perkotaan dalam rangka 
mendukung perkembangan daya saing perekonomian daerah 
disektor industri agro dan non agro termasuk sektor perdagangan 
dan jasa, pengembangan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, 
serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah, 
maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas 
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwun Utara 
tahun 2016-2021 adalah : 
Strategi : 
(1) Meningkatkan SDM pengelolah Koperasi 
(2) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi  
(3) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi 
berprestasi 
(4) Pengembangan sistem pembiayaan dan peluang pasar bagi 
koperasi dan UMKM 
(5) Penciptaan iklim usaha mikro kecil menengah yang kondusif 
dan pengembangan keunggulan kompetitif UMKM 
(6) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 
(7) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 
(8) Peningkatan dan pengembangan ekspor 
(9) Penataan struktur industri dari hulu hingga ke hilir 
(10) Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi 




(1) Peningkatan SDM pengelola koperasi, penguatan kelembagaan 
koperasi dan peningkatan pengawasan koperasi 
(2) Peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem usaha 
pertanian dan perikanan 
(3) Peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan dan usaha 
koperasi 
(4) Penguatan permodalan Koperasi dan UMKM melalui kemitraan 
dengan perbankan serta optimalisasi sumber pembiayaan non 
bank 
(5) Peningkatan nilai tambah produk UMKM dan jangkauan 
pemasaran melalui peningkatan standarisasi produk (SNI, Haki, 
Sertifikasi Halal) 
(6) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk melalui 
pembangunan dan revitalisasi pasar sebagai sarana 
perekonomian masyarakat 
(7) Pengembangan pasar lelang daerah sebagai sarana pertemuan 
antara pelaku usaha dan pemasaran komoditi unggulan daerah 
(8) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan melalui 
penyampaian harga kebutuhan pokok ke media yang bertujuan 
sebagai control harga dipasaran 
(9) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagai bukti 
akan kecintaan produk dalam negeri 
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(10) Pengembangan database potensi unggulan daerah 
(11) Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi 
terkait/asosiasi/pengusaha 
(12) Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri 
melalui pengelolaan industri kapurung instan dan pembangunan 
kawasan industri 
(13) Penguatan kemampuan industri berbasis berbasis teknologi 
(14) Pembinaan kemampuan teknologi industri 
(15) Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 
 
3) Strategi dan Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Keenam 
Dalam mewujudkan misi keenam : mengaitkan masalah 
ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, ketimpangan 
kemajuan antar wilayah/kecamatan dan jangkauan infrastruktur 
wilayah. Jangkauan infrastruktur wilayah menjadi persoalan krusial 
mengingat masih adanya kecamatan yang belum terjangkau 
kendaraan roda empat. Misi ini mencakup upaya umum dalam 
menanggulangi kemiskinan, menekan pengangguran terbuka, 
pengendalian harga terhadap kebutuhan masyarakat, perlindungan 
konsumen serta meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi, 
perhubungan, dan sumberdaya air, maka strategi Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara yang akan 
dilaksanakan tahun 2016-2021 melalui perlindungan konsumen dan 
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pengamanan perdagangan serta pembentukan PERUSDA/BUMD 
(Agribisnis dan Kelistrikan) sedangkan kebijakan yang dilakukan 
adalah : 
(1) pelaksanaan pasar murah, operasi pasar dan pembentukan 
lembaga pengendali harga (PSO) 
(2) Fasilitasi penyelesaian permasalahan - permasalahan 
pengaduan konsumen 
(3) Pengawasan barang beredar/kadaluwarsa dan barang 
bersubsidi 
(4) Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian 
Daerah melalui tera ulang alat UTTP  yang dapat mengurangi 
kecurangan pedagang 
 
4.3.2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 
Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara  Nomor 40 Tahun 2008 
tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural 
pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu 
Utaradiatur tugas dan fungsi aparat di Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM sebagai 
berikut. 
a. Kepala Dinas  
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Luwu Utara mempunyai tugas yang berkaitan dengan pemberdayaan 
UMKM sebagai berikut: 
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1) Menyelenggarakan pemberian izin usaha perdagangan dan izin 
usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten 
2) Menyelenggarakan standar kompetensi SDM industri dan 
aparatur pembina industri di kabupaten 
3) Memberikan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha 
industri dan pemberian fasilitas usaha dalam rangka 
pengembangan IKM di kabupaten 
4) Membina dan mengawasi pelaksanaan izin/pendaftaran jasa 
bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten 
5) Menyelenggarakan perizinan usaha perdagangan di wilayah 
kabupaten 
6) Menyelenggarakan pengawasan, pelaporan pelaksanaan serta 
penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala 
kabupaten 
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Kepala Dinas 
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi yakni 
menyelenggarakan pelayanan umum di bidang koperasi, perindustrian 
dan perdagangan. 
b. Sekretariat 
Sekretariat di lingkup Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Luwu Utara terdiri atas Subbagian Umum dan 
Kepegawaian, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan serta Subbagian 
Keuangan. Tugas dan fungsi bagian Sekretariat meliputi segala hal yang 
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berkaitan dengan pelaksanaan tugas kesekretariatan. Tugas dan fungsi 
yang dimaksud seperti merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, 
memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan 
pelaksanaan tugas kesekretariatan.  
Pada Subbagian Umum dan kepegawaian akan melaporkan 
kegiatan Administrasi umum dan kepegawaian, Subbagian Perencanaan 
dan Pelaporan akan melaporkan perencanaan dan pelaporan, sedangkan 
Subbagian Keuangan akan melaporkan urusan keuangan, kegiatan 
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). 
 
c. Bidang Koperasi dan UMKM 
Bidang Koperasi dan UMKM dikepalai oleh Kepala Bidang dan 
terdiri atas tiga Sub bidang yakni Seksi Bina Lembaga dan Usaha 
Koperasi, Seksi Bina Usaha Koperasi dan Seksi Pemberdayaan Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun tugas dari Kepala Bidang Koperasi 
dan UMKM terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM 
adalah sebagai berikut. 
1) Tugas Kepala Bidang 
a. Merumuskan bahan kebijaksanaan teknis pembinaan, 




b. Merumuskan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan 
pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi 
c. Merumuskan bahan bimbingan dan pengendalian teknis  
pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan 
kepada koperasi dan usaha kecil menengah antara lain bidang 
usaha, pengadaan barang dan jasa serta pemborongan barang 
pemerintah 
d. Merumuskan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitasi pembiayaan 
koperasi dan usaha kecil menengah melalui antara lain bank 
koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan 
lembaga alternatif lainnya 
e. Merumuskan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
pelaksanaan penyelenggaraan koperasi dan UKM di bidang 
kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan 
usaha serta pengembangan sumber daya manusia 
f. Merumukan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Koperasi dan 
UKM 
2) Tugas Seksi Bina Lembaga dan Usaha Koperasi 
a. Melaksanakan inventarisasi data dan pengelompokkan 
pengusaha kecil dan menengah 
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b. Menyiapkan teknis pembinaan dan bimbingan kepada 
pengusaha usaha pertanian dan non pertanian 
c. Melaksanakan pembinaan dalam bentuk konsultasi, pelatihan 
studi banding, pemagangan, pameran dan temu kemitraan bagi 
usaha pertanian dan non pertanian 
3) Tugas Seksi Bina Usaha Koperasi 
a. Melaksanakan program dan rencana kerja pembinaan dan 
bimbingan Bina Usaha Koperasi. Melaksanakan pembinaan 
dan pengembangan usaha dan permodalan pada pengusaha 
pada Bina Usaha Koperasi 
b. Melaksanakan pemeliharaan mutu hasil produksi yang 
dihasilkan 
c. Melaksanakan upaya promosi hasil produksi baik local, provinsi 
dan nasional 
4) Tugas Seksi Pemberdayaan  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
a. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian ijin usaha 
perdagangan 
b. Menyiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka 
pengembangan eksport daerah dan kegiatan perdagangan 
didaerah dan penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis 
dalam rangka pengembangan usaha 
c. Menyiapkan data pendaftaran perusahaan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
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d. Menyiapkan bahan penyuluhan dan memberikan bimbingan 
dalam rangka pembinaan dan pengembangan pasar 
e. Menyiapkan bahan, menganalisa dan mengevaluasi 
data/informasi serta bahan pengendalian kegiatan pengadaan 
dan penyaluran barang dan jasa pada seksi Pemberdayaaan 
Usaha Mikro, Kecil, Menengah 
f. Melaksanakan monitoring rencana dan program pembinaan 
dan pengendalian kegiatan usaha perdagangan yng antara lain 
meliputi faktor-faktor pendukung dn penghambatnya serta 
menyusun saran perbaikan atau pemecahan masalah 
d. Bidang Pembiayaan dan Pemasaran 
Seperti halnya Bidang Koperasi dan UMKM, Bidang Pembiayaan 
dan Pemasaran juga dikepalai oleh Kepala Bidang dan terdiri atas 3 
subbidang yakni Seksi Fasilitas Pembiayaan, Seksi Pengembangan 
Simpan Pinjam dan Seksi Sarana dan Prasarana. Sub-sub bidang 
tersebut masing-masing mempunyai tugas yang saling bersinergi dalam 
pengembangan, penguatan dan perlindungan UMKM di Kabupaten Luwu 
Utara. 
1) Tugas Kepala Bidang 
a. Menyusun bahan bimbingan teknis bidang pembiayaan dan 
pemasaran dan bahan bimbingan dan petunjuk teknis dalam 
rangka pembinaan dan peningkatan fasilitas, pembiayaan, 
promosi dan simpan pinjam 
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b. Menyusun bahan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan 
keterampilan pengusaha dalam hal pembiayaan dan 
pemasaran 
c. Menyusun dan penyebarluasan informasi mengenai 
pelaksanaan dan pengebangan pembiayaan dan pemasaran 
d. Menganalisa data para pengusaha dengan hasil produksinya 
masing-masing dalam mengikuti promosi 
e. Mengelolah data perkembangan usaha dari pengusaha yang 
telah mengikuti promosi untuk keperluan evaluasi terhadap 
partisipasi dalam promosi 
2) Tugas Seksi Fasilitas Pembiayaan 
a. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan koordinasi dengan 
instansi pemerintah, BUMN/swata dalam upaya mengumpulkan 
dana bergulir pada para pelaku usaha industi keci dan dagang 
b. Melaksanakan sosialisasi adanya program dan bergulir kepada 
masyarakat luas 
c. Memeriksa berkas permohonan dana bergulir yang selanjutnya 
mengadakan seleksi awal terhadap permohonan 
d. Menyiapkan rekening giro atas nama pemohon di BRI atau 
bank yang di tunjuk untuk menampung pengambilan angsuran 
dan bergulir 
e. Menerbitkan surat persetujuan bantuan pinjaman dana bergulir 
sekaligus mengikat perjanjian dengan pemohon 
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3) Tugas Seksi Pengembangan Simpan Pinjam 
a. Mengumpulkan dana penyususn bahan bimbingan teknis sksi 
pengembangan simpan pinjam 
b. Menyiapkan bahan petunjuk teknik peningkatan kemampuan 
dan keterampilan usaha dalam hal penilaian dan pembiayaan 
simpan pinjam 
c. Mengumpulkan dan mengelola data perkembangan usaha dari 
para pengusaha yang telah mengikuti promosi untuk keperluan 
evaluasi terhadap partisipasi dalam penilaian dan pembiayaan 
simpan pinjam 
4) Tugas Seksi Sarana dan Prasarana 
a. Menyiapkan identifikasi dan menyusun daftar pengusaha kecil, 
menengah dan besar untuk calon mitra usaha dalam rangkaian 
kemitraan 
b. Membuat profil-profil investasi proyek kemitraan  
c. Melaksanakan forum temu usaha dan pengarahan bagi usaha 
kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka 
kemitraan 
e. Bidang Perindustrian 
Bidang Perindustrian terdiri atas 3 sub bidang yakni Seksi 
Pengembangan Usaha Industri, Seksi Bina Produksi dan Seksi Sarana 
dan Prasarana. Sub bidang ini mempunyai tugas masing-masing yang 
terkait dengan pemberdayaan usaha industri. Bidang Perindustrian 
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dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasi dan 
mengatur kegiatan di bidang perindustrian. 
1) Tugas Kepala Bidang 
a. Merumuskan kebijaksanaan teknis pembinaan, 
pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan usaha 
industri 
b. Merumuskan badan penyusun rencana dan program pmberian 
izin usaha dan tanda daftar industri 
c. Merumuskan bahan penyusunan rencana program 
pelaksanaan penerbitan izin usaha kawasan industri. 
d. Merumuskan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
pengelolaan dan pengembangan kawasan industri berikat dan 
penyelenggaraa kemitraan industri kecil ,menengah, besar  dan 
sector ekonomi lainnya 
e. Merumuskan bahan kebijaksanaan teknik merumuskan teknik 
penyelengaraan agro bisnis dan agro industry dalam rangka 
meningkatkan potensi pasar dan bahan bimbingan dan 
pengendalian  teknik pelakasaan pembinaan perlindungan 
konsumen 
f. Merumuskan bahan kebijaksaan teknis penyelengaraan 




g. Merumuskan bahan penyusunan rencana dan program 
pemberian dan penerbitan izin usaha perdagangan (SIUP) dan 
penyusunan rencana dan program pemberiaan dan penerbitan 
surat izin tempat usaha (SITU), merumuskan bahan bimbingan 
dan penyelengaraan wajib daftar perusahaan (WDP) 
2) Tugas Seksi Pengembangan Usaha Industri yakni menyiapkan 
bahan bimbingan dan pengembangan usaha industri 
3) Tugas Seksi Bina Produksi  
a. Mengolah data usaha dan sarana perdagangan sebagai bahan 
konsultasi dengan pemerintah Daerah, instansi 
Pemerintah/swasta, serta lembaga-lembaga / asosiasi terkait. 
b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan bimbingan teknis 
pembinaan sarana dan usaha perdagangan serta pembinaan 
iklim usaha, pemantapan keterkaitan antar dunia 
usaha,pemantapan keterkaitan antar dunia usaha dan antar 
sector,  peningkatan kerja sama dunia usaha dalam 
pemanfaatan dan pengembangan sarana dan usaha 
perdagangan. 
c. Menyiapakan, pengelolaan dan penganalisaan data 
perusahaan yang ada di daerah sebagai persiapan pemberian 
ijin usaha dan pengendalian usaha perdagangan. 
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d. Menyiapkan, mengolah dan menganalisa data perijinan usaha 
perdagangan dalam rangka pengelolaan, pembinaan dan 
pengembangan usaha dan sarana perdagangan. 
e. Menyiapkan bahan peningkatan kemampuan dan keterampilan 
pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan 
terutama kemampuan teknis manajemen, kewiraswastaan, 
penerapan standar disasi  dan persaingan usaha. 
f. Melaksanakan  evaluasi rencana dan program pemberian dan 
pengendalian sarana perdagangan serta perijinan usaha 
perdagangan meliputi factor-faktor pendukung dan hambatan 
guna menyusun sarana perbaikan/pemecahan. 
4) Tugas Seksi Sarana dan Prasarana 
a. Melaksanakan monitoring (pengumpulan) dan analisa data 
harga,pengadaan dan penyaluran  barang atau komoditi 
kebutuhan masyarakat yang terdiri dari bahan pokok (beras, 
gula, pasir, minyak goring, telur daging, tepung terigu , minyak 
tanah, dan lain-lain) barang penting atau strtegis seperti 
pupuk,semen, bahan bakar minyak dan gas, bahan bangunan, 
alat tulis dan lain-lain srta barang umum lainnya sehingga dapat 
memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar. 
b. Melaksakan pemantauan dan pengawasan terhadap fungsi dan 
peran pelaku usaha perdagangan dala mendistribusikan 
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komoditi atau barang kebutuhan masyarakat, yaitu grosir 
distributor, agen dan pengecer. 
c. Melaksankan pemantauan dan pengawasan terhadap komoditi 
atau barang yang beredar di kabupaten meliputi : barang umum 
atau barang bebas tata niaganya, barang-barang yang diatur 
dan dikendalikan tata niaganya, barang yang dilarang 
diperdagangkan. 
d. Melakukan penyebaran informs usaha khusunya informasi  
pasar kepada pengusaha baik aspek harga maupun non garga, 
komoditi bahan pokok dan komoditi potensial hasil produksi 
local. 
e. Melaksanakan pengadaan pembinaan kepada pelaku usaha 
perdagangan  khususnya dalam distribusi barang dan jasa 
dalam mengamankan kelancaran arus barang dan jasa di 
kabupaten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
f. Menyiapkan bahan dan memberikan bimbingan promosi barang 
dan jasa kepada para pengusaha.  
    f. Bidang Perdagangan 
Bidang Perdagangan dipimpin oleh kepala bidang yang juga terdiri 
dari Sub bidang yakni Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan, Seksi 
Bina Perlindungan Konsumen dan Meterologi dan Seksi Pendaftaran 
Perusahaan dan Perizinan. Tugas-tugas Bidang Perdagangan fokus pada 
perlindungan konsumen sebagai sasaran produk dari para pelaku usaha. 
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Hal ini lebih intens ditangani oleh Seksi Bina Perlindungan Konsumen dan 
Meterologi. Selain itu, tugas sub bidang lain terkait UMKM yakni tugas 
Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan melaksanakan pendaftaran 
dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan 
(UTTP) sesuai peraturan yang berlaku.  
Sedangkan tugas dari Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Perizinan 
terkait dengan melakukan perencanaan kegiatan diklat dan penyuluhan 
industry sebgai acuan pelaksanaan tugas, meneliti dan memproses 
permohonan pendaftran perusahaan dan perizinan, mengadakan 
koordinasi dengan pemerintah daerah tentang pelaksanaan kegiatan 
pendaftaran perusahaan dan perizinan dan melaksanakan evaluasi 
terhadap pendaftaran perusahaan dan perizinan. 
4.4. Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di 
Kabupaten Luwu Utara 
Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu strategi pemerintah 
untuk mensejahterakan masyarakat. Kebijakan demikian dengan jelas 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah. Sebagai konsekuensi diundangkannya 
peraturan ini, pemerintah harus terus berupaya untuk mengembangkan 
UMKM dengan memberikan bantuan baik berupa permodalan, 
pemasaran, pelatihan dan pendidikan. Hal ini tidak terlepas dengan 




Pemberdayaan UMKM disetiap daerah khususnya di Kabupaten 
Luwu Utara juga berpedoman pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 
2008 tentang UMKM. Salah satu kebijakan yang telah diatur Pemerintah 
Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk mendukung hal tersebut adalah 
mengatur perizinan membuka usaha dengan mengeluarkan Peraturan 
Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pendelegasian 
Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada 
Camat. Dalam peraturan ini, diatur pendelegasian wewenang Bupati yang 
dikerjakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kepada 
Camat. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan bagi usaha 
Mikro dan Kecil dalam memperoleh perizinan usaha. Namun, dalam hal 
mendukung pemberdayaan UMKM yang sifatnya potensial tidak cukup 
hanya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang ruang 
lingkupnya untuk nasional. Diperlukan aturan untuk daerah yang secara 
spesifik mengatur pemberdayaan UMKM. Terlebih jika berbicara tentang 
peran pemerintah daerah, yang harus dikuatkan dengan regulasi khusus 
di daerah terkait dengan pemberdayaan UMKM.  
Selain aturan pendelegasian wewenang tersebut, Pemerintah 
Daerah yakni Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
menjalankan tugas sesuai Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dijabarkan melalui tugas fungsi 
berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara  Nomor 40 Tahun 2008 tentang 
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Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada 
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara. 
Dengan adanya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
kabupaten Luwu utara, maka peranan pemerintah daerah dalam 
mendukung pengembangan UMKM semakin nyata dan terlihat. Peranan 
Pemerintah Daerah tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi peranan 
Pemerintah Daerah memberikan motivasi kepada pelaku UMKM yang 
menyebabkan semakin giat mengembangkan usahanya. Hal ini sesuai 
wawancara dengan Ibu Titi, selaku penjaga Outlet Kampoeng Coklat 
Chalodo bahwa:  
“UMKM yang saya rintis awalnya inisiatif sendiri. Tapi lama kelamaan 
pemerintah melihat usaha ini bisa dibina maka pemerintah mulai 
campur tangan dalam membantu pengembangan usaha saya.” 
(Wawancara pada tanggal 8 Oktober 2016). 
 
Sejalan dengan pendapat Ibu Titi, Ibu Masdiana selaku Ketua 
Kelompok UKM Mawar Merah mengungkapkan bahwa, 
“Peranan Pemerintah Daerah sangat membantu dalam usaha saya. 
Awalnya kami dilatih dan dibina di Baptek, setelah itu kita disuruh 
bentuk kelompok, setelah berkelompok kita berusaha memproduksi 
apa saja yang ada di daerah untuk bahan bakunya, dan dari bahan 
baku tersebut akhirnya menjadi usaha kami. (wawancara pada 
tanggal 2 November 2016). 
Tak hanya dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal, teknis 
administrasi perizinan yang dilakukan pemerintah daerah diberi 
kemudahan dalam mengurusnya, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 
Dandi Darmadi selaku pemilik usaha Kopi Rakyat Komba bahwa:  
“Saya memulai usaha dengan orang tua atas inisiatif sendiri, tanpa 
pembinaan dari pemerintah. Namun pemerintah sangat mendukung 
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dengan mempermudah izin usaha pelaku UMKM seperti saya.” 
(wawancara pada tanggal 20 Oktober 2016). 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara memberikan bantuan 
kepada pelaku UMKM hanya kepada usaha kelompok saja. Usaha-usaha 
seperti Penjual bahan bangunan (Toko Rista), Apotek (Apotek Sejahtera 
Farma Bone Bone), perhotelan (Hotel Remaja Masamba) dan Sentra 
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Bone Bone yang 
termasuk dalam kategoti UMKM dan telah ditanya oleh peneliti tidak 
mendapatkan campur tangan dari pemerintah baik itu dalam pelatihan 
untuk pekerja, bantuan modal maupun peralatan.  Dampak yang pelaku 
usaha seperti ini rasakan hanya pada kemudahan dalam membuat Surat 
Izin Usaha yang telah dirancang oleh Pemerintah sedemikian rupa. 
Terlepas dari hal tersebut, keseluruhan UMKM di Kabupaten Luwu Utara, 
baik yang mendapat campur tangan oleh Pemerintah maupun tidak, dinilai 
berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Luwu Utara. 
Dalam proses pemerataan pendapatan, menurut Bupati Luwu Utara 
Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M. Si., bahwa:  
“kontribusi potensi UMKM di Luwu Utara tidak diragukan lagi. Karena 
Penyebaran UMKM di setiap kecamatan secara proporsional terbagi 
habis ke dalam 12 kecamatan.” (Wawancara pada tanggal 1 
November 2016).  
 
Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut tentang persebaran UMKM di 







Tabel 23. Jumlah UMKM di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 
 
NO Kecamatan Jumlah UMKM 
1 Sabbang 1.290 
2 Baebunta 1.525 
3 Limbong 108 
4 Seko 74 
5 Rampi 25 
6 Masamba 2.847 
7 Mappedeceng 1.279 
8 Sukamaju 2.337 
9 Bone-Bone 1.582 
10 Tana Lili 507 
11 Malangke 436 
12 Malangke Barat 797 
Jumlah 12.807 
Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara 
UMKM di Kabupaten Luwu Utara meliputi semua usaha termasuk 
industri yang dijalankan masyarakat dengan pembagian untuk Usaha 
Mikro dengan hasil penjualan tahunan ≤ Rp.300.000.000,00, Usaha Kecil 
> Rp. 300.000.000,00 ≤ Rp. 2.500.000.000,00 dan Usaha Menengah        
> Rp. 2.500.000.000,00 ≤ Rp. 50.000.000.000,00.27 
Pada umumnya kontribusi Industri Pengolahan dalam pembentukan 
PDRB Luwu Utara berasal dari UMKM. Nilai Tambah Bruto (NTB) yang 
dihasilkan, cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat 
pada tahun 2014 yakni sebesar Rp 321,46 Milyar atau sekitar 4,20% 
meningkat menjadi Rp 356,41 Milyar pada tahun 2015 dan diasumsikan 
tahun 2016 ini akan mencapai Rp 394,85 Milyar dengan kontribusi sekitar 
4,21% terhadap total NTB/PDRB Luwu Utara. 
                                                          
27 Pasal 6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 
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Sumbangsi UMKM terhadap pengentasan kemiskinan di 
Kabupaten Luwu Utara sementara ini dapat dilihat pada Indeks Gini Ratio 
di Kabupaten Luwu Utara hingga tahun 2016 masih pada kisaran 0,20 
poin atau masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Menurut Kepala 
Badan Pusat Statistik (BPS),  koefisien gini dibagi menjadi tiga indikator, 
yakni kurang dari 0,3 persen menunjukkan ketimpangan rendah, antara 
0,3 sampai 0,5 persen menunjukan ketimpangan tingkat menengah, dan 
lebih dari 0,5 persen menunjukkan ketimpangan tinggi.28 Sementara itu, 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara telah mengisyarakat kepada 
SKPD agar disetiap kelompok penerima bantuan yang dibentuk yang rata-
rata anggotanya terdiri dari 10 - 25 orang, harus memasukkan 75% 
anggotanya berasal dari Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tercantum 
dalam Buku Registrasi RTM yang ada di Bappeda. 
Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Luwu Utara berada 
pada kisaran 41.890 jiwa atau sekitar 13,87% lebih baik dari tahun 
sebelumnya yang berada pada kisaran 14,31%. Dan tahun 2016 
diharapkan berada pada kisaran 13,55% sesuai target RPJMD 2016-
2021. 
Terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara, kontribusi 
Sektor Industri Pengolahan dari UMKM juga tidak kalah baiknya. Seperti 
pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara telah 
                                                          
28 http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160819114341-92-152412/bps-ketimpangan-




mencapai 7,99% dan tahun 2015 tumbuh sebesar 8,25% dan pada tahun 
2016 ini dimungkinkan tumbuh sebesar 8,68%. Sementara Pertumbuhan 
Ekonomi dari sektor Industri Pengolahan yang pada umumnya merupakan 
kontribusi dari UMKM rata-rata tumbuh sebesar 8,40% setiap 
tahunnya.Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bupati Luwu Utara Hj. 
Indah Putri Indriani, S.IP., M.Si., yang mengatakan bahwa, 
“Percepatan pertumbuhan sektor Industri ini diharapkan kedepan 
dapat menggeser dominasi sektor primer dari sektor pertanian ke 
sektor sekunder dan tersier untuk menjadi Luwu Utara sebagai salah 
satu daerah kategori maju di Indonesia.” (Wawancara pada tanggal 1 
November 2016) 
 
Berikut secara lengkap disajikan pertumbuhan UMKM di sektor 
ekonomi pada tahun 2015 dalam tabel 24. 
Tabel 24. Jumlah UMKM di Kabupaten Luwu Utara Menurut 
Sektor Ekonomi pada Tahun 2015 
 
No Sektor Ekonomi 
Skala Usaha 
Jumlah 














1.641 9 2 - 1.652 
4 
Listrik, Gas dan 
Air Bersih 
1.217 2 1 - 1.220 














782 6 2 - 790 
9 Jasa-Jasa Swasta 118 11 5 - 134 
Jumlah 12.661 113 33 - 12.807 
Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara 
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Sementara dalam hal penyerapan tenaga kerja berdasarkan Data 
BPS yang bersumber dari Sakernas 2015, Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) di Kabupaten Luwu Utara hanya berada pada kisaran 
2,60%. Dan berdasarkan data Dinas Koperindag, tenaga kerja yang 
terserap dalam UMKM hingga tahun 2015 berada pada kisaran 16.380 
orang dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 25. Jumlah Tenaga Kerja UMKM di Kabupaten Luwu Utara pada 
Tahun 2015 
NO Kecamatan Jumlah Tenaga Kerja 
UMKM 
1 Sabbang 1.812 
2 Baebunta 1.345 
3 Limbong 152 
4 Seko 117 
5 Rampi 50 
6 Masamba 3.740 
7 Mappedeceng 1.959 
8 Sukamaju 3.773 
9 Bone-Bone 2.403 
10 Tana Lili 507 
11 Malangke 152 
12 Malangke Barat 63 
Jumlah 16.380 
Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara 
Selain itu, dengan adanya UMKM di Kabupaten Luwu Utara dapat 
meningkatkan lapangan kerja, seperti yang disampaikan Masdiani, selaku 
Ketua Kelompok UKM Mawar Merah dan penjaga Toko Pusat Oleh-oleh 
Luwu Utara bahwa:  
“kalau karyawannya adalah kebetulan Ibu Rumah Tangga semua. 
Mereka tidak punya pekerjaan, kemudian Ibu Masdiani mengajak 





Dengan kuantitas UMKM di Kabupaten Luwu Utara menunjukkan 
kreatifitas masyarakat yang tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup yang didukung oleh potensi alam yang ada. Kuantitas 
tersebut menjadikan kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan 
masyarakat seperti pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, 
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dinilai baik. 
 
Dampak-dampak sosial dari adanya kontribusi UMKM di atas tidak 
terlepas dari upaya-upaya pemberdayaan yang telah dilakukan sebelumya 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Secara teknis, 
pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan melakukan penumbuhan 
iklim usaha, penguatan potensi atau daya usaha dan upaya perlindungan 
usaha. Hal ini dikemukakan oleh beberapa ahli yang mendefisinikan 
tentang langkah-langkah dalam pemberdayaan serta dikuatkan dalam 
peraturan perundang-undangan yakni Undang Undang Nomor 20 Tahun 
2008 tentan UMKM. Berikut dipaparkan lebih jelas, upaya-upaya yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam 
mendukung pemberdayaan UMKM. 
 
4.4.1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Menumbuhkan Iklim Usaha 
Dalam menumbuhkan iklim usaha UMKM dapat dilakukan melalui 
dukungan pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, 
perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan 
kelembagaan. Dukungan tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 20 
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Tahun 2008 tentang UMKM. Selain diatur dalam peraturan perundang-
undangan, upaya untuk menumbuhkan iklim usaha juga dikemukakan 
oleh Zubaedi dengan cara mendorong dan membangkitkan kesadaran 




Pendanaan merupakan nadi penting dalam kemajuan sebuah 
usaha yang berada di sektor kecil menengah. Keterbatasan modal usaha 
yang membuat banyak pelaku usaha akhirnya memutuskan untuk mundur 
atau menutup usahanya. Dengan adanya keputusan untuk mengadakan 
investasi suatu jasa atau barang maka diperlukan dana yang dapat 
membelanjai investasi tersebut. Pendanaan di dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia adalah menyediakan dana untuk pembayaran bunga 
atau pokok utang.  Pendanaan juga dapat disebut sebagai Investasi 
dalam dana publik.  
Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
UMKM, pendanaan yang dimaksud yakni: 
1) Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan 
lembaga keuangan bukan bank; 
2) Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya 
sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecildan Menengah; 
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3) Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara 
cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan 
4) Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk 
mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang 
disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, 
baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem 
syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah. 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2010 telah 
memberikan dana bergulir sebesar Rp. 300.000.000,00 kepada 39 pelaku 
UMKM dan 3 UED-SP untuk meningkatkan produktifitas usaha UMKM dan 
industri. Hal ini sesuai dengan tabel berikut. 
Tabel 26. Jumlah Dana Bergulir Beserta Angsuran Yang Diberikan 









Pokok Bunga Jumlah 
1 2006 47 unit 16 unit 459,897,500 64,307,700 524,205,200 




















Jumlah 139 unit 36 unit 1,759,897,500 228,387,759 1,988,285,259 
Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara 
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Namun semenjak tahun 2010 hingga sekarang, Pemberian dana 
secara langsung dihentikan. Alasannya karena sebagian besar pelaku 
usaha yang diberikan dana bergulir tidak membayar kembali dana. 
Padahal dalam pemberian dana bergulir, terdapat kesepakatan antara 
Pemerintah Daerah yakni Dinas Koperindag dan Pelaku Usaha terkait 
(Lampiran 4. Naskah Kesepakatan Bersama). Hal ini sesuai yang 
diungkapkan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperindag, 
Mansur, SP bahwa  
“Pembiayaan sudah dihentikan. Tapi sampai sekarang masih 
belum kembali sekitar 700 juta. Ini dihentikan karena bermasalah, 
pengembalian dana dari pelaku usaha tidak lancar. Karena dana 
bergulir hanya berupa dana pinjaman. Bukan dana hibah”. 
(wawancara pada tanggal 31 Oktober 2016) 
 
Sebagai konsekuensi diberhentikannya Dana bergulir di Kabupaten 
Luwu Utara berakibat pada tidak diberikannya dana ini kepada pelaku 
usaha lain yang juga membutuhkan. Padahal ini seharusnya masih terus 
berlanjut sampai tahun 2015 dengan diterbitkannya oleh Pemerintah paket 
kebijakan ekonomi untuk mendorong perekonomian nasional. 
Seharusnya, Pemerintah Daerah lebih intens mengupayakan agar pelaku 
usaha dapat mengembalikan Dana Bergulir yang dipinjam. Berdasarkan 
temuan yang didapat bahwa terdapat beberapa pelaku usaha di 
Kabupaten Luwu Utara yang tidak mengembalikan Dana Bergulir akibat 
telah “gulung tikar”. Hal ini merupakan pekerjaan utama yang harus 
diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk 
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mendata kembali dan menagih setiap pelaku usaha yang mendapat Dana 
Bergulir. 
Secara nasinal, dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM 
tercermin dalam alokasi APBN 2015 melalui alokasi dana bergulir 
tersebut. Nota Keuangan APBN 2015, menyebutkan  dana bergulir telah 
direalisasikan sebesar Rp.4.567,7 miliar kepada 570.350 KUMKM, serta 
menyerap kurang lebih 1.140.700 tenaga kerja.29 Dengan adanya upaya 
yang dilakukan Pemerintah Pusat seperti ini, diharapkan Pemerintah 
Daerah lebih fokus terhadap pemeliharaan dan pengawasan terhadap 
setiap Dana Bergulir yang telah disalurkan di daerah. 
Selain  Dana Bergulir, salah satu poin paket kebijakan ekonomi 
untuk mendorong perekonomian nasional yang ditujukan bagi 
pemberdayaan sektor UMKM yakni Pemerintah memberikan fasilitas 
subsidi bunga dalam pembiayaan ekspor melalui program Kredit Usaha 
Rakyat (KUR). Fasilitas tersebut memungkinkan UMKM memperoleh 
kredit berbunga rendah dari 22-23% menjadi 12%. 
Metode tersebut telah dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten 
Luwu Utara, dengan melibatkan pihak ketiga dalam pemberian bantuan 
pinjaman dana KUR dalam hal ini Bank-Bank yang telah dipercayakan 
                                                          
29Rio F. Wilantara dan Susilawati. (2016). Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM 
(Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA). Bandung: 
Refika Aditama. Hal. 195. 
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oleh Pemda Luwu Utara.  Hal ini terungkap pada Hasil Wawancara 
dengan Camat Masamba, Saleh, S.Sos., M.Si bahwa:  
“Pemerintah Daerah telah mengarahkan pelaku usaha jika ingin 
bermitra atau melakukan pinjaman ke Bank,  alurnya dari Desa 
kemudian ke kecamatan kemudian langsung permohonan ditujukan 
ke Bank tujuan KUR.” (Wawancara pada tanggal 7 Oktober 2016). 
Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat lebih mudah untuk 
mendapatkan pinjaman modal usaha. Masyarakat tidak perlu lagi 
mengharapkan bantuan modal dari Pemerintah sebab adanya Dana KUR 
di Bank. 
b. Sarana dan Prasarana 
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 
dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah 
segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya 
suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Pada dasarnya, tujuan 
diadakannya perencanaan sarana dan prasarana adalah: 1) untuk 
menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan; 
dan 2) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 
pelaksanaannya. Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan 
kekeliruan dalam menerapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang 
kurang/tidak memandang kebutuhan ke depan dan kurang cermat dalam 
menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat 
kepentingan. Sedangkan menurut Undang Undang 20 tahun 2008 tentang 
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UMKM, yang dimaksud sarana dan prasarana dalam pemberdayaan 
UMKM yakni: 
1) Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan 
mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan 
2) Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha 
Mikro dan Kecil. 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terus  berupaya menyediakan 
sarana dan prasarana usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) agar bisa berkembang pesat. Hal ini terlihat dengan dibangunnya 
beberapa fasilitas penunjang berupa stand dan kios-kios di pasar yang 
dikhususkan untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara.  
Selain pasar yang disediakan untuk mewadahi usaha pelaku 
UMKM, Pemerintah Daerah juga membangun satu tempat khusus untuk 
mengembangkan UMKM di Kabupaten Luwu Utara yakni Pusat Oleh-oleh 
Luwu Utara. Tempat ini difungsikan untuk mengembangkan, menampung 
sekaligus menjual semua hasil produksi UMKM yang berasal dari 
Kabupaten Luwu Utara dimana pelaku UMKM menitipkan hasil 
produksinya. Produk-produk UMKM yang dijual di Pusat Oleh-oleh Luwu 
Utara terdiri dari berbagai jenis olahan, mulai dari makanan sampai 
kerajinan tangan. Produk hasil olahan UMKM yang berupa makanan 
seperti Kripik Rumput Laut (olahan Rumput Laut), Kacang Sembunyi, 
Bagea (hasil olahan Sagu), Bagea Coklat, Permen Coklat (hasil olahan 
Kakao), Makaroni Kacang. Sedangkan produk kerajinan tangan seperti 
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Bunga Pipet, Keranjang Rotan dan alat cobek. Produk-produk UMKM ini 
berasal dari berbagai kelompok usaha UMKM yang berbeda.  
Biaya yang digunakan dalam pembangunan Pusat Oleh-oleh Luwu 
Utara merupakan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu 
Utara. Namun, pembiayaan dalam hal pemeliharaan tempat ini setiap 
bulannya ditanggung sendiri oleh pelaku UMKM yang memang ditugaskan 
oleh Pemerintah Daerah yakni Dinas Koperindag. Pelaku UMKM yang 
ditugaskan yaitu Kelompok UKM Mawar Merah yang juga membuat dan 
menjual produknya di Pusat Oleh-Oleh Luwu Utara. Hal ini sesuai yang 
diungkapkan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara, Masdiani 
selaku Ketua Kelompok UKM Mawar Merah dan penjaga Toko Pusat 
Oleh-oleh Luwu Utara bahwa:  
“untuk pemeliharaan setiap bulan, saya sendiri yang membiayai 
gedung tersebut tapi untuk bantuan fasilitas peralatan di dalam toko 
seperti etalase, pemerintah yang memberinya.” (Wawancara pada 
tanggal 2 November 2016). 
 
Berdasarkan realita tersebut, upaya Pemerintah Daerah dalam 
mendukung sarana dan prasarana dapat terlihat dengan membangun 
Pusat Oleh-oleh Luwu Utara. Tanggungg jawab pemeliharaan tempat 
yang diberikan kepada pelaku usaha dinilai baik. Sebab, tujuan dari 
pemberdayaan adalah tumbuhnya kemandirian di kalangan masyarakat. 
Namun, dalam hal ini Pemerintah Daerah perlu mengontrol dan 
mengawasi proses penggunaan bangunan tersebut. 
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Selain itu, Pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara memberikan 
bantuan pada tempat Pusat Oleh-oleh Luwu Utara tidak hanya dalam 
bentuk pendanaan, tetapi bantuan lain berupa peralatan-peralatan seperti 
bantuan Etalase Penjualan, mesin pengolah dan bahan-bahan untuk 
kemasan.  
c. Informasi usaha 
Informasi adalah sekumpulan data/fakta yang diorganisasi atau 
diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Data 
yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi penerima 
maksudnya yaitu dapat memberikan keterangan atau pengetahuan. 
Pentingnya informasi dalam peluang usaha dapat memberi informasi 
peluang usaha melalui berbagai media, mempercepat pengambilan 
keputusan dalam menentukan peluang usaha, menggali peluang usaha, 
menyusun konsep usaha dan menciptakan nilai tambah yang 
menguntungkan 
Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM ditujukan yaitu: 
1) membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan 
jaringan informasi bisnis; 
2) mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, 
sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, 
dan mutu; dan 
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3) memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi 
semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala 
informasi usaha. 
Terkait dengan informasi usaha, Kepala Dinas Koperindag Luwu 
Utara menjelaskan: 
“Informasi usaha merupakan salah satu program Dinas Koperindag 
dalam pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini, Dinas Koperindag 
memberi informasi-informasi yang berkaitan dalam pengembangan, 
pemasaran, promosi kepada pelaku UMKM, contohnya pada saat 
ada pameran, Dinas Koperindag memberi informasi mengenai 
kegiatan tersebut. Seperti yang pernah diadakan oleh Provinsi, atau 
acara di Kabupaten seperti HUT Luwu Utara kemarin yang 
mengadakan pameran. Produk dari beberapa UMKM diikutkan 
dalam kegiatan tersebut.” (wawancara pada tanggal 6 Oktober 
2016). 
 
Dari penjelasan tersebut diatas terlihat bahwa peran pemerintah 
lebih ditekankan pada penyebarluasan informasi pasar kepada pelaku 
UMKM. Pelaku UMKM diinformasikan jika ada kegiatan pameran yang 
memungkinkan menjadi sarana promosi dan penjualan produk UMKM. 
Meskipun demikian, dalam pelaksanaan penyebaran informasi mengenai 
kegiatan pameran ternyata belum berjalan efektif karena belum dapat 
menjangkau semua UMKM. Hal tersebut disebabkan karena tidak 
lengkapnya data base UMKM khususnya pada nomor kontak masing-
masing pelaku UMKM. Hal tersebut sekaligus menunjukkan jika 
Pemerintah Daerah Luwu Utara belum mampu menerapkan pemanfaatan 






Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua 
pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan 
bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. 
Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan 
mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan 
usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan, memonitor, dan 
mengevaluasi sampai target tercapai. 
Kerjasama antara perusahaan di Indonesia, dalam hal ini antara 
UMKM dan Usaha Besar, dikenal dengan istilah kemitraan (Peraturan 
Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan). Kemitraan tersebut 
harus disertai pembinaan Usaha Besar terhadap UMKM yang 
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling 
menguntungkan. Pola kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar di 
Indonesia yang telah dibakukan, menurut UU No. 9 Tahun 1995 tentang 
Usaha Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan terdiri atas 5 
(lima) pola, yaitu : (1). Inti Plasma, (2).Subkontrak, (3).Dagang Umum, 
(4).Keagenan, dan (5).Waralaba. 
Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM 
pada pasal 11, kemitraan ditujukan untuk: 
a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 




c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan 
dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah; 
d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan 
dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah, dan Usaha Besar; 
e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya 
persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan 
g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha 
oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
Berdasarkan hal tersebut, maka peranan Pemerintah daerah sangat 
penting dalam proses memitrakan pelaku UMKM. Sebab hal ini dapat 
membantu usaha kecil untuk berkembang. Hasil Wawancara dengan 
Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperindag Luwu Utara, Mansur, 
SP., bahwa,  
“Dengan memitrakan usaha-usaha mikro kecil kepada usaha besar 
dan harus menjadi perekat bagi usaha yang dibawah. Jangan 
sendiri, usaha tidak akan berkembang jika dilakukan sendiri. Seperti 
menjalankan usaha mikro harus dengan kelompok. Karena akan 
susah berkembang. Usaha mikro dan kecil yang berkelompok akan 
dapat menyaingi usaha besar. Misalnya, usaha besar mempunyai 
mempunyai asset Rp. 1 Milyar, usaha mikro Rp. 100 Juta yang 





Adapun dari teknis pola kemitraanya, Hasil wawancara dengan 
Kepala Dinas Koperindag Luwu Utara, Yansen Tempo, SE., M.Si 
mengungkapkan : 
“Pemda dalam mengkordinasi kemitraan UMKM seperti misalnya 
pada saat ada pameran, Dinas Koperindag mencarikan mitra untuk 
para pelaku UMKM, kalau ada yang berminat kita yang memfasilitasi 
mereka. Kordinasinya seperti ada kelompok usaha kopi yang sulit 
dalam pemasarannya, ada mitra yang mau mengambil/membeli 
produksinya, kita memfasilitasinya dengan mempertemukan mereka, 
tentunya dengan Mou. Mitra dilakukan dengan antar pelaku usaha. 
Biasa ada yang langsung mencari mitra sendiri tidak melalui Dinas 
Koperindag.” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2016). 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa usaha yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara masih terbilang 
pasif. Aspek dukungan dalam mewujudkan kemitraan antar jenis usaha 
belum dilaksanakan secara jelas oleh Pemerintah Daerah. Kemitraan 
yang terjadi biasanya hanya bersifat insidental. Misalnya saat ada 
pameran dimana ada pelaku usaha lain yang ingin bermitra dengan 
pelaku usaha yang menjadi peserta pameran. 
 
e. Perizinan Usaha 
Izin (verguning) adalah suatu persetujuan dari penguasa 
berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah  untuk dalam 
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan 
peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah 
sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan 
(Adrian Sutedi, 2010). 
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Jadi perizinan adalah suatu bentuk pelaksaanaan fungsi 
pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah 
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini 
dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota 
dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau 
diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum 
yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. 
Jika dikaitkan dengan perekonomian, maka izin usaha merupakan 
suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas 
penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau 
suatu perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah 
suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan 
menerbitkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, 
maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha 
dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya. 
Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM 
dijelaskan aspek yang meliputi dukungan dalam perizinan usaha seperti : 
1) Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan 
sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan 
2) Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan 
keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. 
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Berdasarkan indikator-indikator tersebut diatas, dapat dilihat pada 
realitas yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara. Pemerintah memberikan 
kemudahan kepada pelaku usaha UMKM dalam urusan perizinan. Pelaku 
usaha khususnya skala mikro dan kecil tidak perlu lagi memperoleh izin di 
Dinas terkait tapi cukup di tingkat kelurahan/desa yang diketahui oleh 
Camat kemudian ke BPPTSPM untuk menerbitkan surat izin. Hal ini 
sesuai dengan yang diungkapkan Lurah Marobo Kecamatan Sabbang, 
Imran Djaddung, SE. bahwa, 
“Dalam Proses perizinan, khususnya perizinan di kelurahan, alurnya 
masyarakat datang kesini di loket, formatnya sudah ada dari PTSP, 
jadi kita disini tinggal memastikan bahwa dia adalah warga kita 
dengan melihat KTP dan KK nya kemudian jelas dia bergerak di 
bidang usaha apa. Setelah itu tanda tangan surat pengantar, baru 
mereka bawa kembali ke PTSP. Dan standar pelayanannya seperti 
pelayanan dasar yang lainnya.” (wawancara pada tanggal 1 
November 2016) 
Sejalan dengan pendapat diatas, Hasil wawancara dengan Hasria 
selaku Ketua Kelompok Jahit Mawar, bahwa dalam pengalamannya 
mengurus surat izin usaha sangat mudah dan pembiayaannya gratis. 
“Perizinan usaha lancar, kalau habis masanya disambung lagi. 
Biasanya 5 tahun masanya. Prosesnya kalau mau bikin surat izin 
usaha pertama harus lengkap datanya. Ke kelurahan melapor dan 
ambil surat rekomendasi kalau kita punya usaha tujuan untuk lurah 
mengetahui. Terus pemerintah meninjau tempat usaha apakah betul-
betul ada. Itu yang biasa susah kalau ada berkas yang tidak lengkap 
datanya seperti Akta Notaris (ini dibayar), Nilep, NPWP. Kalau saya 
lengkap semua. Kalau SITU, SIUP itu gratis.” (Wawancara pada 
tanggal 1 November 2016). 
Setelah mendapat rekomendasi dari kelurahan/desa, pelaku UMKM 
mendaftar ke BPPTSPM untuk penerbitan surat izin. Berikut Gambar 
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Bagan Alur Penerbitan Alur Penerbitan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha 
Industri (SIUI), dan Tanda Daftar Industri (TDI) di kantor BPPTSPM 
kabupaten Luwu Utara. 
Gambar 3. Alur Penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin 





(Loket Pendaftaran)     (Ruang Input Data) (Melakukan rapat teknis) 
 
 
         
 
 
Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan      
Penanaman Modal (BPPTSPM) Kabupaten Luwu Utara 
Selain tata cara perizinan usaha yang lebih disederhanakan dan 
membebaskan biaya perizinan untuk Usaha Mikro serta memberi 
Pemohon Front Office 
 










Memeriksa dan memvalidasi 
dokumen untuk disahkan 
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keringangan perizinan bagi Usaha Kecil, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Luwu Utara juga membebaskan biaya pengurusan untuk Sertifkat Tanah 
bagi pelaku UMKM. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha yang telah 
mempunyai Sertifikat Tanah dapat dengan mudah memperoleh pinjaman 
Dana KUR di Bank dengan agunan yang dipersyaratkan. Sebab salah 
satu syarat untuk memperoleh pinjaman Dana KUR di Bank adalah 
menjaminkan agunan seperti sertifikat tanah dan bangunan. Hal ini 
ditegaskan oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Koperasi dan 
UKM Dinas Koperindag Luwu Utara, Mansur, SP., bahwa, 
“Sekarang ada namanya program sertifikat Hak Atas Tanah Gratis. 
Tanggal 17 Okober nanti kita bagikan 100. Alur pemberian sertifikat 
ini dimulai dari Desa mengusul dengan tujuan ada lebih dari 1 pelaku 
usaha yang ditangani, Desa mengusul ke Dinas Koperindag, setelah 
itu kami daftar ke BPN, kami bekerjasama dengan BPN, setelah 
terbit sertifikatnya, ada pendamping yang akan memfasilitasi 
berhubungan dengan Bank boleh dalam hal permasalahan modal. 
Nah, bagi pelaku usaha yang sudah mempunyai sertifikat dan 
kekurangan modal, bisa dibantu untuk mendapatkan bantuan dari 
Bank dengan agunan Sertifikat tadi.” (Wawancara pada tanggal 6 
Oktober 2016). 
Berdasarkan upaya-upaya tersebut diatas yang telah dilakukan, 
dapat dikatakan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 
dalam mendukung aspek perizinan usaha sangat jelas terlihat melalui 
kemudahan perizinan serta biaya yang tidak dibayar. Penumbuhan iklim 
usaha yang dilakukan oleh Pemerintah ini menjadi salah satu indikator 
yang dapat memicu masyarakat untuk mau berwirausaha serta terkhusus 
untuk pelaku usaha lain agar mempertahankan dan mengembangkan 
usaha yang telah dijalankan. 
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f. Kesempatan berusaha 
Aspek kesempatan berusaha sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 13 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 ditujukan untuk: 
1. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian 
lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi 
pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar 
bagi pedagangkaki lima, serta lokasi lainnya; 
2. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan 
Kecil di subsektor perdagangan retail; 
3. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki 
kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai 
warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; 
4. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka 
untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
5. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah; 
6. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh 
Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaansecara langsung; 
7. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan 
pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah;dan 
8. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. 
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Berdasarkan pelaksanaan indikator di atas, secara keseluruhan 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terus berusaha mengoptimalkan 
proses terkhusus dalam mendukung kesempatan berusaha. Namun, 
masih terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana. Seperti 
mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki 
kekhususan proses, memberikan bantuan konsultasi hukum dan 
pembelaan. Pemerintah Daerah lebih fokus pada menentukan peruntukan 
tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar dan lokasi yang 
wajar bagi pedagang kaki lima. Hal ini terungkap dari Wawancara dengan 
Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperindag Luwu Utara, Mansur, 
SP., bahwa:  
“pelaku-pelaku usaha telah diberikan tempat seperti pasar, yakni 
pasar sentral di Kota, di Kecamatan dan di beberapa desa. Salah 
satu program dari Dinas Koperindag yaitu pembangunan pasar.” 
(Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2016). 
Sejalan dengan pendapat diatas, Kepala Bidang Perdagangan Dinas 
Koperindag Luwu Utara, Mahfud Ruslin, ST., juga mengatakan bahwa, 
“Dinas koperindag di Luwu Utara fokus pada pembangunan fisik 
pasar, tapi pengelolaannya kita serahkan ke kecamatan. Jadi untuk 
menentukan penempatan pedagang yang ada dipasar itu di 
kecamatan tapi tetap di SK kan oleh Bupati. Tetapi kami sebagai 
pihak yang membidangi perdagangan merekomendasikan. 
Contohnya, pasar di Sukamaju yang baru bangun, kami bersurat 
untuk penempatan pedagang ke kecamatan untuk mengirimkan 
daftar pedagang yang akan menempati kios tersebut. Kemudian itu 
nanti akan di SK kan kepada Bupati. Tapi untuk penentuan tempat 
atau lokasi yang akan dijadikan tempat resmi untuk membangun itu 
kewenangan pemerintah  kecamatan. Nah, disitu diutamakan 
pedagang yang sebelumnya sudah ada disitu dan didata kembali. 
Dan diberi SK dari Bupati untuk menempati tempat 
tersebut.“(wawancara pada tanggal 31 Oktober 2016) 
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Berdasarkan Wawancara dengan kepala Bappeda Pemerintah 
kabupaten Luwu Utara, Pemerintah Kabupaten telah berusaha dan 
memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan UMKM. 
Salah satunya dengan mempermudah perizinan dan memberikan ruang 
atau tempat untuk berdagang kepada para pelaku UMKM. Tak hanya itu, 
Pemerintah Daerah juga telah banyak memberikan bantuan promosi baik 
di dalam Kabupaten Luwu Utara maupun di luar Kabupaten. 
g. Promosi dagang 
Promosi pada hakekatnya adalah suatu komunikasi pemasaran, 
artinya aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 
mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas 
perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal 
pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Tjiptono, 
2001). Tujuan promosi ada empat hal, yaitu memperkenalkan, membujuk, 
modifikasi dan membentuk tingkah laku serta mengingatkan kembali 
tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan (Sistaningrum, 2002). 
Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM pada 
pasal 14, promosi dagang ditujukan untuk : 
a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
di dalam dan di luar negeri; 
b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; 
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c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan 
secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar 
negeri; dan 
d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk 
dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan 
usaha dalam negeri dan ekspor. 
Realitas di Kabupaten Luwu Utara, indikator-indikator tersebut 
diatas belum dijalankan sepenuhnya. Pemerintah Daerah khususnya 
Dinas Koperindag melakukan pendukungan dibidang promosi dagang 
secara umum. Untuk meningkatkan daya saing dan mengenalkan produk-
produk UMKM yang ada di Kabupaten luwu utara agar semakin diminati 
dan mendapatkan pangsa pasar yang luas, Pemerintah Kabupaten Luwu 
utara melakukan kegiatan promosi melalui pameran tingkat daerah 
maupun tingkat nasional. Hal ini sesuai yang diungkapkan Kepala Bidang 
Koperasi dan UMKM Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara, Mansur, 
SP., bahwa : 
“pada kegiatan pemasaran dengan kita selalu ikutkan promosi dan 
pameran. Seperti nanti kita akan ikutkan di Makassar tanggal 14 
Oktober di Hotel Sheraton dalam acara The Third BIMP-EAGA and 
IMT-GT TRADE EXPO, CONFERENCE, AND BUSINESS 
MATCHING 2016 dengan membawa sampel produknya.” 
(Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2016). 
Pada pameran tersebut, produk-produk UMKM yang diikutkan 
seperti kopi bubuk, coklat, kerupuk, kue tradisional yang dikemas dalam 
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berbagai merek. Tidak hanya produk yang dibawa tetapi pelaku usaha 
juga diikutkan untuk menjelaskan setiap detail produk kepada pendatang 
dalam pameran. 
h. Dukungan Kelembagaan 
Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi 
inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan 
mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga 
pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
Dalam mendukung kelembagaan, Pemerintah Daerah khususnya 
Dinas Koperindag hanya memfasilitasi pelaku UMKM ke Bank tujuan 
untuk memperoleh Dana KUR. Terlepas dari ada itu, Dinas Koperindag 
belum sepenuhnya mendukung indikator aspek kelembagaan yang 
diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang 
UMKM. Seharusnya hal ini menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah 
mengingat aspek kelembagaan sangat membantu dalam perguliran 
UMKM. Namun, hal ini akan terus digalakkan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Luwu Utara seiring dengan perkembangan jumlah dan potensi 





4.4.2. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Potensi atau Daya 
Usaha 
Telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa peranan UMKM  
sangat membantu perekonomian suatu daerah. Kehadiran UMKM bukan 
saja dalam rangka peningkatan pendapatan tapi juga dalam rangka 
pemerataan pendapatan. Hal ini bisa dimengerti karena sektor UMKM 
melibatkan banyak orang dengan beragam usaha. Olehnya itu, peranan 
Pemerintah khususnya pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Khususnya 
dalam penguatan potensi dan daya usaha.  
Dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara, 
Pemerintah Daerah berpedoman pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 
2008 tentang UMKM. Di dalam Undang Undang ini telah dijelaskan pada 
pasal 16 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi  
penguatan  UMKM. Pada tahap penguatan UMKM, Pemerintah Daerah 
melakukan pengembangan usaha dalam bidang produksi dan 
pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan desain dan teknologi. 
a. Produksi dan Pengolahan 
Kegiatan produksi menurut Sadono Sukirno adalah kegiatan yang 
dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang 
maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan 
Pengolahan menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa adalah sebuah proses mengusahakan atau 
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mengerjakan sesuatu (barang dan sebagainya) supaya menjadi lebih 
sempurna. Tuntutan untuk mengikuti standar, desain, dan kualitas produk 
agar sesuai ketentuan, menuntut perubahan dalam kegiatan produksi 
UMKM. 
Dalam konteks Pengembangan UMKM dalam bidang produksi dan 
pengolahan menurut Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang 
UMKM dilakukan dengan cara: 
a) meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan 
manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
b) memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, 
produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan 
kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
c) mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan 
pengolahan; dan 
d) meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan 
bagi Usaha Menengah. 
Pengembangan produksi dan pengolahan pada UMKM dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan indikator 
yang dijelaskan pada peraturan tersebut diatas. Namun, hal tersebut 
belum dilakukan sepenuhnya. Indikator yang telah dilaksanakan seperti 
meningkatkan kemampuan manajemen usaha melalui pelatihan-pelatihan, 
memberikan bantuan peralatan, kemasan dan mendorong penerapan 
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standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan melalui pengusulan 
sertifikat halal bagi para pelaku UMKM. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara khususnya Dinas 
Koperindag meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta 
kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, melalui 
pelatihan manajemen pengelolaan usaha. Hal ini sesuai dengan hasil 
Wawancara Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperindag, 
Mansur, SP yang mengatakan bahwa:  
“Di bidang UMKM dan Koperasi dan industri hanya melaksanakan 
pelatihan-pelatihan dalam melatih manajemen meliputi administrasi 
pengelolaan usaha dengan kelembagaan usaha.” (Wawancara pada 
tanggal 31 Oktober 2016). 
 
Peningkatkan proses produksi Usaha Industri diikutkan dengan 
pemberian bantuan peralatan. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Luwu Utara dengan memberikan bantuan Hibah Barang/ 
peralatan.  Bantuan ini diberikan berdasarkan Perubahan Atas Keputusan 
Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/299/V/2015 tentang Penetapan 
Kelompok Industri Kecil dan Menengah Penerima Hibah Barang/Peralatan 
yang Diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Bagi Industri 
Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Tahun 







Tabel 27. Daftar Nama Kelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM) 
Penerima Hibah Barang/Peralatan 
 







1 Tungku pembakaran  




2 unit  
IKM Sipakatau Nasri, SE Desa Kalitata 
Kec. Malangke 
Barat 
2 Mesin penggerak  





























Sarmin Kel. Kappuna 
Kec. Masamba 












Suriyadi Kel. Bone Kec. 
Masamba 
5 Mesin las 8000 Watt 
Bor duduk+travo las+gurinda 







Maskati Desa Pincara 
Kec. Masamba 
6 Mesin Ketam Meja+gurinda 













7 Mesin disk mill+sangrai kopi 
Mesin countinius sealler 
Mesin pengupas kulit ari kopi 







Suhiba Desa Komba 
Kec. 
Rongkong 
Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara 
Pemberian bantuan peralatan ini diberikan melalui kelompok. 
Pemerintah daerah tidak memberikan bantuan pada usaha perorangan. 
Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Koperindag Luwu Utara, Yansen 
Tempo, SE., M.Si bahwa, 
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“kita beri bantuan peralatan, Itu sudah banyak terlaksana. Tapi itu 
bukan diberi secara perorangan tapi melalui kelompok. Namun harus 
membuat permohonan. Kelompok itu, maksudnya terdiri dari 
beberapa orang di dalamnya, dan mempunyai badan pengurus.” 
(Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2016) . 
 
Selain bantuan peralatan, pada tahun 2014 pelaku IKM juga telah 
diberikan bantuan Kemasan dan Label Produk. Hal ini dimaksudkan agar 
usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM dapat terus berkembang 
dengan pengemasan yang baik. Dengan adanya bentuk pengemasan 
yang baik akan melancarkan proses pemasaran selanjutnya. Pemberian 
bantuan kemasan ini diatur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara 
Nomor: 188.4.45/384/VII/2014 tentang Penetapan Kelompok Industri Kecil 
dan Menengah Penerima Bantuan Hibah Kemasan dan Label Produk 
pada Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Kecil 
dan Menengah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014. Namun, 
pemberian bantuan kemasan yang dilberikan kepada pelaku UMKM 
hanya terbatas dengan jumlah 10 usaha pertahun. Hal ini dikarenakan 
terbatasnya anggaran yang tersedia untuk kebijakan ini. Berikut disajikan 
daftar kelompok IKM penerima bantuan hibah kemasan label produk 
beserta jenis bantuan kemasan yang diberikan  untuk anggaran tahun 






Tabel 28. Daftar Kelompok IKM Penerima Bantuan Hibah Kemasan 
Label Produk Tahun 2014 
 
No. Kelompok IKM Nama/Jabatan/Alamat Jenis Bantuan dan Besaran 




Kemasan Botol Kaca 250ml sebanyak 
3000 buah 
2 Palasa Longkon Gafur/Ketua/Desa Baebunta 
Kec. Baebunta 
Kemasan kombinasi aluminium foil/plastik 
dan label kopi sebanyak 5700 buah 
3 Al-Kautsar Nukman/Ketua/Desa Salulemo 
Kec. Baebunta 
Kemasan botol plastik 1 L dan label pupuk 
cair sebanyak 2000 buah 
4 Aulia Bakery Nurmi/Ketua/Desa Radda Kec. 
Baebunta 
Kemasan plastik opp dan label roti 
sebanyak 12000 buah 
5 Kopi Saudara H. Andung/Sekretaris/Desa 
Cendana Putih II Kec. 
Mappedeceng 
Kemasan kombinasi aluminium foil/plastik 
dan label kopi sebanyak 5450 buah 
6 Tri J Warni/Ketua/Desa Sumber 
Harum Kec. Mappedeceng 
Kemasan kombinasi aluminium foil/plastik 
dan label kripik pisang sebanyak 4600 
buah  
7 Risquna Muh. Zain/Ketua/Desa Patoloan 
Kec. Bone-Bone 
Kemasan kombinasi aluminium foil/plastik 
dan label kripik singkong sebanyak 4600 
buah 
8 Madani  Wahida/Ketua/Desa Waelawi 
Kec. Malangke Barat 
Kemasan kombinasi aluminium foil/plastik 
dan label kripik rumput laut sebanyak 
5600 buah 
9 Sumber Hidup 
Mandiri 
Dedy Rahman/Ketua/Desa 
Marobo Kec. Sabbang 
Kemasan plastik opp dan label roti 
sebanyak 12000 buah 
10 Usaha Gemilang Agus Sugianto/Ketua/Desa 
Hasanah Kec. Mappedeceng 
Kemasan kombinasi aluminium foil/plastik 
dan label kripik singkong sebanyak 3000 
buah 
Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara 
Selain, pemberian bantuan kemasan diatas, upaya lain dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam mendorong penerapan 
standarisasi pada proses produksi dan pengolahan dilakukan dengan 
mengusulkan para pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk 
mendapatkan sertifikat halal oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan ini 
dilakukan setiap tahunnya dengan dianggarkan sebanyak 10 IKM yang 
diusulkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Kepala Seksi 
Standarisasi dan Teknologi Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara, 




“kalau untuk standarisasi kami memberi bantuan sertifikat halal 
untuk produk UMKM yang bergerak dibidang makanan dan 
minuman serta jamu juga pernah ada. Selain itu, untuk saat ini dulu 
pernah ada bantuan standarisasi kemasan yang  berlabel tapi 
sudah 2 tahun sudah tidak ada lagi bantuan.” (Wawancara pada 
tanggal 31 Oktober 2016). 
Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ini dinilai massif 
karena diadakan setiap tahun. Meskipun jumlah penemeri usulan hanya 
terdapat 10 usaha namun dapat dilihat bahwa peran Pemerintah Daerah 
dalam menguatkan potensi usaha cukup besar. Pemberian usulan 
penerima Sertifikat Halal juga harus didukung oleh anggaran daerah 
dalam pembiayaannya agar dapat menambah kuota usulan usaha. Berikut 
daftar Usaha Industri yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Luwu Utara tahun 2015. 
Tabel 29. Daftar IKM yang Diusulkan Mendapatkan Sertifikat Halal 
Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 
No. Nama 
Pemilik 
Nama IKM Alamat Jenis Usaha 
1 Suhrah Devina’s Bakery Kel. Bona Kec Masamba Roti dan Donat 
2 Kasraeni Rajana Aren Makmur Kel. Bone Kec. 
Masamba 
Sarabba Instan 
3 Paimin FKU. Perlebahan 
Luwu Utara 
Desa Radda Kec. 
Baebunta 
Madu 
4 Suriyanto Hafids Bakery Desa Baebunta Kec. 
Baebunta 
Roti 
5 Gafur Palasa Longkon Desa Baebunta Kec. 
Baebunta 
Kopi Bubuk 
6 Al Idrus Wilada Desa Mappedeceng 
Kec. Meppedeceng 
Dompo dan Dodol 
Durian 
7 H. Harianto Kopi Saudara Desa Cendana Putih II 
Kec. Mappedeceng 
Kopi Bubuk  
8 Misyanto Putra Hasanah Desa Hasanah Kec. 
Mappedeceng 
Keripik 
9 Rumina 5 R Desa Mulyorejo Kec. 
Sukamaju 
Keririk 
10 Halija Senang Hati Desa Poreang Kec. 
Tanalili 
Keripik dan Bage 
Rumput Laut 
Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara 
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Pengusulan IKM untuk mendapat sertifikat halal berdasarkan 
permohonan yang diajukan pelaku usaha ke Dinas Koperindag. Alur 
mendapatkan sertifikat halal yaitu, pelaku bermohon ke Dinas Koperindag 
pada Bidang Industri. Kemudian Bidang Industri melakukan verifikasi 
terhadap kelompok yang bermohon dengan melihat ada tidaknya usaha, 
berjalan atau tidak dan mempunyai legalitas usaha. Setelah itu, tim 
verifikasi dari Dinas Koperindag mengeluarkan Daftar IKM yang 
Diusulkan. Selanjutnya, Dinas Koperindag memberi daftar usulan tersebut 
ke LP POM. Kemudian tim pemeriksa dari LP POM meninjau IKM yang 
diusulkan dengan melihat lokasi, bahan-bahan yang digunakan dan 
proses produksi. Selanjutnya, LP POM memutuskan dengan Majelis 
Fatwa untuk kelayakan terbitnya sertifikat halal.30 
b. Pemasaran 
Pemasaran menurut Kotler merupakan salah satu bentuk dari 
proses sosial dan bagian dari me-management diri ataupun kelompok 
untuk mendapatkan kebutuhannya dengan menciptakan sebuah peluang, 
pertukaran, maupun penawaran terhadap sekelompok orang yang juga 
turut memiliki kebutuhan dan keinginan dari permintaan tersebut. 
Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, 
Pengembangan dalam bidang pemasaran, dilakukan dengan cara: 
a) melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; 
b) menyebarluaskan informasi pasar; 
                                                          
30 Hasil wawancara dengan Rosniati, Kepala Seksi Standarisasi dan Teknologi Dinas Koperindag. 
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c) meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; 
d) menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji 
coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan 
promosi Usaha Mikro danKecil; 
e) memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran,dan 
distribusi; dan menyediakan tenaga konsultan profesional dalam 
bidang pemasaran. 
Penguatan usaha pada bidang pemasaran dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan mengadakan fasilitas 
sarana prasarana. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 
menyediakan rumah dagang sebagai tempat untuk mempromosikan 
produk-produk UMKM yakni Pusat Oleh-oleh Luwu Utara. Selain itu, 
pemerintah daerah juga mendirikan bangunan pasar di beberapa 
kecamatan di Kabupaten Luwu Utara serta melakukan pembinaan kepada 
pedagang-pedagang yang ada di beberapa pasar tradisional Kabupaten 
Luwu Utara. Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Dinas 
Koperindag, Bapak Mahfud Ruslin, ST., bahwa, 
“Selain itu, kami membina pedagang-pedagang. Misalnya kami 
pernah melatih pedagang untuk membuat gerobak. Tapi masalahnya 
pembinaan ini tidak terfokus. Pernah juga di pasar-pasar kami 
memberi mereka pemahaman bagaimana memenuhi semua standar 
dibidang perdagangan apakah itu legalitasnya, izin usahanya. Pasar 
sentral Masamba, Malangke Barat, semua pasar yang ada bangunan 
dari pemerintahnya kami turun langsung. Karena tiap bulan kami 
melakukan pendataan harga. Tapi tergantung anggaran juga. Biasa 




Pembinaan pedagang-pedagang di pasar yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk dukungan dalam aspek 
pemasaran dengan  meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik 
pemasaran. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku usaha dapat 
mengembangkan usaha yang dijalankan serta menciptakan kemandirian 
usaha. Namun, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah saat ini 
masih berorientasi pada pembangunan fisik. Hal utama yang perlu 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah menyediakan tenaga 
konsultan untuk mendampingi para pelaku usaha dalam meningkatkan 
teknik pemasaran. Hal ini dinilai efektif sebab realitas yang terjadi 
diKabupaten Luwu Utara kebanyakan para pelaku usaha masih 
menerapkan sistem tradisional dalam pemasarannya. 
 
c. Sumber Daya Manusia 
Upaya membangun UMKM tidak terlepas dari masalah Sumber 
Daya Manusia (SDM). Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku 
usaha menjadi tonggak utama dalam memajukan UMKM.  Menurut Sonny 
Sumarsono bahwa Sumber Daya Manusia atau human recources 
mengandung dua pengertian. Pertama adalah usaha kerja atau jasa yang 
dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain, sumber daya 
manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang 
dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian 
kedua, sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja 
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untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti 
mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu 
bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. 
Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 19 
bahwa Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dilakukan 
dengan cara: 
a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; 
b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan 
c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan 
pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, 
motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. 
Realitas yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara bahwa Pemerintah 
Daerah mempunyai kepedulian yang massif terhadap pelaku UMKM. Hal 
ini dapat diketahui dengan dimasukkannya kebijakan ini pada program 
pembangunan daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan khususnya 
dibidang UMKM yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017. 
Program ini yakni membina 1 orang perempuan disetiap kecamatan di 
Kabupaten Luwu Utara untuk dijadikan wirausaha baru. Sesuai dengan 
yang diungkapkan oleh Kepala Bappeda Luwu Utara, Ir. Bambang Irawan, 
M.Si., bahwa, 
“Di RPJMD kita dsini periode 2016-2021 itu merupakan salah satu 
prioritas kita bahkan di salah satu kebijakan bahwa “setiap 
kecamatan setiap tahun kita membina 1 orang perempuan untuk 
menjadi wanita pengusaha. Ada 12 kecamatan di Luwu Utara jadi 12 
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perempuan setiap tahun. Itu dibina mulai dari pembinaan 
keterampilan, kemudian bantuan modal, pembinaan kewirausahaan 
dan manajemen usaha sampai jadi sukses. Pemilihan 1 perempuan 
ini adalah perempuan yang belum mempunyai usaha. Hal ini telah 
dimasukkan ke dalam APBD. Kebijakan ini baru akan dilaksanakan 
untuk periode tahun depan di tahun anggaran 2017”. (Wawancara 
pada tanggal 18 Oktober 2016). 
 
Kebijakan dalam penguatan UMKM melalui pengembangan sumber 
daya manusia juga dilakukan atas kerjasama Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten. Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Koperasi dan UKM 
Dinas Koperindag Luwu Utara, Mansur, SP., mengatakan bahwa, 
“Program Gubernur sekarang menciptakan wirausaha baru setiap 
Desa/Kelurahan, kordinasinya dengan daerah Kabupaten dengan 
dilakukan pelatihan di tingkat Kabupaten setiap tahun selama lima 
tahun, dan sudah dilakukan tiga tahun berturut-turut. Kita melatih 
kelompok yang beranggotakan 20 orang tetapi ketuanya saja yang 
dilatih nanti ketuanya yang melatih anggotanya. Untuk tahun ini kita 
diberi target 43 kelompok. Jadi, 43 kelompok x 20 orang yang bisa 
jadi wirausahawan baru. Ini adalah program Gubernur. Kemudian 
kita ditingkat Kabupaten selalu melaksanakan kewirausahaan setiap 
tahun. Tahun ini kita melaksanakan pelatihan kewirausahaan khusus 
untuk Kaum Gender.” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2016). 
 
 
Selain itu, pengembangan SDM oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Luwu Utara dilakukan melalui pelatihan-pelatihan untuk pelaku 
UMKM. Para pelaku usaha baik ketua kelompok dan anggota usaha 
diikutkan pelatihan yang biasa di adakan baik di tingkat Kabupaten 
maupun di tingkat Provinsi. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas 
Koperindag, Yansen Tempo, SE., M.Si.,  
“Pemda dalam mendukung SDM dengan memberi pelatihan/diklat, 
yang biasa di ikutkan di Provinsi. Seperti tahun lalu kami membawa 
10 orang dari Kabupaten ke Makassar, kegiatannya dilaksanakan di 
Hotel Same Makassar. Ini Provinsi yang adakan. Tapi setiap tahun 
kita adakan pelatihan tentang pengelolaan administrasi usaha, biasa 
135 
 
diadakan di Hotel Remaja Masamba. Ini semua pelaku Usaha di 
undang tetapi dengan peserta terbatas tergantung anggaran. Jumlah 
pesertanya biasa tiap tahun lebih kurang 30 orang.”(Wawancara 
pada tanggal 22 Oktober 2016). 
Pernyataan tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Titi 
selaku Penjaga Outlet Kampoeng Coklat Chalodo, yang pernah diikutkan 
pelatihan oleh Pemerintah Daerah bahwa:  
“pernah. 1 kali. Karena sistemnya yang sudah ikut pelatihan tidak 
dipanggil lagi. Untuk yang belum pernah lagi dipanggil. Pemerintah 
cukup memperhatikan tapi sebatas kemampuan yang dimiliki 
pemerintah.” (Wawancara pada tanggal 8 Oktober 2016). 
 
Dalam meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mempunyai Kantor Latihan 
Kerja yang khusus melatih masyarakat secara teknis untuk menjadi 
wirausahawan. Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Koperasi dan 
UKM Dinas Koperindag Luwu Utara, Mansur, SP., mengatakan bahwa:  
“kalau bicara tentang keterampilan teknis merujuk ke KLK (Kantor 
Latihan Kerja). Disitu khusus memberikan pelatihan keterampilan 
khusus seperti menjahit, bikin kue yang bekerjasama dengan Bidang 
Industri Dinas Koperindag.” (Wawancara pada tanggal 6 Oktober 
2016). 
Dengan banyaknya program-program pelatihan dan pembinaan 
untuk para pelaku usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sangat 
membantu pelaku usaha dalam menguatkan usahanya. Sebab hal ini 
didukung dengan pekerja yang telah dilatih dalam program pembinaan. 
Namun, pelaku usaha yang diikutkan hanya berasal dari usaha yang 




d. Desain dan Teknologi 
Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi dilakukan 
dengan cara meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi 
serta pengendalian mutu, meningkatkan kerjasama dan alih teknologi, 
meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang 
penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru, memberikan 
insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengembangkan 
teknologi dan melestarikan lingkungan hidup dan mendorong Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas 
kekayaan intelektual. 
Di Kabupaten Luwu Utara Pemerintah Daerah, membantu untuk 
memfasilitasi pelaku UMKM mendapatkan hak paten dan desain produk. 
Namun, hal tersebut harus sesuai dengan persyaratan prosedur pada 
Dinas Koperindag. Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Koperindag 
Luwu Utara, Yansen Tempo, SE., M.Si., bahwa, 
“Pemda dalam memfasilitasi desain, kami selalu menyampaikan 
kepada pelaku usaha bahwa kalau ada yang mau desain, apakah itu 
desain produk atau hak paten desain kami akan memfasilitasi, 
karena itu juga program provinsi. Itu gratis. Dengan cara memenuhi 
persyaratan yang ada, itu ada di bidang industri. Alurnya, dari pelaku 
usaha bermohon ke Koperindag, di fasilitasi ke provinsi pada bagian 
kementerian Hukum dan HAM untuk hak patennya. Kalau desainnya 
nanti dibantu di Dinas Koperindag sendiri untuk mendesain.” 
(Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2016). 
Selain memfasilitasi hak paten dan desain produk bagi pelaku 
UMKM, Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara melaksanakan program 
peningkatan kapasitas iptek sistem produksi dalam rangka penguatan 
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kemampuan industri berbasis teknologi. Pada tahun 2016, Pemerintah 
Daerah telah dua kali mengadakan pelatihan berbasis pengembangan 
teknologi industri. Pelatihan yang pertama dalam Program Peningkatan 
Kemampuan Teknologi Industri bertema “Pelatihan Diversifikasi Produk 
Olahan Pangan Berbahan Baku Kakao/Cokelat” pada tanggal 20 Mei 
2016 bertempat di Hotel Remaja Masamba. Pelatihan kedua dalam 
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi bertema 
“Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Aneka Produk Hasil Pengolahan 
Pangan Berbahan Baku Ikan” yang diadakan pada tanggal 11-13 Agustus 
2016 bertempat di Hotel Remaja Masamba. 
 
4.4.3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Usaha 
Salah satu bentuk perlindungan bagi para pelaku UMKM dari 
pemerintah dengan dibentuknya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang UMKM dalam pasal 35 sebagai berikut. 
(1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, 
Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam 
pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26. 
(2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha 
Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya. 
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Undang Undang tersebut sekaligus menjadi acuan Pemerintah 
Daerah dalam memberdayakan UMKM di daerah. Hal ini bertujuan untuk 
menekan persaingan antara Usaha Besar, Usaha Mikro, Usaha Kecil, 
Usaha Menengah yang tidak seimbang.  
Realitas di Kabupaten Luwu Utara bahwa belum terdapat jenis 
Usaha Besar. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Koperasi dan 
UMKM Dinas Koperindag pada saat wawancara. Dikatakan bahwa 
kemungkinan untuk persaingan antara Usaha Besar dan UMKM sangatlah 
minim. Namun terlepas dari Usaha Besar, kasus persaingan antar pelaku 
UMKM juga belum ditemukan. Sehingga hal ini belum menjadi prioritas 
Pemerintah Daerah untuk menangani hal ini.  
 
4.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan UMKM Di 
Kabupaten Luwu Utara 
Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara merupakan suatu 
kegiatan yang dilakukan secara berencana, menyeluruh dan melibatkan 
berbagai aspek yang harus dilakukan secara terpadu dan terencana 
dengan baik. Dalam kegiatan pemberdayaan tersebut dipengaruhi oleh 
berbagai faktor baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat 
proses. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM 





4.5.1. Faktor Penghambat Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu 
Utara 
1) Kemasan Produk Kurang dapat Bersaing 
Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, 
material, warna, citra, tipografi dan elemen-elemen desain dengan 
informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Menurut Klimchuk dan 
Krasovec bahwa kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, 
mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan 
sebuah produk di pasar. Oleh sebab kemasan merupakan indikator yang 
utama dilihat oleh konsumen, maka dari itu kemasan dengan visual kreatif 
harus diciptakan.  
Realitas yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara bahwa kebanyakan 
pelaku usaha dalam mengemas produknya tidak mampu bersaing dengan 
kemasan produk luar. Hal ini merupakan salah satu Faktor yang 
menghambat pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara. Sebab  
Menurut Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperindag Luwu Utara, 
Mansur, SP., bahwa,  
“Dari segi produk yang kurang bisa bersaing di tempat lain, dari 
segi kemasan belum bisa menyaingi kemasan lain dalam arti belum 
terlalu menarik, kemudian kurang bermitra. Inilah tugas kami 
bagaimana UMKM ini supaya bisa bermitra dengan pengusaha 
besar, dengan UMKM lain yang ada di wilayah lain.” (Wawancara 
pada tanggal 6 Oktober 2016). 
Dalam aspek kemasan produk, diperlukan kerja nyata oleh 
Pemerintah Daerah dalam pengembangannya. Untuk itu diperlukan 
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tenaga konsultan untuk mendampingi para pelaku usaha untuk 
meningkatkan kreatifitas bentuk kemasan. Hal ini juga dapat mendukung 
proses pemasaran produk. Seharusnya ini menjadi perhatian bagi 
Pemerintah Daerah untuk menemukan cara agar UMKM dapat terus 
berkembang di Kabupaten Luwu Utara. 
2) Keterbatasan Anggaran 
Anggaran merupakan roda yang dapat menggerakkan usaha. 
Kebanyakan UMKM di Kabupaten Luwu Utara telah berhenti sebab 
kekurangan dukungan penganggaran. Pemerintah Daerah memberikan 
bantuan dana namun tidak diberikan secara keseluruhan kepada pelaku 
UMKM. Hal ini diungkapkan oleh Bambang Irawan selaku Kepala 
Bappeda Kabupaten Luwu Utara, bahwa, 
“pertama soal anggaran yang sangat terbatas, Masih banyak UMKM 
yang kita belum sentuh karena keterbatasan. Keterbatasan 
anggaran, waktu. Tetapi secara bertahap kita tetap lakukan supaya 
masyarakat utamanya UMKM bisa lebih berkembang dan besar”. 
(wawancara pada tanggal 5 Oktober 2016). 
Merujuk kepada penjelasan misi RPJMD Kabupaten Luwu Utara 
dalam memajukan perekonomian masyarakat Luwu Utara yakni 
mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik 
pariwisata, Pemerintah Daerah seharusnya merencanakan bentuk 
pembiayaan dan penganggaran terhadap setiap program pemberdayaan 
UMKM dengan baik. Hal ini seharusnya diusahakan untuk pembiayaan 
pemberdayaan UMKM pada tahun penganggaran berikutnya. Dengan 
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meningkatkan pembiayaan untuk pemberdayaan UMKM akan bermuara 
pada hasil pendapatan UMKM yang maksimal. Sebab mengingat potensi 
yang dimiliki oleh UMKM terhadap perekrutan Tenaga Kerja, pendapatan 
daerah melalui pajak usaha dan kemandirian masyarakat dalam ekonomi. 
Hal tersebut tentu akan menguntungkan daerah. 
 
3) Sumber Daya Manusia 
Sumber Daya Manusia merupakan pemegang peranan penting 
dalam keberlangsungan usaha UMKM. Pemanfaatan sumber daya alam 
melibatkan manusia, tantangan manusia sekarang ini adalah mampu 
menjadi manusia yang berkualitas sehinga dapat memanfaatkan Sumber 
Daya Alam secara optimal. Sumber daya manusia dapat berupa tenaga 
kerja yaitu masyarakat yang ikut aktif dalam kegiatan produksi. Selain 
sumber daya alam yang dikelola, mesin-mesin di pabrik membutuhkan 
tenaga kerja untuk mengoprasikannya. Dalam bidang promosi, dibutuhkan 
keahlian para pelaku usaha agar hasil produksi dapat laris di pasaran. 
Sumber daya manusia terkait pemberdayaan UMKM dapat dilihat 
dari 2 pihak yakni pelaku UMKM dan aparat Pemerintah. Sumber daya 
pelaku UMKM diharuskan untuk memiliki skill yang dapat 
mempertahankan usaha yang dijalankannya. Namun, beberapa UMKM di 
Kabupaten Luwu Utara ditemukan tidak berproduksi lagi. Selain itu, 
keahlian pelaku usaha untuk mempromosikan produk tergolong passif. 
Pelaku usaha hanya menjalankan kegiatan penjualan secara manual 
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dengan mendistribusikan produk ke toko-toko dan keluar daerah. Namun 
terdapat pelaku usaha yang  mendistribusikan sendiri produk sampai 
keluar negeri seperti Coklat dari Kampoeng Coklat Chalodo. Hal tersebut 
belum bisa mengoptimalkan penjualan untuk lebih diketahui masyarakat 
secara luas. Pelaku usaha tidak memanfaatkan fasilitas promosi yang ada 
seperti Internet dan sosial media. Hal tersebut diungkapkan Titi selaku 
penjaga Outlet Kampung Coklat Chalodo bahwa, 
“pernah dulu dibuatkan blog di web untuk promosi tapi sekarang 
sudah tidak lagi karena tidak ada pegawai yang mengurusnya. 
Selain itu, di sosial media juga pernah dipromosikan tapi tidak lagi. 
Namun, Untuk penjualan, kami mendistribusikan di berbagai toko 
dan keluar daerah, kemarin kami juga membawa produk coklat 
keluar negeri.” (wawancara pada tanggal 8 Oktober 2016). 
Sumber daya manusia pada pihak aparat pemerintah yang 
membidangi UMKM di Kabupaten Luwu Utara tidak sepenuhnya 
melaksanakan tugas pemberdayaan yang diamanatkan. Hal ini terlihat 
dengan tidak disentuhnya secara keseluruhan jumlah UMKM di 
Kabupaten Luwu Utara. Pada penelitian awal yang dilakukan peneliti, 
alasan hal ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UMKM 
Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara, Mansur, SP., yang dikarenakan 
jumlah ASN pada yang membidangi UMKM terbilang sedikit. 
“tenaga (Aparat) khususnya di Bidang UKM dan Koperasi yang 
hanya berjumlah 7 orang sementara untuk Seksi UKM sendiri 
hanya 2 orang. Kedua, dari jumlah aparat tersebut tidak mampu 
menjangkau keseluruhan UKM yang berjumlah demikian.” 
(wawancara pada tanggal 7 Maret 2016). 
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Selanjutnya, Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara, 
Bambang Irawan, sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat 
pemberdayaan.  Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut. 
“Bisa kita lihat SDM para pelaku usaha UMKM dan aparatur yang 
melakukan pembinaan. Aparatur pemerintah menjadi penghambat 
karena tidak semua orang mempunyai kapasitas yang sama 
walaupun misalnya ada aparatur sarjana, tidak mungkin sama 
pemikirannya. Aparatur menjadi penting dalam pemberdayaan. Yang 
dilihat bukan hanya dari aspek intelektualnya, tetapi integritasnya 
perlu juga kemudian kepedulian, kemampuan melaksanakan 
tanggung jawab dengan baik yang akan berdampak pada pembinaan 
UMKM yang akan sesuai dengan yang kita harapkan.” (Wawancara 
pada tanggal 5 Oktober 2016). 
Dengan adanya hambatan yang bersumber dari sumber daya 
manusia, seharusnya Pemerintah Daerah peka terhadap permasalahan 
tersebut. Karena sumber daya manusia merupakan penggerak usaha.  
4) Akses Jalan ke Lokasi UMKM Terpencil 
Sarana merupakan hal penting untuk memperlancar pengembangan 
usaha mulai dari proses produksi sampai pada distribusi dan pemasaran. 
Sedangkan topografi Kabupaten Luwu Utara mempunyai wilayah dataran 
tinggi sebanyak 3 kecamatan dengan ketinggian di atas 1.000 meter di 
atas permukaan laut. Tiga kecamatan ini yakni Rampi, Limbong dan Seko. 
Jalan menuju kecamatan ini sulit dilalui jika menggunakan jalur darat. 
Akses ke Kecamatan Seko dan Rampi dapat menggunakan Jalur Udara 
karena terdapat Bandar Udara di kecamatan tersebut. Namun, berbeda 
dengan Kecamatan Limbong yang harus ditempu hanya dengan 
menggunakan jalur darat. Hal ini biasanya menyulitkan para pelaku usaha 
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yang kebanyakan mengandalkan bahan baku dari daerah tersebut seperti 
Kopi dan Beras. Hal ini diungkapkan Dandi Darmadi pemilik usaha Kopi 
Rakyat dalam wawancara berikut. 
“Kendala dan hambatan yang kami alami biasanya pada distribusi biji 
kopi dari Rongkong-Seko dan Limbong ke Kota Masamba yang 
terhambat akses jalan. Terlebih ketika musim hujan tiba yang 
memperburuk keadaan jalan.” (Wawancara pada tanggal 20 Oktober 
2016). 
Akses jalan ke Kecamatan Limbong, Seko dan Rampi seharusnya 
menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah, sebab jalan ini merupakan 
jalan provinsi menuju Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, banyak 
potensi yang ada di kecamatan-kecamatan tersebut yang dibutuhkan oleh 
para pelaku usaha sebagai bahan baku. 
5) Kurangnya Kebijakan Pemerintah 
Kebijakan merupakan instrumen penting yang dapat mendukung 
Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara. Dengan adanya 
kebijakan, legalitas untuk mendukung program pemberdayaan UMKM 
terlihat nyata.  Setiap kebijakan tersebut memiliki dua komponen penting 
yaitu tujuan yang ingin dicapai serta alat yang digunakan untuk mencapai 
tujuan tersebut.  Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang 
Perdagangan Dinas Koperindag, Mahfud Ruslin, ST. mengatakan bahwa, 
“Karena ini sifatnya global, tapi tanyakan adakah aturan di daerah 
yang spesifik yang mengatur tentang pemberdayaan UMKM. Karena 
jika UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM yang dipakai itu melihat 
pemberdayaan secara  nasional. jika berbicara tentang peran 
pemerintah daerah itu harus dikuatkan dengan regulasi khusus di 
daerah tersebut terkait dengan pemberdayaan UMKM. Fungsi 
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pemerintah salah satunya membuat regulasi”. (Wawancara pada 
tanggal 31 Oktober 2016). 
Realitas yang terjadi Kabupaten Luwu Utara bahwa belum terdapat 
peraturan atau produk daerah yang secara khusus untuk meningkatkan 
pengembangan UMKM. Merujuk pada pendapat sebagian ekonom 
beranggapan bahwa sebaiknya peran pemerintah sangat minimal dalam 
perekonomian. Pemerintah tidak perlu banyak campur tangan untuk 
mengatasi masalah ekonomi, karena mekanisme pasar akan bekerja 
melakukan penyesuaian (adjustment) dengan sendirinya. Tetapi sebagian 
ekonom lainnya tidak setuju degan argumen tersebut. Kejadian great 
depression di dunia pada sekitar tahun 1930-an menunjukkan bahwa 
peran pemerintah begitu penting karena adjustment process di pasar tidak 
dapat bekerja dengan sendirinya. Oleh karenanya perlu intervensi 
pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada 
peningkatan dan pengembangan UMKM. 
4.5.2. Faktor Pendukung Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu 
Utara 
1) Sumber Daya Manusia 
Selain menjadi faktor penghambat, Sumber Daya Manusia juga 
termasuk salah satu faktor pendukung pemberdayaan UMKM. Hal ini 
dikarenakan Sumber Daya Manusia yang menjalankan usaha mempunyai 




Salah satu usaha yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk 
mendukung pengembangan usaha kecil menengah dibidang sumber daya 
manusia adalah melalui kegiatan pelatihan. Seperti yang diungkapkan 
Bambang Irawan selaku Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara bahwa:  
“maksud SDM yang mendukung seperti aspek keterampilan, 
pendidikannya, kalau kita tidak tangani SDM ini bagaimana mereka 
akan melakukan usaha dengan baik. Maka dari itu diberikan 
pelatihan keterampilan kewirausahaan.” (Wawancara pada tanggal 5 
Oktober 2016). 
Kemudian hal ini diperkuat oleh pendapat yang diutarakan oleh Ibu 
Masdiani, penjaga Pusat Oleh-oleh Luwu Utara, 
“awalnya kami dilatih dan dibina di Baptek, setelah itu kita disuruh 
bentuk kelompok, setelah berkelompok kita berusaha memproduksi 
apa saja yang ada di daerah untuk bahan bakunya. Itulah yang kita 
kembangkan. Sehingga tahun 2004 saya dipilih karena kelompok 
saya itu terus menerus memproduksi. Dari sekian banyak orang dan 
kelompok yang dibina di Baptek, tapi tidak ada yang jalan. Kecuali 
kelompok saya. Yang saya tekuni membuat Makaroni kacang, itu 
terus yang saya buat sampai sekarang. Tapi banyak tambahan 
produk lain karena kebetulan saya saat ini instruktur olahan 
pertanian dan laut. Anggota saya sudah lebih 10 orang yang aktif.” 
(Wawancara pada tanggal 2 November 2016). 
Pelatihan merupakan cara untuk memperbaiki kemampuan kerja 
individu dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Kelompok UKM 
Mawar Merah, Kampoeng Coklat Chalodo, Kelompok Menjahit Mawar 
merupakan bentuk nyata Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 





2) Kebijakan Pemerintah 
Pemberdayaan UMKM tidak terpelas dari peraturan dan kebijakan 
yang dijadikan sebagai pedoman dan legalitas program. Dengan adanya 
Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dijadikan dasar 
pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. 
Kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 
Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha 
Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat. Hal ini dimaksudkan agar 
pelaku usaha yang ingin membuka usaha dan melakukan peminjaman 
dana ke Bank dapat lebih mudah dengan adanya pelayanan di 
Kecamatan.  
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam 
pemberdayaan UMKM dapat dilihat dengan dimasukkannya program 
untuk membentuk wirausaha baru khususnya kaum perempuan yang 
diambil 1 orang disetiap Kecamatan ke dalam APBD Tahun Anggaran 
2017 . Hal ini dikemukakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara 
yang mendukung pemberdayaan UMKM melalui program-program 
perencanaan pembangunan dengan merujuk pada penjelasan misi 
RPJMD Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021. 
 
3) Bantuan Modal dan Peralatan 
Sumber daya modal adalah sumber daya yang dibuat oleh manusia 
baik berupa uang maupun modal barang dan digunakan untuk membantu 
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kegiatan produksi. Modal merupakan faktor penunjang dalam 
berwirausaha, tanpa adanya uang dan barang usaha tidak akan mampu 
berjalan.31 Modal diperlukan agar bisa menghasilkan berbagai macam 
barang dan jasa dengan cepat dan efisien. Seperti pemilik usaha Kopi 
Rakyat, Dandi Darmadi mengatakan dengan modal awal pribadi  
±Rp.100.000.000,00 yang digunakan untuk membeli Mesin Pengupas Biji 
1 buah, Mesin Pengupas Kulit Ari 1 buah, Mesin Sangrai 1 buah, Mesin 
Giling 1 buah, alat pengemasan dan pembuatan gudang. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sejak tahun 2010 tidak 
lagi memberikan bantuan modal ke Pelaku UMKM yang dalam bentuk 
Dana Bergulir. Namun, jika pelaku usaha yang berbentuk kelompok 
membutuhkan bantuan dana, pelaku dapat mengajukan permohonan 
dalam bentuk proposal ke Pemerintah Daerah. 
Modal tidak hanya didapatkan secara langsung dari pemerintah saja. 
Pemerintah pada tahun 2015 telah memberikan fasilitas subsidi bunga 
dalam pembiayaan melalui Program Dana Kredit Usaha Rakyat (Dana 
KUR). Fasilitas tersebut memungkinkan UMKM memperoleh kredit 
dengan bunga rendah, dari 22-23% menjadi 12%. Pemberian fasilitas 
melalui program KUR meningkatkan permodalan UMKM. Bank tujuan 
pelaku UMKM untuk meminjam Dana KUR di Kabupaten Luwu Utara 
                                                          
31 Senna, A. Meegie. (2016). Kebijakan Pemberdayaan Pemuda Dalam Berwirausaha Melalui 
Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Usaha Kuliner di Kota Palopo). Tesis. Pasca Sarjana FISIP 
Universitas Hasanuddin. Makassar. Hal.130. 
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yakni BPD, BRI, BNI dan Mandiri. Sesuai dengan yang diungkapkan 
Bambang Irawan bahwa, 
“Untuk modal, bukan hanya diberikan bantuan dari pemerintah tapi 
bagaimana mereka mengakses modal ke lembaga-lembaga 
peminjam seperti Bank dan Koperasi. Kemudian pemerintah juga 
memfasilitasi sertifikasi lahan untuk bisa menjadi agunan ke bank. 
Pemberian modal dilakukan melalui SKPD terkait. Pemberian 
modal harus melalui belanja hibah, persetujuan Bupati dan dibahas 
di DPRD, jika ia berupa uang di proses di Dinas Keuangan, jika ia 
berupa peralatan di Dinas terkait.” (wawancara pada tanggal 5 
Oktober 2016). 
Program bantuan lain selain modal yakni berupa peralatan. 
Bantuan peralatan diberikan secara langsung dari Dinas Koperindag 
tergangtung anggaran setiap tahun yang diberikan kepada pelaku UMKM. 
Peralatan yang diberikan berupa mesin-mesin penggilingan kopi, tungku 
pembakaran, bantuan kemasan, bantuan sertifkat halal dan rumah 
dagang. 
4) Kekayaan Sumber Daya Alam 
Sumber daya alam adalah kekayaan yang tersedia di alam dan 
dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya.32 Seperti pemanfaatan potensi perkebunan, 
pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Luwu Utara yang 
melimpah. Kebanyakan masyarakat mengolahnya menjadi bahan 
makanan siap konsumsi.  
                                                          
32 Ibid. Hal. 125. 
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Contoh pemanfaatan Sumber Daya Alam seperti Kripik Rumput 
Laut yang diolah masyarakat Malangke dan Poreang yang merupakan 
binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara. Coklat 
yang diolah di pabrik KUB Sibali Resoe kemudian dijual menjadi bahan 
makanan jadi seperti bubuk coklat, minuman coklat, kue coklat di Outlet 
Kampoeng Chalodo. Selain itu, potensi perkebunan seperti Sagu yang 
dijadikan sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Luwu Utara 
dalam bentuk Kapurung yang dijual di Rumah Makan. Tak hanya itu, Sagu 
juga dapat diolah menjadi aneka Kue Tradisional seperti Bagea. Berbagai 
potensi-potensi Sumber Daya Alam tersebut tak hanya menjadi 
pendukung bagi proses pemberdayaan UMKM namun telah menjadi 
pondasi yang kuat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di 















Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam 
pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara. Pada bab ini diuraikan 
kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk hasil penelitian yang 
dianggap sebagai masukan bagi semua kalangan sehingga bermanfaat 
pada penulisan selanjutnya. 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan 
berbagai upaya dalam pemberdayaan UMKM dengan berdasar pada 
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Upaya 
tersebut dapat dikategorisasi secara umum menjadi tiga peran yaitu 
penumbuhan iklim usaha, penguatan potensi atau daya usaha dan 
memberi perlindungan usaha. Penumbuhan iklim usaha dilakukan 
dengan pemberian dana bergulir hingga memfasilitasi pendanaan ke 
bank/swasta, bantuan sarana & prasarana kepada UMKM, 
penyebarluasan informasi usaha, kemudahan dalam perizinan 
usaha, serta bantuan promosi dagang. Indikator yang belum 
dilaksanakan yakni dukungan kelembagaan. Sedangkan penguatan 
potensi atau daya usaha berupa pengembangan dalam bidang 
produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta 
152 
 
desain dan teknologi. Semua upaya tersebut telah dilakukan oleh 
pemerintah Kabupaten Luwu Utara meskipun belum sepenuhnya 
maksimal. Sementara upaya dalam melindungi usaha belum menjadi 
perhatian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Sebab 
hal ini telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2008 
tentang UMKM yang didalamnya diatur sanksi jika terdapat 
persaingan yang tidak sehat antar jenis usaha. Pemerintah daerah 
tidak membuatkan regulasi di daerah sebab di Kabupaten Luwu 
Utara juga belum terdapat kasus persaingan antar pelaku Usaha.  
2. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM di Kabupaten 
Luwu Utara meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor 
penghambat berupa kemasan produk yang kurang dapat bersaing 
dengan produk lain, keterbatasan anggaran, Sumber Daya Manusia, 
akses Jalan ke Lokasi UMKM yang terpencil, dan kurangnya 
kebijakan yang dibuat pemerintah terkait pemberdayaan UMKM. 
Sedangkan faktor pendukung termasuk juga Sumber Daya Manusia, 
kebijakan pemerintah, bantuan modal dan peralatan serta kekayaan 
Sumber Daya Alam.  
 
5.2. Saran 
1. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kegiatan pemberdayaan 
UMKM yang telah dilakukan. Usaha-Usaha yang perlu ditingkatkan 
yaitu dalam memberikan penyadaran akan pentingnya 
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berwirausaha kepada masyarakat, memberikan pelatihan secara 
kreatif dan inovatif serta sarana dan prasarana pemasaran seperti 
internet yang perlu dimanfaatkan dengan baik. Upaya lain yang 
penting dilakukan yakni menindaklanjuti setiap bentuk 
pemberdaaan yang telah diprogramkan seperti pelatihan, 
pemberian bantuan dana dan peralatan agar tidak hanya sampai 
pada proses pemberian tetapi sampai pada proses evaluasi hasil. 
Selain itu, Pemerintah daerah perlu membuat regulasi khusus 
terkait pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara seperti 
Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sehingga usaha yang 
dilakukan dapat optimal. Tidak hanya berpedoman pada Undang 
Undang yang sifatnya secara nasional. sebab, pada dasarnya 
kondisi dan keadaan UMKM serta potensi yang dimiliki setiap 
daerah berbeda-beda.  
2. Baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan pelaku UMKM 
disarankan dapat bekerjasama dalam pemberdayaan UMKM di 
Kabupaten Luwu Utara dengan meminimalisir faktor penghambat 
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Lampiran 2. Peraturan Perundang-Undangan 
1. Undang Undang 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil 
Dan Menengah 
 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2008 
TENTANG 
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang :  
a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus 
diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan 
demokrasi ekonomi; 
b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik 
Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat 
yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk 
mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, 
berkembang, dan berkeadilan; 
c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara 
menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan 
iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, 
perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga 
mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan 
kerja, dan pengentasan kemiskinan; 
d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian 
yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu 
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diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat 
memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha; 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
 
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN: 






Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
ini. 
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah 
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini. 
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4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 
badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 
tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha 
nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing 
yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, 
dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan 
berdomisili di Indonesia. 
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk 
penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang 
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan 
ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh 
pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan 
berusaha yang seluas-luasnya. 
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk 
memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui 
pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan 
perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan 
daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan 
lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan 
memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk 
memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka 
memperkuat permodalannya. 
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, 
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan 
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. 
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14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab 




ASAS DAN TUJUAN 
Pasal 2 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan: 
a. kekeluargaan; 
b. demokrasi ekonomi; 
c. kebersamaan; 
d. efisiensi berkeadilan; 
e. berkelanjutan; 
f. berwawasan lingkungan; 
g. kemandirian; 
h. keseimbangan kemajuan; dan 
i. kesatuan ekonomi nasional. 
 
Pasal 3 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan 
mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian 
nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 
 
BAB III 




Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 
a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; 




c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi 
pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah; 
d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan 






Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 
a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 
berkembang, dan berkeadilan; 
b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; 
dan 
c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 
pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan 






(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 
a. memiliki    kekayaan    bersih    paling    banyak Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 
(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha; atau 
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b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 
(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan 
ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai 
nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan 
perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. 
 
BAB V 
PENUMBUHAN IKLIM USAHA 
Pasal 7 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha 
dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
yang meliputi aspek: 
a. pendanaan; 
b. sarana dan prasarana; 
c. informasi usaha; 
d. kemitraan; 
e. perizinan usaha; 
f. kesempatan berusaha; 
g. promosi dagang; dan 
h. dukungan kelembagaan. 
 
Pasal 8 
Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a 
ditujukan untuk: 
a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan 
lembaga keuangan bukan bank; 
b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya 
sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara 
cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk 
mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang 
disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik 
yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah 





Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf b ditujukan untuk: 
a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan 
mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan 




Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf c ditujukan untuk: 
a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan 
informasi bisnis; 
b. mengadakan  dan  menyebarluaskan  informasi  mengenai 
c. pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan 
teknologi, dan mutu; dan 
d. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua 




Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d 
ditujukan untuk: 
a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan 
Usaha Besar; 
c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam 
pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah; 
d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam 
pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, 
dan Usaha Besar; 
e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah; 
f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya 
persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan 
g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh 
orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah. 
 
Pasal 12 
(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf e ditujukan untuk: 
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a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan 
sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan 
b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan 
memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 
permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 13 
(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) huruf f ditujukan untuk: 
a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian 
lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi 
pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar 
bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya; 
b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan 
Kecil di subsektor perdagangan retail; 
c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki 
kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai 
warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; 
d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka 
untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah; 
f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh 
Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung; 
g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan 
pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan 
h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 




(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf g, ditujukan untuk: 
a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah di dalam dan di luar negeri; 
b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; 
c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan 
pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di 
dalam dan di luar negeri; dan 
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d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas 
produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 
kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor. 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 




Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan 
fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan 
keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai 





(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan 
usaha dalam bidang: 
a. produksi dan pengolahan; 
b. pemasaran; 
c. sumber daya manusia; dan 
d. desain dan teknologi. 
(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan 
pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, 




Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: 
a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan 
manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, 
produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan 
kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan 
pengolahan; dan 







Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: 
a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; 
b. menyebarluaskan informasi pasar; 
c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; 
d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji 
coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan 
promosi Usaha Mikro dan Kecil; 
e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan 
distribusi; dan 




Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: 
a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; 
b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan 
c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan 
untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan 
kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. 
 
Pasal 20 
Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan: 
a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta 
pengendalian mutu; 
b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; 
c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang 
penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; 
d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 
mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan 
e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh 
sertifikat hak atas kekayaan intelektual. 
 
BAB VII 




Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil 
Pasal 21 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi 
Usaha Mikro dan Kecil. 
(2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari 
penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha 
Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, 
hibah, dan pembiayaan lainnya. 
(3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan 
yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk 
pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. 
(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat 
memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan 
mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak 
mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. 
(5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif 
dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif 
sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia 
usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. 
 
Pasal 22 
Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: 
a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan 
lembaga keuangan bukan bank; 
b. pengembangan lembaga modal ventura; 
c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang 
d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui 
koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional 
dan syariah; dan 




(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber 
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah: 
a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan 
lembaga keuangan bukan bank; 
b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan 
lembaga penjamin kredit; dan 
c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi 




(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif 
meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau 
kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: 
a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; 
b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit 
atau pinjaman; dan 




Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah 
Pasal 24 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha 
Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan: 
a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja 
dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses 
terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan 
b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi 





(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat 
memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, 
yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan 
menguntungkan. 
(2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan 
antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar 
mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan 
pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan 
teknologi. 
(3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada 
Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk 
berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi 
tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan 













d. perdagangan umum; 
e. distribusi dan keagenan; dan 
f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama 




Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan 
mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi 
plasmanya dalam: 
a. penyediaan dan penyiapan lahan; 
b. penyediaan sarana produksi; 
c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; 




h. pemberian informasi; dan 
i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi 
dan produktivitas dan wawasan usaha. 
 
Pasal 28 
Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana 
dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, 
Usaha Besar memberikan dukungan berupa: 
a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau 
komponennya; 
b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara 
berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar; 
c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; 
d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; 
e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak 
merugikan salah satu pihak; dan 





(1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan 
kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
yang memiliki kemampuan. 
(2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan 
penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri 
sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan 
dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. 
(3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk 
pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, 




(1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan 
dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau 
penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh 
Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka. 
(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha 
Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi 
Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu 
barang dan jasa yang diperlukan. 
(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan 
salah satu pihak. 
 
Pasal 31 
Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau 
Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang 
dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil. 
Pasal 32 
Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha 
dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 33 
Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan 
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(1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang 
sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban 
masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan 
penyelesaian perselisihan. 
(2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan 
kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar. 
(4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi 
kemitraan usaha nasional dan daerah. 
 
Pasal 35 
(1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, 
Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam 
pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26. 
(2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro 
dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya. 
 
Pasal 36 
(1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan 
terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. 
(2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh 
lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan 
usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 37 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud 






KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN 
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 
Pasal 38 
(1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
(2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
secara nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan 
pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, 
evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan 
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk 
penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan 
pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB X 




(1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) 
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha 
dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 
rupiah) oleh instansi yang berwenang. 
(2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) 
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha 
dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah) oleh instansi yang berwenang. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 










Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 
mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat 
usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa 
untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 






Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini 
ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak 
Undang-Undang ini diundangkan. 
Pasal 42 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 1995 Nomor 3611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 43 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah 
dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang ini. 
Pasal 44 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
















2. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang 
Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan 
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